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ABSTRACT

Implementation of Early Childhood Education (PAUD)
Programme in Sintang District

KIAM

NIM : 015743618
Universitas Terbuka

Keywords: Implementation, Non Formal Education, Early Childhood

Implementation of non-formal early childhood education  has many
benefit, one of which is to provide the opportunity for . cChildren to meet the
physical and spiritual needs as well as develop her talents optimally. This study
aims to identify and analyze (1) the process of implementstion of the policy of
non-formal education program in early childhood €ducation (PAUD) in Sintang
(2) the factors that affect the implementation of the policy of non-formal
education program in early childhood educatign (PAUD) in Sintang.

The research was carried on in PAUD Insan Mulia, PAUD Taman Cena,
and PAUD Pelita Hati that located in_Sintang District at school year 2012/2013.
The results are known, the process-of\umnplementation of the policy of non-formal
educational programme in early childhood education (PAUD) in the Sintang
District not going well, this issdae to lack of government support in the
mmplementation of early childhood education (PAUD). Factors affecting are:
educators and education hdve not qualifications, facilities and infrastructures are
less. That commumication,goes well then there should be a coordinator agencies
throughout early childhood.
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ABSTRAK

Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Di Kecamatan Sintang

KiaAM
NIM : 015743618
Universitas Terbuka

Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah
satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak unfuk memenuhi
kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bakatnya secara
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) proses
implementasi pelayanan program pendidikan PAUD di Kecamatan Sintang (2)
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan program pendidikan
PAUD di Kecamatan Sintang.

Penelitian ini di laksanakan di PAUD Insan Malia,” PAUD Taman Ceria dan
PAUD Pelita Hati yang berada di Kecamatan Sinténg pelajaran 2012/2013.

Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan
non formal pada PAUD di Kecamatan Sifitang belum berjalan dengan baik, hal ini
dikarenakan rendahnya dukungap pemierintah dalam penyelenggaraan PAUD.
Faktor-faktor yang mempengarulii, implementasi pelayanan program adalah:
tenaga pendidik dan kependidikan, belum memiliki kualifikasi, sarana dan prasara
masih kurang, agar komunikasi berjalan lancar maka seharusnya ada instansi
koordinator seluruh pembangunan PAUD.

Kata Kunci : Implementasi,Pendidikan Non Formal,PAUD
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya berorientasi’pada pemecahan

masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat, maka kebijakan publik
dapat dikatakan sebagai ilmu sosial ferapan yang berperan sebagai
probiem solver ( Kismartini, JdkK; 2010: 2.3). Menurut Hoogerwerf

dalam Sjahrir (1988: 66} pada hakekainya pengertian kebijakan adalah
semacam jawabanderh@dap suatu masalah, merupakan upaya untuk
memecahkan, (nengurangl, mencegah suatu masalah dengan cara

- sy [ . ._dp ~ [ Y e— . | —
Lél'tanu, yaltw UCIIBdH LHIddK 4 )’dllB tcral

ames L. Anderson
{1978+ 33), memberikan rumusan kebijokan sebagai perilaku
dari” sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau
serangkaiain aktor dalam suatu bidang kegiaian tertentu. Pada
hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan :
what,why,who,where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut
tentang masalah yang dihadapi lcinbaga-lembaga yang mengambil

keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan,

strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
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Santoso (2002: 69) memisahkan berbagai pandangan tentang

kebijakan publik ke dalam dua kelompok.

.

remikirail pertaina menyatakan baliwa kebijakan publik sama
dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan
semata-mata bukan merupakan keinginan pemerintah, akan
tetapl masyarakatpun juga memtiiiki tuntutan tuntutan (keinginan),
sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu adalah mancakup
“apa” yang dilakukan, “mengapa” mereka melakukannya, dan
“bagaimana” akibatnya

Menurut George Il (1980:2) \ményatakan bahwa

“tidak ada definisi yang tunggain/dari kebijakan publik

and do, or not to do”. Bahkar” Easton (1953:129) mengemukakan
bahwa “Policy is ghe \Quthoritative allocation of value for the

whole society~(pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah

pada seluruh anggota masyarakat). Dari definisi ini, maka
kebijakaw publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan
dilakukan atau tidak dilakukan olel pemerintah, Disamping
itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebiiakan yang
dikembangkan/dibuat olech badan-badan dan pejabat-pcjabat
pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :
1} Lebith merupakan tindakan yang mengarah pada
tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang
kebetulan

2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang
saling terkait

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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b. Konsep Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu sosial
terapan vang mempunyai lujuan memberikan rekomendasi
kepada public policy maker dalam rangka memecahkan
masalah-masalah publik (Kismartini, dkk; 2010: 2.3). Selanjutnya
Kismartini (2010; 2.5) mengalakan bahwa “analisis’kebijakan adalah
satu bentuk penelitian terapan yang dilakukan Untuk memperoleh
pemahaman yang mendalam mengepai masalah-masalah sosial teknis
dan untuk mencari solusi-solusivgang iebih baik”. Oleh karena itu
berusaha menggunakan ity modem dan teknologi modem dalam
menyelesaikan  masalali-masalah  masyarakat, analisis kebijakan
mencari langkdh-langkah yvang mudah diamati, menyusun informasi
dan bukti-bukti dan pengaruh-pengaruh yang membantu para pembuat
kebijakan di dalam memilih tindakan yang paling menguntungkan.

Aqalisis kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan
deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan
dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada
satu, beberapa atau seluruh tahapan dari proses kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajiannya, kebijakannya
dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebeluni adaiiya kebijakan
publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik. Analisis
sebelum lerjadinya kebijakan publik berpijak pada permasalahan
publik semata schingga hasilirya benm‘-—benﬁ ickomendas: kebijakan
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publik yang baru. Sedangkan analisis kebijakan publik setelah adanya
kebijakan fokus analisisnya adalah pada kebijakan yang telah ada
(Kismartini, dkk; 2010: 2.7). Tujuan dart analisis tersebut adalah sama
yaitu agar mendapatkan kebijakan yang lebih berkualitas.

Konsep analisis kebijakan menurut Patton dan Sawicki (1993:
21) dikatakan bahwa analisis kebijakan merupakan peroses di mana
kita mengidentifikasi dan mengevalusi kebijakarn-kebijakan alternati
atau kebijakan dalam mempengaruhivataw~ memecahkan masalah-
masalah sosial, ekonomi, maupufi smasalah-masalah lainya. Dunn
(1998) mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagal satu diantara
sejumlah aktor lainya dalamy” sistem kebijakan, suatu sistem kebijakan
(policy systenf) .atay” seluruh pola institutional dimana didalam
kebijakaw dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara ketiga
unstr,., yaitu kebijakan publik , pelaku kebijakan, dan lingkungan

kebijakan, seperti gambar yang diadopsi dari pemikiran berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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gambar 2.1

tiga sistim kebijakan

Pelaku  kebijakan

Z X

Lingkungan — Kebijkan publik
kebijakan - ‘
kriminilitas kelompok warga negara penegakan
hukum
inflasi pelaku ekonomi ekonomi
penganburan serikat pekerja kesejahteraan
diskriminasi partai perseonil/individu

gelandangan dan pengemis istansi/masydrakat/LSM perkotaan

Secara singkat dapat dijelaskan hubéngan tiga sistim kebijakan tersebut dengan
permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1). Public policy, {merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling
berhubungan ™ {termasuk keputusan-keputuan untuk tidak bertindak)
yang di buat oleh badan dan pejabat pemerintah.

2). Policy stakeholder, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang
mempunyai andil! Didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya
kelompok warga negara, perserikatan birokrasi partai politik,
pemerintah, pimpinan terpililh dan para analis kebijakan sering
menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan

kebijakan,
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3). Policy environment, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di
sekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem
kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa
dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak
terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem Kkebijakan/adalah produk
manusia yang subyektif yang diciptakan melalui jpilihan-pilihan yang
sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem_kebijakan adalah realitas
objektif yang dimanifestasikan daldm tiridakan-tindakan yang teramati
berikut konsekuensinya; para pelaku ’kebijakan merupakan produk dari
sistem kebijakan.

Selanjutnya penelitian’ tesis ini merupakan penelitian yang
berhubungan <dengan salah satu yang ditetapkan tahap analisis
kebijakan “publik {implementasi) yang berkenaan dengan program
pendidikan non formal pada Paud di Kabupaten Sintang. Pada dasarnya
kebijakan menurut Anderson dalam Winarno (1989: 3} adalah arah
tindakan yang mempunyai maksud oleh seorang aktor atau sejumlah
aktor dalam mengatasi  suatu masalah atau suatu perbuatan”.
Selanjunya membuat atau merumuskan suatu kebijakan, yaitu kebijakan
pemerintah tidaklah mudah , banyak faktor berpengaruh terhadap
proses pembentukannya sehinga akan mudah dan berhasil saat
diimplementasikan dalam proses ity, maka pembuat kebijakan harus

mencari dan menentukan indetitas permasalahan kebijakan. Ada pun
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yang di maksud dengan permasalahan menurut Andarson dalam
Winarno (1989: 56) dengan mengutip pendapat Davit G. Semith adalah:
“for policy pruposes, a poblum can be formally defind as codition
instuation that produces ncds in dissatatsjactions on the pople for the
pople for relieror redress is sought. This may be done those directiyn

affected or by others acting on their bhalf"

2. Pengertian Implementasi

Webster (Wahab, 1997,/ 64) pengertian implementasi
dirumuskan  secara  pendek, ~dimana “to  implementasi”
(mengimplementasikan)(betarti “ro provide means for carrying out
to give practical~effec to”(menyajikan alat bantu untuk
melaksanakan, , menimbuikan dampak/berakibat sesuatu).  Studi
kebijakan “~public mengatakan bahwa mekanisme penjabaran
keputusan~keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin
melalui  saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu
implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa
yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah
terlalu  salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan
merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses
kebijakan,

Pengeriian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah

sebagaimana yang diungkapkan oleh Jones (1991:120), dimana

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



415Q7%.pdf

implementasi diartikan sebagai "getting the job done" dan "doing it". Tetapi
di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan
mudah. Namun pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya
syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan
kemampuan organisasi atau yang sering disebut depgan resources,
Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses
penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat
mempertimbangkan apa yang harus'dilakukan. Implementasi menurut
Van Meter dan Vanhorn dalam buku The Policy Implemeniation Process: A
Conceptual Framework, / menjelaskan bahwa: “Implementasi adalah
tindakan-tindakan yang dilaktkan baik oleh individuindividu/pejabat-pejabat
atau kelompok<kelompok pemernntah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainyatujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
(Meter dan Vanhotn, 1975:447).

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu
keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus
mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan
dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan

agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai

merugikan masyarakat.
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Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Vanhomn
(1975:447) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi
keberhasilan svatu implementasi yang disebut dengan A Model of The
Policy Implementation, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

2. Sumber-sumber kebijakan

3. Karakteristik badan-badan pelaksana

4. Kondisi-kondisi ekonomi. sosial dan politik

5. Sikap para pelaksana

6. Komunikasi antar organisash, térkait dengan kegiatan-kegiatan

pelaksanaan.

Proses int merupakan, sc¢buah abstraksi atau performansi dar
suatu kebijakan yéang .pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja
implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan
berbagai‘vanabel.

Pérubahan  kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat
mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan
mempengaruhi cara pelaksanaan program, vanasi-variasi dalam situasi
politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan
dapat mengakibatkan perubahanperubahan dalam cara pelaksanaan
kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendin.

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal

tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



415Q%pdf

kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa
memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah
ditetapkan. Komunikasi memegang peranan penting bagi
berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Standar dan tujuan
kebijakan memilik: efek tidak langsung pada kinerja, apa pengaruh imi
terhadap variabel dependen ditengahi oleh variabel independen lain. Jelas
yang memberikan pelayanan publik akan dipemgaruhi‘oleh cara yang
standar dan tujuan komunikasi untuk- pelaksana dan sejauh mana
standars dan tujuan memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum.
Standar dan tujuan tidak langsGng berdampak pada disposisi pelaksana
melalui kegiatan komunikasi ini€rorganisasi.

“Hubungan antara_sumber daya dan lingkungan ekonomi, sosial, dan
politik dari yurisdiksi menerapkan (atau organisasi) menunjukkan bahwa
ketersediaan-sumber daya fiskal dan lainnya dapat menciptakan permintaan
oleh warga negara swasta dan terorganisir kelompok-kelompok
kepentingan-untuk partisipasi dalam dan implementasi berhasil dari
program” (Meter dan Vanhom, 1975:476). Prospek manfaat dani program
ini dapat menyebabkan kelompok dinyatakan diam untuk menekan
partisipasi maksimum. Berdasarkan sumber daya terbatas yang tersedia,
warga negara kepentingan pribadi dan terorganisir dapat memilih
untuk menentang kebijakan atas dasar bahwa manfaat dan

partisipasi sedikit dibandingkan dengan biaya potensial.
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Menurut Winamo (2005:128) “faktor-faktor yang mendorong ketidak
jelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena
kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan
kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang
baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban
kebiyjakan™.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor'yang terlibat mulai
dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkai bawah. Komunikasi yang
efektif menuntut proses pengorganisasian kormurikasi yang jelas ke semua tahap
tadi. Jika lerdapat pertentangan dan pelaksana, maka kebijakan tersebut akan
diabaikan dan terdistorsi. Untuk §tu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: “semakin
banyak lapisan atau aktor‘pelaksaha yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
semakin besar kemufigkinafvhambatan dan distorst yang dihadapi”.

Mengelold komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan
saluran-Saluran” komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan
saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi
probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk
mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar
kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan
pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut
adalah dengan membuat prosedur meialui permyataan yang jelas mengenai

persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multt intrepetast,
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melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara
terinci.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan
kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan

mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik.

3. Sumber Daya

Sumber daya adalah masukansmaSukan keuangan, fisik, manusia,
teknologi dan penerapan dary” suatu institusi. Keputusan tentang awal
program adalah kritis, kdrena membantu menetapkan jenis sumberdaya
apa yang dikumpglkan® dalam bentuk staf, fasilitas, peralatan dan
informasi. Sebaliknya, yang akan mengadakan perlawanan terhadap
pergeseran~yang cepat dalam proses karenma sumber dayanya tersebut
harya\dapat diarahkan ke kegiatan operasi yang baru secara sebagian dan
berangsur-angsur. Pengembangan orogram harus konsisten dengan sumber
daya yang tersedia pada setiap saat, atau tidak akan mampu menyediakan
jasa. Pada saat yang sama penyampaian yang etektif dari jasa yang
membantu organisasi untuk memperoleh dukungan dalam lingkungan dan
untuk menuntut dan mengarahkan sumberdaya tambahan selanjutnya,
menyediakan apa yang diperlukan bagi jasa yang lebih baik yang lebih

diperluas di masa depan.
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Besamya dan mutu sumberdaya yang tersedia bagi institusi adalah
determinan yang penting dan efektifnya svatu organisasi. Sumberdaya
dapat dipandang sebagai masukan vang oleh organisasi diubanh menjadi
produk atau jasa atau yang digunakan untuk menambah kemampuan
sendiri. Asumberdaya dapat diklasifikasikan sebagai wewenang legal dan
politik, kepegawaian, dana, peralatan, fasilitas dan informas:

Persoalan yang dihadapi implementas) «suatu’ kebyjakan adalah
pengerahan yaitu untuk menarik sumberdaya’ Ke institusi dan untuk
memperlancar program tindakan iny vang/konsisten dengan kemampuan
sumberdaya pada setiap saat. Program tindakan hendaknya menghasilkan
manfaat dan kepuasan bapi pérorangan dan kelompok dalam masyarakat
dalam mempertaharikan, dan menaikkan pencapaian yang terus menerus

oleh organisasi ke‘sumberdaya.

4. Kobsep Pendidikan Non Formal

Kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang
diakibatkan oleh lingkungan maupun dalam diri manusia, sering memaksa
manusia untuk mencarl cara yang memungkinkan mereka untuk keluar
dari kesulitan yang dialaminya. Masih banyaknya warga yang tidak
mengikuti sekolah pada usia dini ataupun melanjutkan pendidikan ke taraf
jenjang yang lebih tinggi dikarenakan banyak hal. Upaya-upaya untuk
membantu mereka dalam mewujudkan potenst yang dimilikinya agar

dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa adalah pendidikan non
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formal, namun anggaran yang berkaitan dengan pendidikan mereka masih
terbatas, sehingga berbagai upaya untuk dapat terus mendorong
keterlibatan masyarakat dalam membangun pendidikan terus dilakukan
oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran akan
pentingnya pendidikan dan mendorong masyarakat untuk terus
berpartisipasi aktif di dalamnya.

Menurut Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dalam
Buletin PAUD Vol.8 No.l (2009:1) pendidikan’ nonformal didefinisikan
sebagai jalur pendidikan di luar “pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur’dan berjenjang yang melipuli pendidikan
kecakapan hidup, pendidikad anak usia dini, pendidikan kepemudaan,
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan
keter.ampilan dan‘pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan
lain yang-difujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Perididikann nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan
nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan
layanan pendidikan vang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atan
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan
sepanjang hayat. Menurvt Fidesrinur dalam Buletin PAUD Vol.]l No.2
(2009 : 18) perbedaan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal
adalah dalam struktur kegiatan yang dilakukan. Pendidikan formal dan

pnonformal dilakukan secara terencana dan bertujuan dan diukur melalui
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evaluasi pada settap pembelajaran. Sementara itu pendidikan informal
terjadi secara alamiah bersamaan dengan kegiatan sehari — hari sehingga
pihak — pihak yang berinteraksi yang telah melakukan pendidikan atau
yang menerima pendidikan tidak merasakan sebagaimana pendidikaa
formal di sekolah atau nonformal yang dilaksanakan.

Bertitik tolak dari permasalahan yang dihadapi,\ péndidikan non
formal berusaha mencari jawaban dengan menelusuri poia-pola pendidikan
yang ada. Pendidikan nonformal berfunigsi\mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan opada /penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional seria” pengembangan sikap dan keprbadian
profesional. Pendidikan ngnfofmal meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan anak (usia“ dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaap” “perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan
keterampilan\dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan
lairvang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan nonformal perlu menjadikan masyarakal sebagai sumber
atau rujukan dalam penyelenggaaraan program pendidikannya. Pendidikan
nonformal agar dapat dicintai, dan dicari masyarakat, maka mereka harus
berani menim apa yang baik dari apa yang tumbuh di masyarakat dan
kemudian diperkaya dengan sentuhan-sentuban yang sistematis dengan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan lingkungan
masyarakatnya. Strategi itulah yang perlu terus dikembangkan dan

dilaksanakan oleh pendidikan non formal dalam membantu menyediakan
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pendidikan bagt masyarakat yang karena berbagai hal tidak terlayani oleh

jalur formal/sekolah. Fidesrinur dalam Buletin PAUD Vol.1 No.2 (2009 :

23) mengungkapkan bahwa pendidikan anak usia dini tidak mungkin

dikelola sepenuhnya oleh pemerintah oleh sebab itu perlu melibatkan

keluarga yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat dan yang
bersentuhan langsung dengan PAUD dengan cara sebagai berikut :

1. Keluarga dari sudut pandang agama khususnya“lslam berimplikasi
pada pendidikan anak sebagai tanggungjawab dunia dan akhirat.

2. Pemberdayaan keluarga harus mermperhatikan nilai — miai agama,
ekonomi, sosial budaya, letak geografis, dan politik agar pembaruan
dalam pendidikan kegluarga‘berjalan selaras, serasi dan seimbang
dengan kebutuhdn masyarakat.

3. Strukturisasi “pendidikan keluarga perlu dilakukan agar aktivitas
pendidikan Keluarga bertujuan dan terarah dan selalu berinovasi sesuai
tuntutan zaman.

4. Komunikasi orang tua dan sekolah memegang peranan penting dalam
menanamkan konsistensi nilai yang diperoieh di sekolah dengan nilai—
nilai vang diamalkan dalam keluarga sangat berguna dalam
pembentukan karakter anak.

5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pada

Bab [ tentang ketentuan umum, pasal [ ayat (14) menyebutkan bahwa

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak
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lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembenan
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan lembaga kedua yang cukup
urgen bagi perkembangan anak setelah keluarga (Syaodih dalam Saroh,
2009 : 3).

Tujuan PAUD adalah untuk membantu anak,meletakkan dasar ke arah
pengembangan sikap, pengetahuan, keterdmpilan dan daya cipta yang
diperlukan anak dalam menvesuaikan{di1” dengan lingkungannya dan
untuk pertumbuhan serla perkéembangan seclanjutnya (PP No. 27/1990
pasal 3). Menu genenkdalam Saroh (2009 : 3) menjelaskan tentang
standar kompetensi(ditegaskan bahwa tujuan PAUD adatah membantu
anak didik mengeémbangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang
meliputi«iieral dan nilai — nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa,
fisik/motoiik, kemandirian dan semi untuk siap memasuki pendidikan
dasar. Menurut Sudjarwo dalam Buletin PAUD Vol.8 No.l (2009 : 6)
PAUD bertujuan untuk menanamkan pondasi kecerdasan dan kebugaran
secara tepat dan mapan.

Ja’far dalam Buletin PAUD Vol.8 No.2 (2009 : 51) menyatakan ada
beberapa hal pokok yang harus diperhatikan berkaitan dengan Pendidikan
Anak Usia Dim1 (PAUD) yaitu :

1. PAUD dapat ditempuh dalam 3 (tiga) fase, yaitu; {ase keluarga, fase

dalam masyarakat dan fase melalui lembaga pendidikan.
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2. PAUD bukan proses belajar mengajar, tetapi upaya pembinaan yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan.

3. Rangsangan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan Bermain
Sambil Belajar, bukan melalui aktivitas belajar mengajar.

4. PAUD tidak mengisi otak akan tetapi memperkokoh otak melalui
stimulasi kecerdasan jamak.

5. Kegiatan Bermain Sambil Belajar merupaken ‘bingkai layanan
kecerdasan jamak yang difokuskan pada“3/jenis main, yaitu Main
Sensori Motor, Main Peran dan Maid Pembangunan.

6. Kegiatan Bermain Sambil Belajar yang benar bagi anak PAUD lebih
dominan dilakukan mielaloi proses Olah Hati, Olah Rasa dan Olah
Raga, seraya meletakkan konsep dasar Olah Pikir.

7. Bermain Sambil Belajar hendaklah banyak diwarnai dengan gerak dan
lagu, “~bertutur, dan berdongeng (untuk merangsang berbagai
kecerdasan anak).

Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal

28 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum

jenjang pendidikan dasar, dengan tiga jalur pendidikan, vaitu :

1. Jalur pendidikan formal bentuknya Taman Kanak — Kanak (TK),

Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat,
2. Jalur nonformal bentuknya Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan

Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat,
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3. Sedang jalur informal bentuknya pendidikan keluarga atau pendidikan
yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa TK masuk dalam
sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan titik berat
pembelajaran moral, nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, yang
semua nilai — nilai tersebut harus ditanamkan dengan metod¢-pembiasaan.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional*Nomor 58 tentang
Standar Pendidikan Usia Dini bagian" pendahuluan menjelaskan
penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan Tormal berbentuk Taman Kanak—
Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang
menggunakan program untuk’ anak usia 4 — < 6 tahun. Sedangkan
penyelenggaraan PAUR “jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman
Penitipan Anak’ (FPA)dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan
program intuk anak usia 0 — < 2 tahun, 2 — < 4 tahun, 4 — < 6 tahun, dan
Program Pengasuhan untuk anak usia 0 — < 6 tahun; Kelompok Bermain
(KB)dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak
usia 0 — < 4 tahun dan 4 — <6 tahun.

Pedoman Umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
menyatakan bahwa Kelompok Bermain (KB) adalah bentuk pelayanan
sosial yang memberikan stimulasi perkembangan terutarna kemampuan
sosialisasi dan komunikasi, guna memacu daya asertif anak. KB
merupakan lembaga pelayanan pengasuhan dan perlindungan anak
pengganti sosialisasi fungsi orang tua yang sifatnya sementara, Karena
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fungsi sosialisasi yang pertama dan utama adalah pada orang tua. Taman
Penitipan Anak (TPA) adalah lembaga pelayanan pengasuhan dan
perlindungan anak pengganti sementara yang mengambil tanggung jawab
secara luas terhadap pengasuhan dan perlindungan anak usia dini
sementara ibu atau keluarganya tidak dapat melakukan fungsi tersebut
pada saat itu. Taman Kanak — Kanak (1K) adalah salah satibentuk satuan
pendidikan anak wusia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagianak/usia 4 (empat) sampai 6
(enam) tahun (Jalal dalam Buletin PAEIYVal8 No.2, 2009 : 4),

Menurut Ekowarni dalam Bdietin PAUD Vol.8 No.1 (2009 : 1) ada 4
(empat) Standar Penyelenggaraan” Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yaitu :

1. Menentukan kiteria minimal tentang sistem layanan PAUD.

2. Pedoman pengelola PAUD dalam menyelenggarakan layanan.

[P¥]

Acuan-bagi berbagai perihal dalam pengembangan, pembinaan, dan

pelaksanaan PAUD.

4., Membantu masyarakat menyelaraskan persepsi atau pandangan
mengenai PAUD serta dalam melakukan penilaian terhadap mutu
layanan pendidikan.

Selanjutnya Ekowarni menjelaskan susunan standar PAUD terdiri
dari: Standar tingkat pencapaian perkembangan, Standar pendidik dan
tenaga kependidikan, Standar program, dan Standar layanan. Standar
tingkat pencapaian merupakan deskripst tentang perkembangan yang
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berhasil dicapai anak pada suatu tahap tertentu berdasarkan usia anak.
Standar pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari Guru PAUD, Tutor
PAUD, serta Pengasuh PAUD. Standar program PAUD meliputi isi,
kegiatan, proses, dan penilaian. Standar layanan terdiri dari sarana,
prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan, Sarana pendidikan meliputi
Alat Permainan Edukatif (APLE) di luar ruangan, Alat Permainan Edukatif
(APE) di dalam ruangan, perlengkapan musik,dan, seni, perlengkapan
olahraga, poster, buku dan alat tulis, serta aldyelektrontk.

Sejalan dengan pendapat tersebutyElkowati dalam Buletin PAUD
Vol.8 No.2 (2009 : 31) menegaskan bahwa Standar Nasional PAUD
memuat Standar Pendidik dan ‘Tenaga Kependidikan PAUD. Dalam
standar dijabarkan jepis ‘tenaga dan kualitikasi tenaga pendidik yang
disebut tutor /PAUD dan pengasuh PAUD, dan kualifikasi tenaga
kependidikan\PAUD yang disebut pengelola. Standar Nasional PAUD
jugéd, memuat Standar Program PAUD yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan/ proses, dan penilaian yang holistik/menyeluruh, meliputi
aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan,
dilaksanakan secara terintegrasy/ terpadu sesuai dengan kebutuhan anak.
Keterpaduan tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, budaya,
keluarga, dan masyarakat, yang dalam penerapannya menjadi tanggung-
jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Perencanaan dalam standar program meliputi kegiatan merencanakan
tujuan, isi, jumlah anak didik, pendidik, tenaga kependidikan, metode
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pelaksanaan, penilaian, dan Alat Permainan Edukauf (APE).
Pelaksanaan/proses menjabarkan tentang penerapan metode, pengelolaan
kegiatan, dan keterlibatan orang tua dalam proses kegiatan. Proses
kegiatan pengasuhan dan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,
mspiratif, vanatif, kreatif, menyenangkan, menyehatkan, dan memotivasi
anak untuk berpartisipasi aktif.

Penilaian memuat metode, teknik pelaksanaan dan pemanfaatan hasil
penilaian. Penilaian dilaksanakan melalui”pengamatan dan pencatatan
terhadap perkembangan anak selama daldm/pengasuhan dan pendidikan di
tempat pelayanan PAUD secara berkesinambungan. Untuk mendukung
terselenggaranya layanan PAUD yang berkualitas, dibuhihkan sarana dan
prasarana yang memadar® sesuai dengan kemampuan Satuan Lembaga
PAUD yang bersangkutan. Dalam Standar Nasional PAUD dijabarkan
Standar ‘bayanan yang mencakup komponen sarana, prasarana,
pengelolaan dan pembiayaan. Sarana berupa segala fasilitas yang
dibutuhkan untuk menunjang proses pengasuhan dan pendidikan melalui
bermain yang menyenangkan. Komponen sarana meliputi perabotan,
peralatan pendidikan, media pendidikan, kesehatan serta bahan-bahan
habis pakai. Prasarana merupakan tempat pelaksanaan pengasuhan dan
pendidikan yang dapat berlangsung di dalam ataupun di luar ruangan.
Komponen prasarana meliputi bangunan dan halaman.

Pengelolaan mencakup kegiatan manajemen Satuan Lembaga PAUD

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk
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mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengasuhan dan
pendidikan. Pembiayaan meliputi pengelolaan sumber dana dan
pemanfaatannya untuk menjamin kelangsungan dan konsistensi
penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan, yang meliputi biaya
investasi, personal, dan operasional. Komponen sarana prasarana,
pengelolaan, dan pembiayaan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan
pengasuhan dan pendidikan yang berkualitas, aman,\nyaman, sehat, dan
menyenangkan, disesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan

kelompok usia.

6. Beyond Centers and Circle Time (BCCT)

Salah satu program pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga
PAUD saat ini addlah program Beyond Centers and Circle Time (BCCT).
Beyond Centery, and Circle Time (BCCT) yailu konsep belajar dimana
guru-giirinmenghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa
membuat’ hubungan antara pengetahuan yang dimiliki  dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sehar-hari. Siswa memperoleh
pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit dem
sedikit, dan dari proses mencoba sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan
masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakal sekarang dan
kelak. Pendekatan BCCT proses pembelajaran diharapkan berlangsung
alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer
pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan

) daripada hasil. Siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya,
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dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Siswa
memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk
hidupnya nanti, dalam hal ini diperlukan guru sebagai pengarah dan
pembimbing atau inspirator. Landasan filosofi adalah BCCT adalah
kontruktivisme, yakni filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar
tidak sekedar mnenghafal. Siswa harus mengkonstruksikanpengetahuan
dibenak mereka sendiri, bahwa pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan
menjadi fakta-fakta yang terpisah namun meficemmiikan ketrampilan yang
dapat diterapkan.

Berdasarkan penelitian Martono dan Tri Hartiti Retnowat: (2009:4)
Anak akan dapat belajar dengan baik jika anak merasa aman dan senang
dalam situasi belajaf. .L/ntuk mewujudkan itu anak harus terpenuhi
kebutuhan fisiknya seperti makan dan minum yang cukup dan secara
psikologis “aman“dan senang dalam melakukan aktivitas. Jika proses
pembelataran anak tidak dalam kondist yang menyenangkan niscaya akan
sulit untuk mengembangkan potesi anak secara wajar, baik, dan maksimal.
Tugas pembelajaran keterampilan adalah uniuk mengembangkan potensi
anak melalui bermain dengan keterampilan.

Konsep belajar yang dipakai dalam metode BCCT difokuskan agar
guru sebagai pendidik menghadirkan dunia nyata di dalam kelas dan
mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan,
pengalaman, dan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-har.

Sehingga otak anak dirangsang untuk terus berfikir secara aktif dalam
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menggali pengalamannya sendin bukan sekedar mencontoh dan menghafal
saja. Dalam pendekatan BCCT proses pembelajaran diharapkan mampu
berjalan sccara alamiah dalam bentuk kegiatan yang ditujukan agar anak
belajar dengan mengalami bukan hanya sekedar mengetahui ilmu yang
ditransfer oleh guru. Metode ini juga memandang bermain sebagai media
vang tepat dan satu-satunya media pembelajaran anak karéna disamping
menyenangkan, bermain dalam setting pendidikan dapat’ menjadi media
untuk berfikir aktif dan kreatif.

Menurut Immanuel Setiawan A(2009:2) bahwa kegiatan bermain
memungkinkan tersalurnya dorOngan-dorongan instingtual anak yang
sangat meringankan anak dari berbagai beban mental. Kegiatan bermain
merupakan sarana yang“aman yang dapat digunakan anak untuk
mengulangulang pélaksanaan dorongan -- dorongan untuk berpenlaku
tertentu, se€hinpgga anak akan terbantu uniuk mengendalikan dorongan -
dorongan iy, dan juga reaksi-reaksi mental yang mendasarinya. Kegiatan
bermain memungkinkan berlangsungnya proses pelepasan dan
terpenuhinya keinginan-keinginan tertentu. Fantasi dan kesempatan anak
untuk lepas dari kenyataan, terutama anak usia dini, memudahkan ber-
tumbuhnya ego anak. Dalam alam fantasi yang “encer” (bila dibandingkan

)

alam nyata), ego anak dapat “berdamai” sekaligus dengan dorongan —
dorongan identitas dan tuntutan-tuntutan super ego, sehingga anak dapat
kesempatan ber”eksperimen” dengan penyelesaian-penyelesaian baru

untuk berbagai konflik.
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Cini khusus yang dimiliki BCCT adalah empat pijakan, yaitu :
pijakan lingkungan, pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain dan
pijakan setelah bermain. Pijakan-pijakan ini harus diikuti oleh guru guna
membentuk keteraturan antara bermain dan belajar. Dalam pijakan
lingkungan, guru menata lingkungan yang sesual dengan kapasitas dan
keragaman jenis permainan anak. Pijakan sebelum bermain diltakukan guru
dengan meminta anak untuk duduk membentuk sebuali fingkaran sambil
bernyanyi, setelah berdo’a bersama guru meni€laskan kegiatan sentra
dengan alat peraga vang telah dipersiapkan:” Selanjutnya guru bersama
anak membuat aturan bermain/yang disepakati bersama. Pijakan saat
bermain merupakan waktu/bagi guru untuk mencatat perkembangan dan
kemampuan anak serfa_meémbantu anak bila dibutuhkan. Perlu dipahami
bahwa didalamm” métode BCCT berlaku tiga jenis bermain. Pertama,
bermain sé€nsorimmotor atau fungsional yang memfungsikan panca indra
anak‘agar dapat berhubungan dengan lingkungan sckitar. Kegiatan yang
menggunakan gerakan otot kasar dan halus serta mengekspresikan seluruh
indra tubuh untuk mendapatkan rmasa dan fungsi  indra.
Anak usia dini belajar melalui panca indranya dan melalui hubungan fisik
dengan lingkungannya. Bermain sensorimotor penting untuk mempertebal
sambungan antar neuron. Kedua, bermain peran baitk mikro maupun makro
dimana anak diberi kesempatan menciptakan kejadian-kejadian dalam
kehidupan nyata dengan cara memerankannya secara simbolik.
Kemampuan untuk memisabkan pikiran dari kegiatan dan benda.
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Kemampuan menahan dorongan hati dan menyusun tindakan yang sendiri
dengan sengaja dan fleksibel. (Vygotsky). Melalui pengalaman main
pcran, anak diberi kesempatan untuk menciptakan kembali kejadian
kehidupan nyata dan memerankannya secara simbolik. Ketiga bermain
pembangunan. Sifat cair : penggunaan dan bentuk ditentukan oleh anak.
Terstruktur: Penggunaan dikontrol oleh bentuk dari bahafi~ Bahan sifat
cait/ bahan  pembangunan  bahan alam “\yang terstruktur,
air, pasir balok unit, cat jari balok berongga; lumpur balok berwarna.
Pijakan lingkungan mengelola awal lingkdngan main dengan bahan-bahan
yang cukup (tiga tempat main afituk setiap anak). Merencanakan untuk
intensitas dan densitas pengalanmian. Memiliki berbagai bahan yang
mendukung tiga jenis’main sensorimotor, pembangunan dan main peran.
Memiliki berbagail bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan.
Menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif.
Apabila, Ketiga jenis bermain terscbut dapat dilakukan oleh anak secara
optimal memungkinkan adanya ketuntasan belajar dan perkembangan anak
baik secara fisik, kognisi, emosi maupun sosial. Sehingga mercka dapat
dengan mudah memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pijakan yang
terakhir adalah pijakan setelah bermain dimana anak dapat menceritakan
pengalaman bermain mereka serta guru dapat menggali dan menanamkan

pengetahuan pada anak.
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14) bahwa “pelaksanaan

implementasi kebijakan pemerintah lebih terasa dan agak kurang bisa
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direalisasikan oleh para pengelola maupun pelaksana kegiatan PAUD
adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah R1 Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Pendidikan Nasional pada pasal 29 ayat (1) mengenai
syarat untuk seorang menjadi pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini
adatah : 1). Berkualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-1V) atau
Sarjana Sl; 2). Latar belakang pendidikan adalah PAUD, kependidikan
lain aau psikologi; 3).Bersertifikat profesi guru untuk, PAUD.

Menurut Jalal dalam Buletin PAUD~Veol4” No.2 (2009 : 26)
menyatakan kenyataan lapangan menurjukkan bahwa pada umumnya
tenaga kependidikan yang ada miemiliki latar belakang pendidikan yang
rendah (SLTA ke bawah) dantidak memiliki pengalaman sebagai tenaga
pendidik. Hal ini mengakibatkan mercka tidak profesional dalam
mengelola lembagad pendidikan atau mendidik anak. Mereka juga tidak
mengetahti.bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai
dengan, perkembangan anak. Kenyataan lain yang terjadi ialah
rekruitment calon tenaga pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pada
umumnya didasarkan atas kebutuhan sesaat atau mendesak, tanpa
memperhatikan kemampuan, keterampilan, keahlian dan latar belakang
pendidikan mereka. Padahal setiap tenaga kependidikan seperti pengelo]ar
lembaga seharusnya memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang
anak, mempunyai kemampuan memimpin, menguasai aspek-aspek
manajemen serta memiliki pengetahuan keterampilan yang lebih agar
dapat mengeiola lembaga dengan baik. Sedang seorang pamong
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belajar/Tutor seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan dalam
mendididik anak. Sedang tenaga pengasuh harus memiliki keterampilan
dalam bidang perawatan dan pengasuhan anak. Akar permasalahan yang
menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain: (1) sulit memperoleh
tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, terutama di desa-desa
yang jauh dari pusat kota; (2) hingga saat ini belum ada’suatu standar
yang baku untuk menetapkan persyaratan/ kualifikasi ‘bagi calon lenaga
kependidikan di Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; (3) program
pelatihan bagi lenaga kependidikan masily sangat terbatas/jarang, baik
yang dilakukan oleh Pemerintah maupun NGO. Padahal program
pelatihan sangat penting’ untuk” membekali mercka sebelum terjun
menjadi tenaga kependidikan di lembaga Kelompok Bermain dan
Penitipan Anak; (4) masih jarangnya lembaga perguruan tinggi yang
membuka~.program pendidikan prasckolah, khususnya program
Kelampok Bermain dan Penitipan Anak, baik program D1, D2, D3 dan
S1. Sedangkan lembaga-lembaga kursus yang ada masih sangat jarang
yang melaksanakan kursus untuk tenaga kependidikan pada pendidikan
prasekolah, dan (5) belum adanya pedoman yang baku yang dapat
dijadikan pegangan bagi tenaga kependidikan dalam melaksanakan
program pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan prasekolah.
Lutfiati (2008 : 3) dalam penelitiannya mendiskripsikan problematika
dalam penyelenggaraan program PAUD meliputi 4 tahapan yaitu tahap
perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap
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pengawasan program. Dalam penjelasannya pada tahap perencanaan
masalah yang terjadi adalah tidak adanya kriteria khusus dalam
penentuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya serta
perencanaan pembiayaan yang tidak memperhatikan biaya operasional
program. Sedangkan pada tahap pengawasan masalah yang terjadi adalah

tidak ada pengawasan dari Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.

C. Definisi Konsep dan Operasional
1. Kebijakan program pendidikan nomformal pada PAUD : standar
PAUD sebenarnya terdini dafi 4 standar, tetapi dalam penelitan ini
dibatasi 3 standar saja yaituy
a. Standar pendidik dan tenaga kerja kependidikan
b. Standar i8i,'prosés dan penilaian

¢. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan

)

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di iuar pendidikan
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat.

3. Pendidikan nonformal pada PAUD : adalah kelompok bermain (KB)

menggunakan program untuk anak usia 2 - <4 tahun dan 4 - < 6 tahun.
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4. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

5. Kebijakan publik adalah suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat. pemerintah.
Kebijakan Publik adalah salah satu produky pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. ‘K ebijakan ditetapkan agar
tugas pelayanan yang dibenkan lebih Aerarah, serta mempunyai aturan

dan tujuan yang jelas.
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan pendekatan studi kasus, metode ini merupakan tipe-penelitian yang
bermaksud untuk mengujt hipolesis tertentu, letapijhanya menggambarkan apa
adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena lertentu.
Pemilihan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status
suatu variabel atau tema, gejala atau’keadaan yang ada, yaitu gejala (fenomena)
menurut apa adanya pada sdatpenelitian dilakukan (Widodo & Mukhtar, 2000:

15).

B. Populasi Dan Sampel

Penelitiarinini-di laksanakan di lembaga pendidikan nonformal PAUD yang
berada“di, Kecamatan Sintang tahun pelajaran 2012/2013, yaitu PAUD Insan
Mulia yang berada di Jl. MT. Haryono, PAUD Taman Ceria yang berada di Jl.
Dharma Putra Komplek Citra Baning Permai Blok D. 13 dan PAUD Pelita Hati
yang berada di JI. MT. Haryono Komplek BTN. Ciptamandiri 1 C/28.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif dart hasil pengamatan
terhadap Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang tahun pelajaran

2012/2013.
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Sumber penelilian dalam penelitian adalah guru PAUD di Kecamalan Sinlang

tahun pelajaran 2012/2013.

C. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam peneiitian yaitu melalui
1. Pengamatan dan Observasi yang dilakukan dengan penganiatan langsung ke
lembaga PAUD yang diteliti pada waktu kegiatal belajar-mengajar di
lembaga PAUD tersebut dan digunakan sebagai metode utama, disamping

wawancara tak berstruktur, untuk pepgwiipulan data.

[

Wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (inferview
guide) dan wawancaaray Uidakterstruktur agar esensi interaksi dalam
wawancara lebih ~~berfungsi untuk mencari  pemahaman dibanding
menjeiaskan. Wawancara tidak terstruktur digunakan agar data yang didapat
melatut wawari¢ara lebih mendalam.

2 Doltgmen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan,
menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretast yang berhubungan

P ine Po147%
eristiwa terschut {Bungin; 2011 143

N Pencvodne Dnnrnnnnnlq n Dty
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1. Wawancara : wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Guru dan orang

tua siswa.

t

Pengamatan atau observasi ditakukan terhadap siswa Paud.

3. Dokumentasi didapat bisa dari dokumentasi (foto-foto), data-data siswa yang
didapat dari guru dan dokumen yang dapat digunakan sebagai pelengkap (data
sekunder).

Data lapangan dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskripsi tentang apa
yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subyek
penelitian seperti komentar dari peneliti téntaang fenomena vang dijumpai, yang
disusun pada setiap hari dan disimpan dalam tempat tersendiri, sehingga data

tidak tercampur dengan data yang fain

E. Metode Analisis Datg

Selamas, dadam’” proses kegiatan pengumpulan data, peneliti melakukan
pengorganisasian dan peringkasan daia, memuat kode (sandi) informasi data
pelaporan lapangan dengan memasukkan nama-naina yang diamati, tempat,

tanggal dan waktu data dicatat.

Kegiatan penyajian data disampaikan dalam bentuk narasi. sehingga pembaca
penelitian int dapat memahami ini penelitian dengan lebih jelas. Penyajian data
merupakan taahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang

harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis tindakan yang dianggap perlu.
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Kegialan verifikasi dan menarik kesimpulan berusaha mencari makna dari
komponen-komponen yang disajikaan dengan mencatat pola-pola, keteraturan,

penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposist dalam penelitian.

Adapun tahapan analisa data penelitian dilakukan dengan cara:

l. Mencalat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan,

wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan:

t

Menelaah kembali calatan hasil pengamatan, wéwaneara dan studi dokuinentasi

serta memisahkan data yang ppenting dengan” yaang tidk penting, hal ini

dilakukan agar tidak kliru dalam klasilikasi.

3. Mendiskripsikan data yang telsh.diklasifikasikan untuk kepentingan penelaahan
lebih lanjul dengaan memperhatikan fookus dan tujuan penelitian.

4. Membuat analisis akhir<yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan

penulisan.

Berdasarkan‘hasii analisis data selanjutnya dipaparkan berupa deskripsi.
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BABY
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil Temuan dan Pembahasan dengan Judul “Implementasi
Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Di K¢camatan Sintang
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses implementasi Pelayanan program pendidik anak usia dini (PAUD) di
Kecamatan Sintang belum berjalan secara Optitndl. Standar kualifikasi akademik
dan kompetensi guru PAUD belum semuanya S/ D IV belum meratanya lembaga
layanan PAUD, pengelofa lembaga'dan masyarakat masih belum bisa bersama-
sama melakukan pengontrolan-dan pengawasan, sarana dan prasarana untuk PAUD
dirasa masih sangat kurang, penganggaran yang di berikan Pemerintah Kabupaten
Sintang masih sangat kurang.

2. Faktor-faktor.yang mempengaruhi implementasi Pelayanan Program Pendidik anak
usia dini (PAUD) di Kecamatan Sintang adalah: Standar pendidikan dan tenaga
kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi dan
kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan di Kecamatan Sintang
masih sangat kurang, Program dan perencanaan PAUD di Kecamatan Sintang
sudah berjalan sesuai dengan permendiknas RI Nomor 58 tahun 2009, sarana dan
prasarana masih sangat kurang, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan

pelaksanaan pembangunan PAUD melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat
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B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas disarankan sebagai berikut :

. Proses Implementasi Pelayanan Program Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) di
Kecamatan Sintang, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai
berikut:Pendidikan guru PAUD,minimal SI/D IV banyak mengadakan pelatihan-
pelatihan untuk guru pendamping PAUD, memberikan/ fasilitas sarana dan
prasarana khususnya bagi PAUD yang kurang miampu, memberikan pengawasan

dan pengontrolan secara kontinyu.

2. Pemerintah, lembaga/ organisasi/ yayasan” dan masyarakat diharapkan terlibat
bersama dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan

terhadap pelaksanaan kebijakan program PAUD.

3. Pemerintah Daerah, Kabgpaten Sintang dapat mengalokasikan Dana APBD dalam
memperbaiki Sarana dan Fasilitas guna menunjang kegiatan program PAUD di

Kabupaten Sintang.

4. Komunikasi dan hubungan yang harmonis antar organisasi dan kegiatan —kegiatan
pelaksana harus berjalan dengan baik sehingga diharapkan mampu menciptakan
suatn kondisi yang kondusif dan sinergis dalam pelaksanaan Implementasi

Pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas disarankan sebagai berikut :

1. Proses Implementasi Pelayanan Program Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) di
Kecamatan Sintang, maka beberapa hal dapat diupayakan sebagai
berikut:Pendidikan guru PAUD,minimal SI/D [V banyak mengadakan peiatihan-
pelatihan untuk guru pendamping PAUD, membersikan/ fasilitas sarana dan
prasarana khususnya bagi PAUD yang kurang mamipu, memberikan pengawasan

dan pengontrolan secara kontinyu.

2. Pemerintah, lembaga/ organisasi/ yayasan” dan masyarakat diharapkan terlibat
bersama dalam kontrol/pengawasan, penilaian serta dalam pengambilan keputusan

terhadap pelaksanaan kebijakan program PAUD.

3. Pemerintah Daerah Kabapaten Sintang dapat mengalokasiken Dana APBD dalam
memperbaiki_Sarana dan Fasilitas guna menunjang kegiatan program PAUD di

Kabupaten Sintang.

4. Komunikasi dan hubungan yang harmonis antar organisasi dan kegiatan —kegiatan
pelaksana harus berjalan dengan baik sehingga diharapkan mampu menciptakan
suatu kondisi yang kondusif dan sinergis dalam pelaksanaan Impiementasi

Pelayanan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang,
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Lampiran |
Panduan Observasi di PAUD
PEDOMAN OBSERVASI
. IDENTITAS KELOMPOK BERMA IN
. Nama keiompok PAUD : Insan Mulia
2. Status : Yayasan
3. Akte Nomor/tanggal didirikan : Jainudin, S. H. SPM. No. 01/04 Meo 2010
4. Kecamatan : Sintang
5. Kota : Simang
6. Propinsi : Kalimantan Bacat
1. PENGELOLA

1. Bentuk Visi dan Misi

Visi : Membentuk insap”vang'tégak dalam imam, cerdas dalam ilmu dan mulia

dalam sikap.
Misi :

a.

e o

o

Menanarnkan, filai iman dan tagwa sejak dini melalui pembiasaan, pergaufan
danyriensyukuri citaannya.

Menjadikan anak didik cerdas, semangat dan terampil dalam belajar dan
bérmain.

Membiasakan anak didik lebih hormat kepada orang tua, guru dan sesama.
Menumbuhkan anak harmonis dalam aspek sekolah dan rumah tangga.
Membangun kebersamaan dengan nilai cinta kasih sayang dan keberagaman.
Mencetak anak-anak yang berilmu dan akhlak mulia menuju pendidikan
tinggi. Paud Insan Mulia mempunyai tujuan menanamkan nilai-nilai dasar
pengetahuan, mental dan keterampilan serta mengembangkan berbagai potensi
anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan.
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Tujuan PAUD

Menanamkan nilai-nilai dasar pengetahuan mental dan keterampilan scrta
megembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa
depannya dan dapat menyesuikan diri dengan lingkungannya.

Perencanaan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang PAUD

Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Formal.

Jangka panjang bisa mendirtkan pendidikan formal.

Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD

Sumber dana, daru orang tua murid dan yayasan serta‘ada-bantuan .

. Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara

Bangunan gedung sekolah, mobil dan motop:

Permainan anak ada 6 buah di halaman.

PESERTA DIDIK

Bagaimana perkembangan pesetta didik PAUD pada tahun-tahun sebelumnya

| TAHUN ! PESERTA DIDIK
| LAKILAKI PEREMPUAN | JUMLAH
o

‘ 2009 A
: I~

2010 7

10 17 N

2011 16 29 45

2012 ] 18 ‘ 40 58

2.

~

.

Latar belakang orang tua murid PAUD

a. PNS : 26.0orang
b. Pegawai BUMN : l.orang
c. Pegawai Swasta : 27 .orang
d. Wiraswasta ;- orang
e. Lainnya : 40rang

Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD
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Untuk dapat mendidik anak supaya mandiri, berakhlak, orang tua banyak bekerja
schingga anak ada yang mengurus.

Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 98 %

IV.  TENAGA PENDIDIKAN/KARYAWAN

P

bt

Jumlah tenaga pendidik 6 Orang

Jumlah tenaga non pendidik tidak ada

Fasilitas yang dapat diperoleh para guru?
a. Insentif

b. Honor

V. PROGRAM PEMBELAJARAN

LS

7.
8.
9.

Metode pendidikan apa yang diterapkan dirPAUD
Belajar sambil bermain. Didalam-dan diluar ruangan

PAUD mempunyai kunikufum/sebagai pedoman pembelajaran

. Kurikurum yang dipakai‘sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas Nomor 58

tahun 2009.

Menggunakansystem program pembelajaran di PAUD yaitu Klasikal dan Privat
Lama jangvrefektit pembelajaran di PAUD utuk usia 2-3 tahun 1,5 jam. Sedanhkan
untuled-6itakun 2.5 jam.

Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, kognitif,
motorik, sosial dan emosional.

Ada kegiatan untuk melatih pengembangan fisik

Ada kegiatan untuk melatih pengembangan bahasa

Ada kegiatan untuk melatih pengembangan sosial emosional

10. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan seni

11. Ada kegiatan untuk melatih pengembangan moral dan agama

12. Pembelajaran di PAUD menggunakan tema-tema khusus

Vi. MANAJEMEN PEMBELAJARAN

1.

Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran
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2. Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada awal tahun ajaran
baru

3. Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan ) bulan

4. Frekkuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH direncanakan 1 han

5. Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor 58 tahun
2009,

VII. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

{. Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Sabtu
Proses pembelajran berlangsung setiap pertemuan 25 jam
Jumlah guru yang mengajar dalam satu kelas™) gurt
Jumlah murid yang belajar dalam satu kélas 19-murid

Metode yang dipakai guru dalam melakukan pembelajaran klasik dan privat

R

Belum ada desain ruangan mendukiing proses pembelajaran

Vill. EVALUASI PEMBELAJARAN
[. Ada evaluasi setelah proses pembelajaran ?
Ada kegiatan gsnentfaranak didik ?

Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian ?

oo

Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan hasil
penildian’dan pencatatan itu kepada orangtua setiap akhir semester

5. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran

IX. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Jenis dan jumlah prasarana

| NO JENIS JUMLAH {
i | Kantor T
LZ Ruang belajar 4
3 | Meja guru 3 |
4 | Kursi guru B 3 ‘
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msiswa - I 30
6 | Kursi siswa L 30 o
7 | Papan tulis ‘ 3
8 VAlmai i 3
9 [Rakbuks 3 |
10 | Rak mainan - 2
i 11 i Rak tempat bekal A 3
i2 | Alat permainan 10
13 | Tempat bermain indoor 5
14 | Tempat bermain outdoor 3
15 | Ruang UKS I
" 16 | Ruang kelas N3 B
17 | Tikar/karpet T o 3
18 | Air 2 |
19 | Tempat cuci tangan 2
20 | Kamar mandi/Wc 2 o
21 | Listrik O T T T
22 | Tape recorder I ]
S S = 1L
2. Bagaimana sarana belajar dan alat permainan, baik untuk kegiatan di dalam
maupun di luar ruangan
| NO JENIS l JUMLAH ]
1 Alat permai—namf_ g |
2 | Buku gambar 30 N
[ 3 Buku mewamai 30
| 4 Buku cerita bcrgamTafr‘_ - 30 _%
5 Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok B 3,53
6 Maket, gambar atau poster i 9
7 | Bendera, tali, lilin, puzzle W 1,10,5.3
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g | Pensiﬁma, rayon, kertas. gunting 30.5.5
9 Ayunan, jungkitan l 42
| 10 | Bak pasir i
" 17 | Bamng-barang bekas 0
12 Batu-batuan, kayu i |
13 Sarana pendukung spt 0
14 Laporan perkembangan anak 58
15 | Kartu bermasalah 6
16 | Daftar hadir - 3
17 Papan tulis 3
18 | Peralatan kantor 1
3. Administrasi kesiswaan yang tersedia
| NO | JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI JUMLAH |
[ [Jumlah kelas (" 3 ]
2 | Identitas péserta didik 3
3 Buku keliadiran 3
4 Buku inventaris !L 10
5 Buku laporan perkembangan anak 58
6 Buku catatan harian |L 3 —
7 | Buku dafiar PAUD l 3
8 Buku pengamatan bahan suplemen 0
9 Buku pedoman tutor dalam pengamatan anak 3
10 | Buku laporan hasil pengamatan anak 58 j
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PEDOMAN OBSERVASI

[. IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN
L.

Ao

h

o

Nama kelompok PAUD : Taman Ceria
Status : Yayasan
Akte Nomor/tanggal didirikan ~ : 07, 07 Juli 2011

Kecamatan : Sintang
Kota : Sintang
Propinsi : Kalimanian Barat

II. PENGELOLA

1.

Bentuk Visi dan Misi

Visi : menanamkan akhlak ‘mdlia dan memberikan pola pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristikdnak usia dini.

Misi: membantu perkembangan potensi anak, memahami dan memperhatikan
pertumbuhan fisik,.mental, emosional dan spiritual yang baik pada diri anak
dengan pefhatiandan kasih saying yang tulus. Sedangkan tujuannya dari
Tujuan.PAUD

Tujuan Taman Ceria adalah mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak mulia
dan berbudi pekerti yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan prima
tentang budi pekerti untuk anak Indonesia secara profesional di dalam

memberikan standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

Perencanaan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang PAUD
Jangka pendek bisa mendinkan pendidikan Non Formal.

Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan formal.

Sumber dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD

Sumber dana, dari iuran orang tua murid, dana swadaya dan serta ada
bantuan pemerintah Provinst Kalimantan Barat

Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara
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4 ruangan belajar, 1 dapur, I kamar kecil, kantor, lruang bermain, APE
dalam dan APL luar.
111. PESERTA DIDIK
1. Perkembangan peserta didik PAUD pada tahun-tahun sebelumnya
TAHUN PESERTA DIDIK
| LAKI-LAKI m JUMLAH
2008 i
o R N
200 | n
2011 9 15 24
2012 22 31 53

2. Latar belakang orang tua murid. PAUD

a. PNS : 29orang

b. Pegawai BUMN\,: Ilorang

c. Pegawai Swasta” : |2orang

d. Wirdswasta : Zorang

e. Lainnya : lorang

i, “Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD
Ingin melatih sosialisai anak

g. Rata-rata kehadiran anak dalam sctiap bulan 90 %

1V. TENAGA PENDIDIKAN/KARYAWAN
I. Jumiah tenaga pendidik 5 Orang
2. Jumlah tenaga non pendidik 1 orang
3. Fasilitas yang dapat diperoleh para guru?
a. Insentif pusat
b. Gaji bulanan
c. THR
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V. PROGRAM PEMBEL AJARAN

L

I~

G

7.
8.
9.

Metodc pendidikan apa yang ditcrapkan di PAUD

Tanya jawab, penugasan dan unjuk kerja

PAUD mempunyat kurikurum sebagai pedoman pembelajaran
Kurikurum vang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas
Nomor 58 tahun 2009.

Menggunakan system program pembelajaran di PAUD yaitu Klasikal dan

Privat

. Lama jam efektif pembelajaran di PAUD utuk vsias2=3-tahun 1,5 jam.

Sedanhkan untuk 4-6 tahun 2,5 jam.

Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa, kognitif,
motorik, sosial dan emosional, agama

Ada kegiatan untuk melatih pengembapgan fisik

Ada kegiatan untuk melatih perigentbangan bahasa

Ada kegiatan untuk melatilypengembangan sosial emosional

10. Ada kegiatan untyk rhelatib pengembangan seni

1 1. Ada kegiatan pritukmelatih pengembangan moral dan agama

12. Pembelajarap dh PAUD menggunakan tema-tema khusus

VI. MANAJEMEN PEMBELAJARAN

1.

Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembeiajaran

2. Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada saat libur
3
4

Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan | bulan

. Frekkuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH direncanakan 1

hari
Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor 58
tahun 2009.
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VIl. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Jumat

)

Proses pembelajran beriangsung setiap pertemuan 3 jam
Jumliah gurt yang mengajar dalam satu kelas | guru
Jumlah murid yang belajar dalam satu kelas 10 murid

Metode yang dipakai guru dalam melakukan pembelajaran klasik dan privat

SN AW

Ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran

VI EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Ada evaluasi setelah proses pembelajaran

to

Ada kegiatan menilai anak didik

Ada pencatatan yang dilakukan Setélah melakukan penilaian

B

Setelah guru melakukasi periilaian dan pencatatan, guru juga melaporkan hasil
penilaian dan pencatatan ita kepada prangtua setiap akhir semester

5. Siswa aktif teplibat.dalam proses pembelajaran

6. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

4. Jenis dan’ jumlah prasarana

NO JENIS JUMLAH
| 1 |Kantor 1 o
2 Ruang belajar 4 )
3 | Meja guru 2 o
4 | Kurst gucu 2 ]
5 | Meja siswa 12
»7 6 | Kursi siswa 24
| 7 | Papan tulis + 4 4
8 | Almari 4 B
| 9 | Rak buku - 2 J
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Rak tempat bekal

Alat permainan

3 Tempat bermain indoor

—_———

[

14 | Tempat bermain outdoor

15 | Ruang UKS

16 | Ruang kelas

17 | Tikar/karpet
[
i8 | Air

19 | Tempat cuci tangan

20 | Kamar mandi/WC
21 | Listrik

L2

Tape recorder

5. Bagaimana sarana belajar dan alat permainan,

maupun di luar ruangan

baik untuk kegiatan di dalam

NO

ﬁ

TBuku gamba.r

JENIS

Alat permainan edukatf

JUMLAH -

60j

Buku mewamai

60 VJ

Buku cerita bergambar

12

3.6.4

| Maket, gambar atau poster

Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok ‘

Bendera, tah, lilin, puzzle

Pensil wama, rayon, kertas, gunting

Ayunan, jungkitan

Bak pasir

12

Barang-barang bekas

| Batu-batuan, kayu
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f i3 (Sarana pendukung spt i -
r 14 [ {.aporan perkembangan anak Tiap anak (

15 ] Kartu bermasalah - l

16 Daflar hadir 4 }

17 ) Papan tulis 4 |

18 Peralatan kantor - 1 ‘
6. Administrasi kesiswaan yang tersedia
| NO JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRAS! JUMLAH

1| Jumlah kelas B 4
[Tﬁ Identitas peserta didik 3

3 Buku kehadiran 1

4 ""Ltiijiﬁ ventaris | e T T T
I75—| Buku laporan perkémbangan anak j_ 20 |
6 | Buku catatan Kapan T
7 | Buku daftdc PAUD ]

8 | Buku perzatiatan bahan suplemen R l
%mmﬁx—lm‘
L 10 IEJ'(U laporan hasil pengamatan anak 20 -
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Lampiran 3
PEDOMAN OBSERVASI

I. IDENTITAS KELOMPOK BERMAIN

1. Nama kelompok PAUD : Pelita Hati

2. Status : Yayasan

3. Akte Nomor/tanggal didirikan : 04/2-2-2012

4. Kecamatan : Sintang

5. Kota : Sintang

6. Propinsi : Kalimaplan Barat

I. PENGELOLA
I. Bentuk Visi dan Misi
Visi : Menjadikan dunia anakJébibindah dan bermakna.
Misi:
a. Melaksanakan.pembeldjaran yang berpusat pada anak.
b. Memberikan kegiatan pembelajaran yang berorientasi berkembangnya
potensi anak.
¢. Melaksanakan bimbingan dan pengasuhan anak secara optimal.
d.._Melaksanakan  kerjasama dengan  pihak-pihak  (erkait  untuk
nengembangkan potensi anak.
2. Tujtan PAUD

Sebagai pedoman untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak

(%)

Perencanaan pendidikan jangka pendek dan jangka panjang PAUD

Jangka pendek bisa mendirikan pendidikan Non Formal.

Jangka panjang bisa mendirikan pendidikan formal.

4. Sumber dana untzk meningkatkan kualitas pendidikan PAUD
Sumber dana, dari orang tua murid tiap bulannya

5. Bentuk fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara

Bangunan gedung sekolah, tempat bermain

Permainap anak ada 8 buah di halaman.
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|. Bagaimana perkembangan peserta didik PAUD pada tahun-tahun

sebelumnya
WAHUN - ~ PESERTA DIDIK
LAKI-LAKI PEREMPUAN [ JUMLAH
Fz S . N\ 4
2011 [ NI P B ¢ N 30
r j 16 4 13 | 29

2. Latar belakang orang tuzmurid PAUD

a. PNS 4. orang
b. Pegawai BUMN : - .orang

¢. Pegawai Swasta - ‘arang

d. Wiraswasta : 8 orang
e. Lainnya : 17 Orang

3, “Facktor pendorong orangtua memasukkan anaknya ke PAUD

Untuk dapat mendidik anak supaya mandiri, berakhlak, dan dapat

bersosialisai

4. Rata-rata kehadiran anak dalam setiap bulan 94 %

1V. TENAGA PENDIDIKAN/KARYAWAN
I. Jumlah tenaga pendidik 3 Orang
2. Jumlah tenaga non pendidik 2 orang

3. Fasilitas yang dapat diperoleh para guru?

a. Insentif

b. Honor
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V. PROGRAM PEMBELAJARAN

1.
2.
3.

7.
8.
9,

Metode pendidikan apa yang diterapkan di PAUD indor dam autdor
PAUD mempunyai kurtkurum sebagai pedoman pembelajaran
Kurikurum yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran Permendiknas
Nomor 58 tahun 2009.

Menggunakan system program pembelajaran di PAUB.yaitu Klasikal dan
Privat

Lama jam efektif pembelajaran di PAUD-2,5 jami

Aspek-aspek perkembangan yang dikembangkan di PAUD Bahasa,
kognitif, motorik, sosial dan emdsional,

Ada kegiatan untuk melatih penigembangan fisik

Ada kegiatan untuk melatili perigembangan bahasa

Ada kegiatan untuk’melatih’ pengembangan sosial emosional

10. Ada kegiatan uatuk melatih pengembangan seni

11. Ada kegiatan untok melatih pengembangan moral dan agama

12. Pembeiajarandi PAUD menggunakan tema-tema khusus

V1. MANAYJEMEN PEMBELAJARAN

N

2

Dalam kegiatan pembelajaran membuat rencana pembelajaran

. Waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan pada awal tahun

ajaran baru
Lama waktu yang digunakan untuk melakukan perencanaan 1 bulan
Frekkuensi melakukan perencanaan dengan melakukan RKH

direncanakan 1 hari dibuat 20 menit

. Pedoman khusus yang dipakai dalam perencanaan Permendiknas Nomor

58 tahun 2009.

VI. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1.

Guru melakukan pembelajaran Senin sampai Sabtu
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N

Proses pembelajran berlangsung setiap pertemuan 2.5 jam

Jumlah guru yang mengajar dalam satu kelas 2 guru

oW

Jumlah murid yang belajar dalam satu kelas 12 - 17 murid

th

Metode yang dipakai guru dalam bermain sambil belajar

6. Belum ada desain ruangan mendukung proses pembelajaran

Vill. EVALUASI PEMBELAJARAN

|. Ada evaluasi setelah proses pembelajaran

o

Ada kegiatan menilat anak didik

Ada pencatatan yang dilakukan setelah melakukan penilaian

B

Setelah guru melakukan penilaian dan pencatatan. guru juga melaporkan
hasi! penilaian dan pencatatan itd képada orangtua setiap akhir semester

5. Siswa aktif terlibat dalam proses\pembelajaran

IX. KETERSEDIAAN SARANA'DAN PRASARANA

1. Jenis dan jumldh pragarana

NO JENIS JUMLAH ]
3 | Muja gura 2
4 | Kursi guru 2
5 | Meja siswa 8
|6 | Kursisiswa 24
7 | Papan tulis 1
8 | Almar -
9 ' Rak buku 2
10 | Rak mainan 1
11 )T{ak tempat bekal -
L 12 W’ Alat permainan 7
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13 | Tempat bermain indoor T 4
14 | Tempat bermain outdoor 4
15 ! Ruang UKS -
16 | Ruangkelas | 2
17 | Tikar/karpet ) l
18 | Air ’ o
19 Tempat cuci tangan ;T - |
20 | Kamar mandi/WC 1
21 [Listik - I
22 | Tape recorder 1

2. Bagaimana sarana belajar dan alal'\periainan, baik untuk kegiatan di dalam

maupun di luar ruangan

| NO JENIS JUMLAH
| ] Alat perrnainati cdokaif ] 4
" 2 Buk@;bar 30 _
l 3 Buku mewamai 30
] S -
P4 Buku cerita bergambar 30
5. | Alat peraga : Buah-buahan, binatang, balok | 5 ]
6 Maket, gambar atau poster 4 ]
7 LBendera, tali, lilin, puzzle 15,105 7
8 1 Pensil warna, rrayon, kertas, gunting 3,22
9 TAyunan,jungkitan !
10 | Bak pasir -
11 Barang-barang bekas - |
12 Batu-batuan, kayu -
13 Sarana pendukung spt -
14 Laporan perkembangan anak 1 o
15 Kartu bermasalah L -
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i’ 16 | Daftar hadir

L

2

17 Papan tulis

18 Peralatan kantor

i
R

3. Administrasi kesiswaan yang tersedia

NO | JENIS PERLENGKAPAN ADMINISTRASI JUMLAH

1| Jumlah kelas T 2
2 identitas peserta didik 29 (

3 Buku kehadiran ) 2

4 Buku inventaris i

5 Buku laporan perkembangan anak T 1
S R ——

6 Buku catatan karian 1

_

7 Buku daftar PAUD 1

8 Buku pengamatan bahan suplémen -

9 Buku pedoman tuter dalam pengamatan anak -
II—O_Buku laporan-hasil pengamatan anak - ]
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No Kegiatan

Ya J TidakF‘

i Kegiatan awal
1. Menyambut kedatangan anak X
2. Main bersama/ pembukaan X
| 3. Transisi X
[
2 Pijakan sebelum bermain
1. Menyiapkan bahan dan alat X
2. Penataan bahan daniaiat X
3 Kegiatan Inti
1. Pijakan pengalarian sebelum main
Mengatur posisi duduk X
Membetisalam X
Absensi X
Berdoa X
Tema X
Bercerita’ X
Pengalaman X
Pengenalan aturan main X
2. Pijakan pengalaman saat anak bermain
Mengamati anak X
B Member contoh kepada anak yangbelum bisa o X
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Member pertanyaan terbuka

Membantu anak

Membantu anak dengan mencoba dengan cara lain
Memcatat perkembangan anak

Mengumpulkan hasil kerja anak

Memberikan informasi bahwa waktu bermain akan sclesai
Pijakan pengalaman setelah bermain

Memberikan informasi saat mengembalikan alat-lat bermain
Mengatur duduk mclingkar menggali pengalaman saat

bermain

T T e S

<X

]

4 Makna bersama
1.

r2

3. Berdoa sebelum makan

4,

S. Tata cara makan yang baik
6

Mencek apakah semua anak telah membawamakanan

Memberitahukan jenis makanan sehat/dan kdrang schat

Berbag) padateman yany lidak-menibawa makanan

5 Kegiatan penutup
1.

o S

l 5.

. Membersihkan makanan '

Bernyanyi bersam@a dalam lingkaran

Memberikan pesan pada anak untuk dikerjakan dirumah
Metericanakan kegiatan berikutnya

Berdod, dipimpin oleh salah satu siswa

Metode saat anak tidak berebut pulang |

I A o

R T S

[,

L -

T Lain-lain -

Kelengkapan sarana pendukung pada masing-masing sentra

Sintang ., 12 Desember 2012

Observer

( Marisa, S. Pd. )
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No Kegiatan

Tidak

i Kegiatan awal
1. Menyambut kedatangan anak
2. Main bersama/ pembukaan

3. Transisi

2 Pijakan sebelum bermain
1. Menyiapkan bahan dan alat

2. Penaiaan bahan dan alai

3 Kegiatan Inti
1. Pijakan pengalaman sebelum main
Mengatur posisi dudik
Memberi galam
Absensi
Berdoa
Tema
Bercerita’
Pengalaman
Pengenalan aturan main
2. Pijakan pengalaman saat anak bermain
Mengamati anak
Member contoh kepada anak yangbelum bisa
Member pertanyaan terbuka

Membantu anak

Membantu anak dengan mencoba dengan cara lain

P S

EoR I A e

P G
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3.

Memcatat_perkemban gan anak
Mengumpulkan hasil kerja anak
Memberikan informasi bahwa waktu bermain akan
selesai

Pijakan pengalaman setelah bermatn

Memberikan informasi saat mengembalikan alat-1at
bermain

Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat

bermain

o

VI VO

6.

4 Makna bersama
i.

Mencek apakah semua anak telah membawa smniakanan
Memberitahukan jenis makanan sehat.dan’Kurang sehat
Berdoa sebefum makan

Berbagi padateman yang tidak-membawa makanan
Tata cara makan yang baik

Membersthkan makanan

b A S

5 Kegiatan penutup

1. Bemyanyybersama dalam lingkaran

2. Menibetikdn pesan pada anak untuk dikerjakan
dirumah

3. Merencanakan kegiatan bertkntnya

4/ Berdoa, dipimpin oleh salah satu siswa

5. Metode saat anak tidak berebut pulang

P A A

6 Lain-jain

Kelengkapan sarana pendukung pada masing-masing sentra

Sintang , 12 Desember 2012

Observer

( Marisa, S. Pd. T)
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No Kegiatan

Ya

Tidak |

| | Kegiatan awal
l. Menyambut kedatangan anak
2. Main bersama/ pembukaan

3. Transisi

P

t2 Pijakan sebelum bermain
1. Menyiapkan bahan dan alat

2. Penataan bahan dan alat

3 Kegiatan Inti
1. Pijakan pengalaman sebelum main
Mengatur posisi duduk
Memberi salam
Absensi
Berdoa
Tema
Bercenita’
Pengalaman
Pengenalan aturan main
2. Pijakan pengalaman saat anak bermain
Mengamati anak
Member contoh kepada anak yangbelum bisa
Member pertanyaan terbuka

Membantu anak

Membantu anak dengan mencoba dengan cara laip

-

I T o T o T

F O
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N Memcatat perkembangananak | x| |
l Mengumpulkan hasil kerja anak X
Memberikan informasi bahwa waktu bermain akan selesai X
{| 3. Ptjakan pengalaman setelah bermain
Memberikan informasi saat mengembalikan alat-lat bermain X
Mengatur duduk melingkar menggali pengalaman saat X
bermain
4 Makna bersama 7 |
1. Mencek apakah semua anak telah membawa makanan X
2. Memberitahukan jenis makanan sehat dan kurang, sehat X
3. Berdoa sebelum makan X
4. Berbagi padateman yang tidak membawa makanan X
5. 'l'ata cara makan yang baik | X
6. Membersthkan makanan X
5 Kegiatan penutup - .
1. Bemyanyi bersama dalam lingkaran X
2. Memberikan pesan padajanak untuk dikerjakan dirumah X
3. Merencanakan Kegiatan berikutnya X
4. Berdoa, dipimipin’oleh salah satu siswa X
5. Metode saat anak tidak berebut pulang X
6 [Lain-ain N\~ B
\ Kelengkapari sarana pendulilggiaina_siigﬁiigjziri {_L X 1 '

Sintang , 12 Desember 2012

Observer

( Marisa, S. Pd. )
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Panduan Wawancara untuk Kepala Bidang :

Nama : Dra. Midartik Wira Dewti
Jabatan : Kepala Bidang PNFI
Hari/ Tanggat : Kamis, 3 Januari 2013
Pukul 1 10.20
Tempat : Di Dinas Pendidikan Sintang
Bapak Kiam :  “Selamat pagi bu. bolehkah saya menyita‘awakiu ibu sebentar untuk

Ibu Mtdartik :

Bapak Kiann :

Tbu Midartik :

Bapak Kiam :

Tbu Midartik :

Bapak Kiam :
Ibu Midartik :

berbincang-bincang  seputar PAUD/yanp’ada di Kabupaten Sintang
khususnya di Kecamata Sintang”.

* Selamat pagi pak. Silahkan. Kebetulan saya tidak begitu sibuk kok. Ada
vang bisa saya bantu?”

“Menurut ibu, bagairmand Kualifikasi akademik dan kompetensi guru
pendidikan nonformahpada PAUD di Kecamatan Sintang?”

“Lebih banyakK pendidiknya tamatan SMA, jadi waktu untuk pendidikan
formal, jelas’tidak memenuhi syarat, kalau pendidikan formal minimal D 1V /
S1, tapiuntuk jenjang pendidikan non formal jenjang pendidikan SMA masih
bias.

“*Apakah sudah memennhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru?”

“Jelas tidak memenuhi kreteria, berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun
2007, tetapi sementara pendidikan”.

“Apabila tidak, apa rencana kedepannya?”

“Program penyetaraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ( PTK ) sudah
berjalan bagi pendidik, tenaga kependidikan melalui Universitas Terbuka
{uTy~.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Bapak Kiam :

Ibu Midartik :
Bapak Kiam :
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Bapak Kiam :

Ibu Midartik :

Bapak Kiam :

Ibu Midartik :

Bapak Kiam -
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“Jenjang pendidikan dan jumlahnya sudah berapa guru pendidikan non
formal pada PAUD yang ada di Kecamatan Sintang?”

“ Aduh semua data ada dibagian data, saya tidak hafai™.

“Apa saja usaha/ kegiatan dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan
guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”

“Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat ), yang berkaitan dengan
kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola lembaga
dan proses pembelajaran, baik melalui Diknas mapun UPT Terkait ( UPT )
Terkait , yaitu “Sanggar Kegiatan Belajar (SKB ) .“

“Bantuan sarana prasarana apa saja yang sering diberikan kepada pendidikan
nonformal pada PA1JD di Kecamatan Sintang?”

“Pembangunan Unit Gedung Baru { UGB/ j~PAUD melalui Dana Pusat,
maupun Daerah. Alat Permainan Edukatif{ APE ) dalam buku-buku
pelajaran.”

“Bagaimana standar tingkat pen¢dpaian perkembangan pendidikan nonformal
pada PAUD di
Permendiknas Nomer, 58 tahun 20097

Kécamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan

“Tetap sesuai‘dengan’ Standar minimal kurikulum pada Pendidikan Anak Usia
Dini ( PAUD )2

“Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal
pada “PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan
Permendiknas Nomor 58 tahun 20097

“Belum sesuai, Cuma berupaya mengacau kepada Permendiknas No. 58
Tahun 2009 dalam proses Pembelajaran.”

“Bagaimana standar isi, proses dan penilaian pendidikan nonformal pada
PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas
Nomor 58 tahun 200977

“Tetap sesuai dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 karena merupakan
Standar minimal bahkan harus di atas Standar minimal.”

“Bagaimana standar sarana, prasarana, pengelolaan dan pembiayaan

pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah
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sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009?77

“Belum, karcna Pendidikan anak usia Dini { PAUD ) dikclola dan dimiliki
masyarakat.Paud negeri Kec. Sintang baru satu saja, bahkan pegelolaan
lembaga-lembaga PAUD oleh dan milik masyarakat bahkan seluruh
Indonesia.”

“Apa kendala-kendala yang dihadapi pendidikan nonformal pada PAUD di
Kecamatan Sintang?”

“Kualifikasi Akademik PTK PAUDNI masih rendah, sarana dan prasarana
pendidikan yang belum memadai, perhatian pemerintahterhadap PAUD-
PAUD belum maksimal, pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini masih tergantung dari peserta didik, partisifasi' masyarakat masih
kurang.”

“Bagaimana kualitas pendidikan non'formal yang ada di Kabupaten Sintang,
apakah sudah memungkinkan-untukdigunakan sebagai pengganti pelajaran
yang relevan di satuan pendidikan formal?”

“Kualitas pendidikar’ “gon formal yang terdapat di Kabupaten Sintang
khususnya di Kécamatan Sintang belum bisa apabila digunakan sebagai
pengganti pelajaran yang relevan, karena pendidikan non Formal masih
kurang ditaggapi secara serius oleh pemerintah Daerah”.

“Apakah Diknas memberikan kurikulum khusus untuk PAUD?”

“Diknas” tidak membuat kurikulum khusus tetapi semua mengacu pada
Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini. semua sudah jelas kok. tinggal kita aja melaninya”

“Apakah Diknas selalu memberikan dana untuk PAUD?”

“ Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Sintang mengucurkan dana untuk
pendidikan PAUD non Formal, tetapi pada kenyataannya sangatlah minim,
sehingga tidak dapat mencukupt kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di
Kecamatan Sintang, dana yang ada dibagi kepada setiap PAUD yang
mengajukan dana untuk PAUD, tetapi tidak semua yang mendapatkannya,
yah .... karena dana sangat terbatas kita sangat mumet untuk membaginya™.
“Apakah PAUD di Kecamatan Sintang telah memenuhi standar kualifikasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41507.pdf

137

akademik dan kompetensi guru sestrai dengan Permendiknas No. 16 tahun
20077

Ibu Midartik :  “standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru jelas belum memenuhi
kriteria berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007, tetapi untuk saat ini
pendidik masih sekolah di Program Pendidikan Penyetaraan Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan (PTK), metalui Universitas Terbuka (UT).
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Panduan Wawancara untuk Pengawas Paud :

Nama : Handry, A.ma.Pd

Jabatan : Penilik PAUD

Hari/tanggal : Kamis, 4-01-2013

Puku! : 08.45 wiba

Tempat : Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Bapak Kiam :  “Selamat pagi Pak. bolehkah saya berbincang-bincang@sebentar scputar PAUD
yang ada di Kabupaten Sintang khususnya di Kecamata Sintang™.

Bapak Handry: “ Selamat pagi pak. Silahkan. Silahkan duduk.Ngga jadi masalah. Ada apa
pak . Ada yang bisa saya bantu?”

Bapak Kiam:  “Menurut bapak, bagaimana kualifikasy akademik dan kompetensi guru
pendidikan nonformal pada PAUD.di K&camatan Sintang?”

Bapak Ilandry: “Sebagian kecil dari guru-giru. PAYID sudah Si. ada juga D Il PAUD dan
SMA/Sederajat atau kelompoek belajar S| PAUD yang pendidikannya sedang
berjalan”.

Bapak Kiam :  “Apakah sudah mefnenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RF'Nemor16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensiiuru?”’

Bapak Handry: “Belum sepenuhinya memenuhi kreteria, karena belum semuanya guru-guru
S1 PAAUD, sebab masih ada pendidikannya jenjang dibawah standar
Permendiknas Rl No. 16 iahun 2007.”

Bapak Kiam :  “Apabila tidak, apa rencana kedepannya?”

Bapak Handry: “Dengan cara melaksanakan program penyetaraan S1 PAUD, dengan cara
Pokjar melalui Universitas Terbuka dan melaksanakan diklat-dikIat oleh
Diknas Kabupaten Sintang dan sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )"

Bapak Kiam :  “Apa saja usaha/ kegiatan dari pemerintah untuk meningkatkan keterampilan
guru pendidikan nonformal pada PAUD di Kecamatan Sintang?”

Bapak Handry: Selalui melaksanakan sosialisasi kepada pendidik PAUD dan menghimbau

kepada masyarakat supaya mau memasukkan anak-anak mereka ke program

S1 PAUD dan mengadakan diklat bagi guru-guru PAUD oleh Diknas
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Kabupaten Sintang dan SKB.

“Bagalmana standar tingkat pcncapaian perkembangan pendidikan nonformal
pada PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan
Permendiknas Nomor 58 tahun 20097 «

“Sekitar 2/3 dari Permendiknas No. 58 tahun2009 tingkat pencapaian
perkembangan sudah tercapai sehingga program berikutnya tetap
dilanjutkan.”

“Bagaimana standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal
pada PAUD di Kecamatan Sintang . apakali sodah sesuai dengan
Permendiknas Nomor 58 tahun 20097 «

“Belum karena tenaga-tenaga pendidik. Perididik non formal pada PAUD
belum seluruhnya berpendidikan S1 PAUD™

“Bagaimana standar isi, proses dan‘pénilaian pendidikan nonformal pada
PAUD di Kecamatan Sintang , apakah sudah sesuai dengan Permendiknas
Nomor 58 tahun 20097~

“Untuk standar isi proses dan’penilaian sudah sesuai dengan Permendiknas
No. 58 tahun2009, karena ini merupakan standar minial.”

“Bagaimana “standar sarana, prasarana, pengelolaan dan pembiayaan
pendidikanm@oriformal pada PAUD di Kecamatan Sintang pak , apakah sudah
sesugivderigan Permendiknas Nomor 58 tahun 200977

“Belum’sepenuhnya standar sarana dan prasarana yang terdapat di PAUD-
RPAUD berhubungan dengan keterbatasan biaya untuk memenuhi standar
sarana prasarana disesuaikan dengan biaya yang tersedia. Artinya belum
sesual dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009.”

“Apa kendala-kendala yang dihadapi pendidikan nonformal pada PAUD di
Kecamatan Sintang?”

“Kendala pada PAUD di Kabupaten Sintang antara lain tenaga-tenaga
pendidik pada PAUD belum semuanya berpendidikan S1, belum semua
PAUD memiliki gedung sendiri, masih banyak yang pinjam pakai, sarana
prasarana masth banyak dilembaga-Jembaga PAUD di kecamatan Sintang

belum lengkap dan memadai.”
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Bapak Kiam :  “Bagaimana kesadaran masyarakat Sintang untuk memasukkan anak-anaknya
di PAUD?”

Bapak Handry: “ Kesadaran orang tua akan pentingnya memasukkan anak pada PAUD di
Kecamatan Sintang sangatlah bagus, terbukti dari tahun ke tahun Kecamatan
Sintanglah yang paling banyak siswanya di bandingkan dengan kecamatan
lainnya. Kecamatan Sintang maju pesat. Tetapi ada juga orang tua yang masih
menganggap pendidikan anak usia dini belum perlu diberikan. Saya ini penik
beberapa PAUD di beberapa Kecamatan..... kekurangan penilik sehingga saya
harus lari sana lari sini..”.

Bapak Kiam :  “Apa faktor penyebabnya pak?”

Bapak Handry: * ada beberapa faktor yang menjadikan ‘peityebab masih rendahnya kesadaran
masyarakat di bidang pendidikan/andk Gsia dini antara lain ketidaktahuan
orang tua, kemiskinan keluarga, kurang berpendidikan, gagasan orangtua
tentang perkembangan anak. yang masih sangat tradisional dan kuno, kurang
mau berubah mengikdti, perkembangan jaman, masih sangat konkret dalam
berpikir, motivadi .yang rendah karena kebutuhan yang masih sangat

mendasar, serfa smasihi sangat dipengaruhi oleh budaya setempat yang sempit”.
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Lampiran ke 9
Panduan Wawancara untuk Pengelola Paud

1. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara orang tua dengan pengelola atau pendidik?
a. Pengelola PAUD Insan Mulia :

“Kebanyakan orang tua hanya mengantar dan menjemput anaknya saja. sedangkan
uniuk bertanya bagaimana keadaan atau perkembangan anaknya tidak pernah. Mungkin
mereka harus segera bekerja setelah mengantar anaknya karena\kébanyakan orang tua
murid keduanya bekerja sehingga kami pun harus memaklumikondisinya”

b. Pengelola PAUD Taman Ceria juga mengatakan :

“Komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anaknya hanya dilakukan 2 kali
vailu pada saat pembagian buku laporan pérkémbangan anak persemester. selebihnya

orang tua hanya bertanya seperlunya saja.”

2. Bagaimana Rencana penyusunan‘pembelajaran, apakah dibuat ?

a. Pengelola PAUD Taman Ceria sebagai berikut :

“ Di tempat kami réncana pembelajaran disusun dari rencana tahunan, rencana
persemester, rencand perbulan, rencana mingguan, hingga rencana harian dimana
sudah tersusun kegiatan pembelajaran serta penilaian anak berdasarkan
Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009.”

b. Pengelola PAUD Insan Mulia
* PAUD kami selalu membuat Rencana Pembelajaran yang disusun secara tahunan,
persemester, bulanan, mingguan serta renccana harian berdasarkan Permendiknas
Nomor 58 Tahun 2009”.

c. Pengelola PAUD Pelita Haty
“ Rencana Pembelajaran pastilah disusun. Kami mengutamakan Rencana
Pembelajaran, kami menyusun dari rencana tahunan, rencana persemester, rencana
perbulan, rencana mingguan, hingga rencana haran berdasarkan Pcrmendiknas

Nomor 58 Tahun 2009.”
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3. Apakah PAUD bapak/ ibu menerapan 4 (¢mpat) pijakan BCCT?
a. pengelola PAUD Pelita Hati sebagai berikut :

“Selama ini kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan program BCCT adalah
tenaga pendidik masih belum terbiasa dengan metode ini sehingga memerlukan
waktu untuk belajar, sedangkan proses belajar mengajar tetap berjalan sehingga
proses belajar mengajar masih agak terhambat. Selain itu dalam penilaian kami juga

kewalahan karena kamt juga harus mengawasi dan menertibkan anak-anak.”

b. Pengelola PAUD Taman Ceria:

“Program ini BCCT ini sangat baik dan kamj~mendukung sepenuhnya, tapi
seharusnya ada pelatihan bagi tenaga pendidik )agai- kami tidak bingung dalam

pelaksanaannya karena program ini masih bdru/dan referensi masih sangat kurang.”
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Lampiran {0

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Noj MATERI | INDIKATOR | TERTUJU |

] j )dentitas Nama PAUD Kepala PAUD
3 'PAUD | Staws PAUD I
Akte pendirian B
B {etak Kecamatan/ Kota?’Prop S
RGN ) " O, N 2 IS

11 | Pengelola Bentuk visi dan misi pendidikan Kepala PAUD
2 PAUD Struktur organisasi - i
ir— Sumber dana -

" Fasilitas yangdimiliki T
L L
Il | Peserta didik Perkenibangan peserta didik Th 2012 GuruPAUD |
Batar’belakang ortu/wali
T Absensi siswa
Penghasilan/peketjaan
A S ]

IV | Tenaga Jumlah tenaga pendﬁk_ﬁ - Kepala PAUD B
hﬁ_mﬁmmm tenaga non pendidik B i
| [Dankaryawan | Kualifikasi pendidikan guru ]
T Fasilitas yang diperoleh guru -

I B
L ‘ |
V i Program | Metode pendidikan yang digunakan Guru PAUD |
pembelajaran Jenis kurikurum yang dipakai ﬁ
. -1
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Sistem program pembelajaran )

| Jam efektif pembelajaran

Kegiatan fisik untuk melatih motorik kasar

| | Kegiatan fisik untuk melatih motorik halus

Kegiatan untuk pengembangan kognitif

Kegiatan untuk pengembangan sosial
emosional

| Kegiatan untuk pengembangan seni

Kegiatan untuk pengembangan moral\dan
agama

|
B ﬁ Tema khusus pembelajaran

Perhatian pada ‘minat dan bakét

| | Teknis pelaksanaan kecerdasan majemuk
I O A -

Vi | Perencanaan Kapan perericanaan dilakukan

i' " |Yang = |Lamawakewyang disediakan
dilakuvakan

T T Gur _ Frekiénst melakukan perencaanaan
R Tempat melakukan perencanaan 7ﬂ

|
Pedoman yang dilakukan —‘

|

|

Vil Pelaksanaan Hari pelaksanaan pembelajaran
Pembelajaran Lama proses pembelajaran dalam setiap

Guru PAUD ﬂ

L pertemuan
T _

Tempat pelaksanaan pembelajaran
~! Jumlah guru dalam satu kelas )
k» Jumlah siswa dalam satu kelas
| T [Troses pembelajaran :
N S S i _ _
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Metode pendidikan vang digunakan

Desain ruangan

Dominasi guru

Keterlibatan anak didik

|
|

|

VI

Evaluasi

] Tempat berlangsungnya evaluasi Guru PAUD

Pembelajaran

ienis Evaluasi yang digunakan

Kapan dilakukan pcmldian

[

\ [Lama proses penilaian

Aspek-aspek yang dinilai

Metode penilaian yang digunakan

[ Apakah ada test-test khusus

Bentuk ungkapanpenildian kepada anak

.

Apakah adakegiatan melaporkan
.

Hambatart® Jyang  dialami dalam

pelaporan

guru

—

Guru PAUD

ﬁ_'il)rasana

Sarana dan

Jenis dan jumlah prasarana

Jenis dan jumlah sarana

0

Administrasi kesiswaan
— _—_’\—’—\‘
X | Output Apakah yang diperoleh setelah tamat PAUD
L
Pendidikan Apakah sudah sesuai dengan tujuan
pendidikan
I
Apakah yang dirasakan orangtua setelah
anaknya lulus PAUD
S I A
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARIJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

BIODATA
Nama : KITAM
Tempat/Tanggal lahir : Nanga Dedai, 27 April 1971
Jenis Kelamin : Laki - laki
NIM ¢ 015743618
Registrasi Pertama 1 2010.2
Alamat : JLY.C. ovang oeray

Gg. BTN Mata Bota Baning Kota-Sintang.Kal — bar.

Istri :  Theresia Rosnawati

Anak : 1. Anastasid Susi-séliani Narti 1995 (P)
2. Silvius Tedy Januardi 2001 (L)

Orang Tua : 1. Ayah {Jarabak, Aimarhum )

2. bu{’Serijah, Almarhum )

Riwayat Pendidikan :

1. SON No.2 Nanga Dedai, Fahun 1978 — 1984 ( kalbar )

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 ( SMPN 1 ) Dedai Tahun 1984 - 1987 { Kalbar )

3. Sekolah Pendidikan Guru Negeri { SPGN ) Sintang Tahun 1987 — 1990 ( Kalbar )

4. Diploma Hl Unuversitas Tanjung Pura Pontianak Tahun 2000 — 2003 Pontianak { Kalbar )
5. S$1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD ) Universitas Terbuka Tahun 2006 — 2009

{ Kalbar )

Riwayat Pekerjaan
1. Guru SDN No.6 Pakak Kecamatan Kayan Hilir,Kabupaten Sintang Tahun 1993 - 1998

( Kalbar )
2. Guru SDN No.27 Sungai Manyam Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Tahun 1998 -
2008

{ Kalbar)
3. Kepala SDN No.27 Sungai Manyam Kecamatan Dedai,Kabupaten Sintang Tahun 2003 -
2008

( Kalbar )
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4. Penilik Pendidikan Masyarakat { Dikmas } Kecamatan Dedai,Kabupaten Sintang
Tahun 2008 ~ 2012 { Kalbar }

5. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini { PAUD } dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2012
Sampai dengan Sekarang

No.HP yang bisa dihubungi : 1. 0813 4897 4713
2.085391211933

Sintang, Desembar 2013

L~

NIM. 015743618
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SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksarnaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2),
(3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal
23, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang-Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan
Peraturan Meriteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dint;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301),

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4496),

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kena Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 1

(1) Standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan nonformal yang
terdiri atas :

a. Standar tingkat pencapaian perkembangan;

b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,

c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan

d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(2) Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menten ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TID.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H. M.H.,.DFM
NIP 196108281987031003
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SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 58 TAHUN 2009 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya; masyarakat telah
menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, | pengasuhan, dan
perindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai
jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur
pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraart PAUD jalur pendidikan
formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/RaudhatulAttal {(RA) dan bentuk lain yang
sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 - s6 tahun. Sedangkan
penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal beitentuk Taman Penitipan Anak
(TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia
0 - <2 tahun, 2 - <4 tahun, 4 — <8 tahun dan-Rrogram Pengasuhan untuk anak usia
0 - =6 tahun; Kelompok Bermain {(KB) dan-bentuk lain yang sederajat, menggunakan
program untuk anak usia 2 — <4 tahundan4 < <6 tahun.

Penyelenggaraan PAUD sampai‘saat ini belum memiliki standar yang dijadikan
sebagai acuan minimal dalam. penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal,
nonformal dan/atau informal, ‘Qleh _karena itu, untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas sesuai dengan kebuiuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka
periu disusun Standar PAUD.

Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana yang, diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar'Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan
karakteristik penyeienggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok,
yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan
tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana
dan prasarana, pengeloiaan, dan pembiayaan.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan
perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat
perkembangan yang dicapai merupakan aklualisasi potensi semua aspek
perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap
perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik.
Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tepaga kependidikan
memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan
penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang
dilaksanakan secara terintegrasiterpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar
sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas,
manajemen, dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.
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It. STANDAR TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN

Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan
perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu.
Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai
agama dan morai, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak
yang mencakup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan kartu
menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak.

Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berari
bahwa tingkat perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat
baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya. Walaupun setiap
anak adalah unik, karena perkembangan anak berbeda satu sama lain yang
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, namun demikian, petkembangan anak
tetap mengikuti pola yang umum. Agar anak mencapai tingkat perkembangan yang
optimal, dibutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa“untuk memberikan
rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang-imeliputi pendidikan,
pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang)dibenkan secara konsisten
melalui pembiasaan.

Tingkat pencapaian perkembangan disusun, beérdasarkan kelompok usia anak:
0 - <2 tahun; 2 — <4 tahun; dan 4 - <6 tahun. Pengelompokan usia 0 — <1 tahun
dilakukan dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak
berlangsung sangat pesat. Pengelompokan‘usia 1 — <2 tahun dilakukan dalam rentang
enam bulanan karena pada tahap ‘usia. ini, perkembangan anak berlangsung tidak
sepesat usia sebelumnya. Untuk™kelompok usia selanjutnya, pengelompokan
dilakukan dalam rentang waktu'pec.tahun.

A. Pengelompokan Usia Ahak

1. Tahap usia 0.- < 2.tahun, terdiri atas kelompok usia:
a. <3 bulan
b. 3 -< & bulan
¢c. 6 -< 9 bulan
d. 9 -<12 bulan
e. 12-<18 bulan
f. 18-<24 bulan

2. Tahap usia 2 ~ < 4 tahun, terdiri atas kelompok usia:

a. 2—<3tahun
b. 3-<4 tahun

3. Tahap usia 4 — < 6 tahun, terdin atas kelompok usia :
a. 4-<5tahun
b. 5—<6 tahun
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Tingkat Pencapaian Perkembangan

Lingkup
Perkembangan ™ 31jan 3—<6 bulan 6—<Sbulan | 9- <12buan
I. Nilai-nilai " ) ")
Agama dan
Moral
Il. Motorik
A. Motorik 1.Refleks 1. Meraih benda di | 1. Melempar . Menarik benda
Kasar menggenggam depannya. benda yang yang terjangkau.
benda yang 2. Tengkurap dipegang . Berjalan dangan
menyentuh dengan dada 2. Merangkak berpegangan.
telapak tangan. diangkat dan ke segala . Berjalan
2.Menegakkan kedua tangan arah. beberapa

kepala saat menopang. 3. Duduk tanpa langkah tanpa

ditelungkupkan. { 3. Duduk dengan bantuan. bantuan.
3.Tengkurap. bantuan. 4 < Bardin . Melakukan gerak
4 Berguling ke dengan menendang

kanan dan ke bantuan. bola.

kin. 5. Bertepuk

tangan.

B. Motorik 1. Memainkan jari | 1. Memasukkan 1. Memegang . Menggaruk

Halus tangan dan benda ke dalam benda kepala.
kaki. rrulut. dengan ibu . Memegang

2. Memegang 2.'Memindahkan jari dan jan benda kecil atau
benda dengan mainan dari satu telunjuk tipis (misal:
lima jan. tangan ke tangan {menjumput) potongan buah
yang lain. 2. Meremas. atau biskuit).

. Memukul-mukul
atau mengetuk-
ngetuk mainan.

. Kognitif

A. Mengenali T=Membedakan |1. Memperhatikan | 1. Mengamati . Mulai memahami
apa yang apa yang permainan yang benda yang perintah
diinginkan. diinginkan (ASI diinginkan. bergerak. sederhana.

atau dot).

B. Menunjukkan | 1. Berhenti 1. Mengulurkan 1. Berpaling . Menunjukkan
reaksi atas menangis kedua tangan kearah reaksi saat
rang-sangan. setelah untuk digendong. sumber namanya

keinginannya suara. dipanggil.

terpenuhi 2. Mengamati . Mencoba

(misal: setelah berda yang mencarn benda

digendong atau dipegang yang

diberi susu). kemudian disembunyikan.

dijatuhkan. . Mencoba

membuka/
melepas benda
yang tertutup.
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Tingkat Pencapaian Perkembangan

[

Lingkup
Perkembangan ™3 hqan 3—< 6 bulan 6-<9bulan | 9- <12 bulan
V. Bahasa
Mengeluarkan | 1. Menangis. . Memperhatikan/ | 1.Mulai 1. Mengucapkan
suara untuk 2. Berteriak. mendengarkan menirukan dua kata untuk
menyatakan 3. Bergumam. ucapan orang. ucapan. menyatakan
keinginan atau . Mengoceh. 2.Merespons keinginan.
sebagai reaksi . Tertawa kepada permainan 2. Menyatakan
atas orang yang cilukba. penolakan.
rangsangan mengajak 3.Menunjuk 3. Menyebut nama
berkomunikasi. benda benda atau
dengan binatang (pus
mengucapkan untuk kucing; oti
satu kata. untuk roti).
V. Sosial-
emosional
Menunjukkan 1. Menatap dan . Merespons 1.‘Mengulurkan | 1. Menempelkan
respons emosi tersenyum. dengan gerakan tangan atau kepala bila
2. Menangis tangan dan kaki: menolak merasa nyaman
untuk . Menangis untuk dalam pelukan
mengekspresi apabila tidak diangkat (gen-dongan)
kan ketidak mendapat-kan {digendong). atau meronta
nyamanan. yang diingir-kan. | 2. Menunjuk kalau merasa
sesuatu yang tidak nyaman.
diinginkan. 2. Menyatakan
keinginan
dengan berbagai
gerakan tubuh
dan ung-kapan
kata-kata
sederhana.

3. Meniru cara
menyatakan
pera-saan
sayang dengan
memeluk.

*} Nilai-nilai agama dan moral pada usia 0 - <12 bulan tidak diatur secara spesifik,
sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.
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2. Tingkat Pencapatan Perkembangan Kelompok Usia 12 — < 24 Bulan

Tingkat Pencapaian Petkembangan

yang lebih tinggi dengan

Lingkup Perkembangan
12— <18 bulan 18 — < 24 bulan
I. Nilainilai Agama dan ") ")
Moral
It. Motorik
A. Motorik Kasar. 1. Berjalan sendiri. 1. Melompat di tempat.
2. Naik tangga atau tempat 2. Naik tangga atau tempat yang lebih

tinggi dengan berpegangan.

memasukkannya kémbali.

merangkak. 3. Berjalan mundur beberapa

3. Menendang bola ke arah langkah.
depan. 4. Menarik benda yang tidak terlalu

4. Berdiri dengan satu kaki berat (kursj kecil).
selama satu detik.

B. Motorik Hailus. 1. Memegang alat tulis. 1. Meniru garis vertikal atau

2. Membuat coretan bebas. hoftisontal.

3. Menyusun menara dengan | 2 \Memasukkan benda ke dalam
tiga balok. wadah yang sesuai.

4. Memegang gelas dengan 3. Membalik halaman buku walaupun
dua tangan. belum sempuma.

5. Menumpahkan benda- 4. Menyobek kertas.
benda darn wadah.dan

Ill. Kognitif
A. Mengenali

pengetahuan umum.

1. Menyebut beberapa nama
benda.

2. MenaryaKan-nama benda
yarg belum dikenal.

3. Merigenal beberapa wama
prinver (merah, biry,

1. Mempergunakan alat permainan
dengan cara semaunya seperti
balok dipukul-pukul.

2. Mulai memahami gambar wajah
orang.

3. Mulai memahami prinsip milik

kuning). orang lain seperti: milik saya, milik
4. Menyebut nama sendiri dan kamu.
orang-orang yang dikenal.

B. Mengenal konsep
ukuran dan
bitangan.

Membedakan ukuran benda
(besar-kecil).

Membilang sampai lima.

iV. Bahasa
A. Menerima Bahasa.

1. Menunjuk bagian tubuh
yang ditanyakan.

2. Memahami tema cerita
pendek.

1. Menaruh perhatian pada gambar-
gambar dalam buku.

2. Menggunakan kata-kata
sederhana untuk menyatakan
keingintahuan.

B. Mengungkapkan
Bahasa.

1. Merespons pertanyaan
dengan jawaban "Ya atau
Tidak™

2. Mengucapkan kalimat yang
terdin atas dua kata

1. Menjawab pertanyaan dengan
kalimat pendek.
2. Menyanyikan lagu sederhana.
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Lingkup Perkembangan

Tingkat Pencapaian Perkembangan

12 — <18 bulan

18 — < 24 bulan

V. Sosial-Emosional
Menunjukkan respon
emosi.

1. Menunjukkan reaksi marah
apabila merasa terganggu,
seperti permainannya
diambil.

2. Menunjukkan reaksi yang
berbeda terhadap orang
yang baru dikenal.

3. Bermain bersama teman
tetapi sibuk dengan
mainannya sendin.

4. Memperhatikan/mengamati
teman-termannya yang
beraktivitas.

. Mengekspresikan berbagai reaksi
emosi (senang, marah, takut,
kecewa).

2. Menunjukkan reaksi menerima

atau menolak kehadiran orang lain.

3. Bermain bersama teman dengan

mainan yang sama.

4. Berekspresi dalam bermain peran

(pura-pura).

*} Nilai-nilai agama dan moral pada usia 12 - <24 bulan tiddk diatur secara spesifik,
sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing“masing lembaga.

3. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia2 — <4 Tahun

Lingkup Perkembangan

Tingkat Pencapaian Perkembangan

2 - <3tahun

3 - <4tahun

l. Nilai-nilai Agama dan
Moral
Merespons hal-hal
yang terkait dengan
nilai agama dan moral.

1. Muiai meniru gerakan
berdoa/sembahyang sesuai
dengan agamanya.

2:Mulai meniru doa pendek
sesuai dengan agamanya.

3. Mulai memahami kapan
mengucapkan salam, terima
kasih, maaf, dsb.

1. Mulai memahami pengertian
perilaku yang berlawanan
meskipun belum selalu dilakukan
seperti pemahaman perilaku
baik-buruk, benar-salah, sopan-
tidak sopan.

2. Mulai memahami arti kasihan
dan sayang kepada ciptaan
Tuhan.

It. Motorik
A_Motorik Kasar

1. Berjalan sambil berjinjit.

2.Melompat ke depan dan ke
beiakang dengan dua kaki.

3. Melempar dan menangkap
bola.

4. Menan mengikuti irama.

5. Naik-turun tangga atau tempat
yang lebih tinggi/rendah
dengan berpegangan.

1. Berlari sambil membawa sesuatu
yang ringan (bola).

2. Naik-turun tangga atau tempat
yang lebih tinggi dengan kaki
bergantian.

3. Meniti di atas papan yang cukup
lebar.

4. Melompat turun dan ketinggian
kurang lebih 20 cm (di bawah
tinggi lutut anak).

5. Meniru gerakan senam
sederhana seperti menirukan
gerakan pohon, kelinci
melompat).
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Tingkat Pencapaian Perkembangan

Lingkup Perkembangan
2 — <3tahun 3 - <4tahun
B.Motorik Halus 1. Meremas kertas atau kain 1. Menuang air, pasir, atau biji-bijian
dengan menggerakkan lima ke dalam tempat penampung
jan. (mangkuk, ember).
2. Melipat kertas meskipun belum | 2. Memasukkan benda kecil ke
rapifiurus. dalam botol (potongan lidi, kerikil,
3. Menggunting kertas tanpa biji-bijian).
pola. 3. Meronce manik-manik yang tidak
4. Koordinasi jan tangan cukup terialu kecil dengan benang yang
baik untuk memegang benda agak kaku.
pipih seperti sikat gigi, sendok. | 4. Menggunting kertas mengikuti
pola garis lurus.
I, Kognitif
A. Mengenal 1. Menyebut bagian-bagian 1. Menemukan/mengenali bagian
pengetahuan umum. suatu gambar seperti gambar yang hilang dari suatu pola

wajah orang, mobil, binatang,
dsb.

2. Mengenal bagian-bagian
tubuh (lima bagian).

ogambar seperti pada gambar
wajah orang, mobil, dsb.

2, Menyebutkan berbagai nama
makanan dan rasanya (garam,
gula atau cabai).

3. Memahami perbedaan antara
dua hal dari jenis yang sama
seperti membedakan antara
buah rambutan dan pisang;
perbedaan antara ayam dan

kucing.

B.Mengenal konsep
ukuran, bentuk, dan

pola

1. Memaharni-Konsep ukuran
(besar-kecil, panjang-pendek).

2. Mengenal tiga macam bentuk
GAL )

3.Mularmengenal pola.

1. Menempatkan benda dalam
urutan ukuran (paling kecil-paling
besar).

2. Mulai mengikuti pola tepuk
tangan.

3. Mengenal konsep banyak dan
sedikit

IV. Bahasa
A. Menerima Bahasa

1. Hafal beberapa lagu anak
sederhana.

2. Memahami cerita/dongeng
sederhana.

3. Memahami perintah
sederhana seperti letakkan
mainan di atas meja, ambil
mainan dari dalam kotak.

1. Pura-pura membaca cerita
bergambar dalam buku dengan
kata-kata sendiri.

2. Mulai memahami dua perintah
yang diberikan bersamaan
contoh: ambil mainan di atas
meja lalu berikan kepada ibu
pengasuh atau pendidik.

B. Mengungkapkan
Bahasa.

1. Menggunakan kata tanya
dengan tepat (apa, siapa,

bagaimana, mengapa,
dimana).

1. Mulai menyatakan keinginan
dengan mengucapkan kalimat
sederhana (saya ingin main bola)

2. Mulai menceritakan pengalaman
yang dialami dengan cerita
sederhana.
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Lingkup Perkembangan

Tingkat Pencapaian Perkembangan

2 - <3tahun

3 — <4 tahun

V. Sosial-Emosional
Mampu
mengendalikan emosi

1. Mulai bisa mengungkapkan
ketika ingin buang air kecil
dan buang air besar.

2. Mulai memahami hak orang
lain (harus antri, menunggu
giliran).

3. Mulai menunjukkan  sikap
berbagi, membantu, bekerja
bersama.

4. Menyatakan perasaan
terhadap anak lain (suka
dengan teman karena baik
hati, tidak suka karena nakal,
dsb.).

5. Berbagi peran dalam suaty
permainan (menjadi  dokter,
perawat, pasien penjaga tokod
atau pembeli).

1. Mulai bisa melakukan buang air
kecil tanpa bantuan.

2. Bersabar menunggu giliran.

3. Mulai menunjukkan sikap toleran
sehingga dapat bekerja dalam
kelompok.

4. Mulai menghargai orang {ain.

5. Bereaksi terhadap hal-hal yang
dianggap tidak benar (marah
apabiia diganggu atau
diperlakukan berbeda).

6. Mulai menunjukkan ekspresi me-
nyesal ketika melakukan
kesalahan.

4. Tingkat Pencapaian Perkembangan Kelompok Usia 4 — < 6 Tahun

Lingkup Tingkat Pencapaian Perkembangan
Perkembangan Usia 4 - <Stabun Usia 5 - <6 tahun
I. Nilai-nilai Agama 1. Mengenal TGhanmelalui agama | 1. Mengenal agama yang dianut.
dan Moral yang dianutmya. 2. Membiasakan din beribadah.
2. Meninu‘gerakan beribadah. 3. Memahami perilaku mulia {jujur,
3. Mengucapkan doa sebelum penolong, sopan, hormat, dsb).
dan/atair sesudah melakukan 4. Membedakan perilaku baik dan
sesuatu. buruk.
4:Mangenal perilaku baik/sopan 5. Mengenal ritual dan hari besar
dan buruk. agama.
5. Membiasakan diri berperilaku 6. Menghormati agama orang lain.
baik.
6. Mengucapkan salam dan
membalas salam.
Il. Fisik
A. Motorik Kasar 1. Menirukan gerakan binatang, 1. Melakukan gerakan tubuh secara

peohon tertiup angin, pesawat
terbang, dsb.

2. Melakukan gerakan
menggantung (bergeiayut).

3. Melakukan gerakan melompat,
meloncat, dan berlar secara
terkoordinasi

4. Melempar sesuatu secara
terarah

5. Menangkap sesuatu secara
tepat

6. Melakukan gerakan antisipasi

terkoordinasi untuk melatih
kelenturan, keseimbangan, dan
kelincahan.

2. Melakukan koordinasi gerakan
kaki-tangan-kepala dalam
menirukan tarian atau senam.

3. Melakukan permainan fisik
dengan aturan.

4. Terampil menggunakan tangan
kanan dan kiri,

5. Melakukan kegiatan kebersihan
diri.
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Lingkup Tingkat Pencapaian Perkembangan
Perkembangan Usia4 - <5 tahun Usiab - <8 tahun
7. Menendang sesuatu secara
terarah
8. Memanfaatkan alat permainan
di Juar kelas.
B. Motorik Halus 1. Membuat garis vertikal, 1. Menggambar sesuai gagasannya.

horizontal, lengkung kirtkanan,
miring kirikanan, dan lingkaran.

2. Menjiplak bentuk.

3. Mengkoordinasikan mata dan
tangan untuk melakukan
gerakan yang numit.

4. Melakukan gerakan manipulatif
untuk menghasilkan suatu
bentuk dengan menggunakan
berbagai media.

5. Mengekspresikan diri dengan
berkarya seni menggunakan

2. Meniru bentuk.

3. Melakukan eksplorasi dengan
berbagai media dan kegiatan.

4. Menggunakan alat tulis dengan
benar.

5. Menggunting sesuai dengan pola.

6. Menempel gambar dengan tepat.

7. Mengekspresikan din melalui
gerakan menggambar secara
detail,

berbagai media.
C. Kesehatan Fisik 1. Memiliki kesesuaian antara usia | 1/Memiliki kesesuaian antara usia
dengan berat badan. dengan berat badan.

2. Memiliki kesesuaian antara(sta
dengan tinggi badan.

3. Memiliki kesesuaian aritara
tinggi dengan berat hadan:

2. Memiliki kesesuaian antara usia
dengan tinggi badan.

3. Memiliki kesesuaian antara tinggi
dengan berat badan.

M. Kognitif
A. Pengetahuan umum | 1. Mengenal benda berdasarkan
dan sains fungsi (pisau untuk memotong,

pensil éntuk.menulis).

2. Menggunakan benda-benda
sebagai’‘permainan simbolik
{(kursi sebagai mobil).

3, Mengenal gejala sebab-akibat
yang terkait dengan dirinya.

4. Mengenal konsep sederhana
dalam kehidupan sehari-hari
(gerimis, hujan, gelap, terang,
temaram, dsb).

5. Mengkreasikan sesuatu sesuai
dengan idenya sendiri.

1. Mengkiasifikasi benda
berdasarkan fungsi.

2. Menunjukkan aktivitas yang
bersifat eksploratif dan menyelidik
(seperti: apa yang terjadi ketika
air ditumpahkan).

3. Menyusun perencanaan kegiatan
yang akan dilakukan.

4. Mengenal sebab-akibat tentang
lingkungannya (angin bertiup
menyebabkan daun bergerak, air
dapat menyebabkan sesuatu
menjadi basah.)

5. Menunjukkan inisiatif dalam
memilih tema permainan (seperti:
"ayo kita bermain pura-pura
seperti burung”).

6. Memecahkan masalah sederhana
dalam kehidupan sehari-harn.
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Lingkup Tingkat Pencapaian Perkembangan
Perkembangan Usia4 - <5tahun Usia5 - <6 tahun
B. Konsep bentuk, 1. Mengidasifikasikan benda 1. Mengenal perbedaan
wama, ukuran dan berdasarkan bentuk atau wama berdasarkan ukuran: “lebih dan”;
pola atau ukuran. “kurang dan”; dan "paling/ter”.

2. Mengklasiifikasikan benda ke 2. Mengklasifikasikan benda
dalam kelompok yang sama berdasarkan wama, bentuk, dan
atau kelompok yang sejenis ukuran (3 vanasi)
atau kelompok yang 3. Mengklasifikasikan benda yang
berpasangan dengan 2 vanasi. lebih banyak ke dalam kelompok

3. Mengenal pola AB-AB dan yang sama atau kelompok yang
ABC-ABC. sejenis, atau kelompok

4. Mengurutkan benda berpasangan yang lebih dan 2
berdasarkan § seriasi ukuran variasi.
atau wama. 4. Mengenal pola ABCD-ABCD.

5. Mengurutkar benda berdasarkan

ukuran dan paling kecil ke paling
besaratay Sebaliknya.

C. Konsep bilangan,

1. Mengetahui konsep banyak dan

. Menyebutkan lambang bilangan

tambang bilangan sedikit. 110,
dan huruf 2. Membilang banyak benda satu {2 /Mencocokkan bilangan dengan
sampai sepuluh. lambang bilangan.
3. Mengenal konsep bilangan, 3. Mengenal berbagai macam
4. Mengenal lambang bilangan. lambang huruf vokal dan
5. Mengenal lambang husir. konsonan.
Iv. Bahasa 1. Menyimak perkataan.oranglain | 1. Mengerti beberapa perintah
A. Menerima bahasa (bahasa ibu atau'bahasa secara bersamaan.
lainnya). 2. Mengulang kalimat yang lebih
2. Mengerti dua perintah yang kompleks.
diberikan-bersamaan. 3. Memahami aturan dalam suatu
3. Memahanii-cefta yang permainan.
dibacakan
4. Mengerial perbendaharaan kata
mengenai kata sifat (nakal, pelit,
bajk hati, berani, baik, jelek,
dsh.).
B. Mengungkapkan 1. Mengulang kalimat sederhana. | 1. Menjawab pertanyaan yang lebih
Bahasa 2. Menjawab pertanyaan kompleks.
sederhana. 2. Menyebutkan kelompok gambar

3. Mengungkapkan perasaan
dengan kata sifat (baik, senang,
nakal, pelit, baik hati, berani,
baik, jelek, dsb.).

4. Menyebutkan kata-kata yang
dikenal.

5. Mengutarakan pendapat
kepada orang lain.

6. Menyatakan alasan terhadap
sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan.

7. Menceritakan kembali
cerita/dongeng yang pemah
didengar.

yang memiliki bunyi yang sama.

. Berkomunikasi secara lisan,

memiliki perbendaharaan kata,
serta mengenal simbol-simbol
untuk persiapan membaca,
menulis dan berhitung.

. Menyusun kalimat sederhana

dalam struktur lengkap (pokok
kalimat-predikat-keterangan).

. Memiliki lebih banyak kata-kata

untuk mengekpresikan ide pada
orang lain.

. Melanjutkan sebagian

cerita/dongeng yang telah
diperdengarkan.
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Lingkup Tingkat Pen jan Perkembangan
Perkembangan Usia4 - <5tahun Usia § - <6 tahun
C. Keaksaraan 1. Mengenal simbol-simbol. 1. Menyebutkan simbol-simbol

2. Mengenal suara—suara
hewan/benda yang ada di
sekitamya.

3. Membuat coretan yang
bermakna.

4. Meniru huruf,

huruf yang dikenal.

2. Mengenal suara huruf awal dari
nama benda-benda yang ada di
sekitamya.

3. Menyebutkan kelompok gambar
yang memiliki bunyi/huruf awal
yang sama.

4. Memahami hubungan antara
bunyi dan bentuk hurut.

5. Membaca nama sendin.

6. Menuliskan nama sendin.

V. Sosial emosional

1. Menunjukkan sikap mandiri
dalam memiiih kegiatan.

2. Mau berbagi, menolong, dan
membantu teman.

3. Menunjukan antusiasme dalam
melakukan permainan
kompetitif secara positif.

4. Mengendalikan perasaan.

5. Menaati aturan yang berlaku
dalam suatu permainan.

6. Menunjukkan rasa percaya din.

7. Menjaga din sendin dari
lingkungannya:
8. Menghargai-orang Jain.

1. Bersikap kooperatif dengan
teman:

2. Menunjukkan sikap toleran.

3. Mengekspresikan emosi yang
seslai dengan kondisi yang ada
(senang-sedih-antusias dsb.)

4, Mengenal tata krama dan sopan
santun sesuaj dengan nilai sosial
budaya setempat.

5. Memahami peraturan dan disiplin.

6. Menunjukkan rasa empati.

7. Memiliki sikap gigih (tidak mudah
menyerah).

8. Bangga terhadap hasil karya
sendini.

9. Menghargai keunggulan orang
lain.
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STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan,
melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta
melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Pendidik
PAUD bertugas di berbagai jenis layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun
nonformat seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik PAUD
pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping; sedangkan
pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdin atas guru, guru pendamping,
dan pengasuh.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis uniuk menunjang proses
pendidikan pada Ilembaga PAUD. Tenaga kependidikan terdin atas
Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola, Administrasi.. dan Petugas
Kebersihan. Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan, formal terdiri atas:
Pengawas, Kepala TK/RA, Tenaga Administrasi, dan Pelugas Kebersihan.
Sedangkan Tenaga kependidikan pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri
atas: Penilik, Pengelola, Administrasi, dan Petugas Kebersihaiv:

A. Standar Pendidik
1. Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guni

Kualifikasi dan kompetensi guru PAUD didasarkan pada Peraturan Menten
Pendidikan Nasional Republik Indonesia” Nomor 16 tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta lampirannya.

Bagi guru PAUD jalur pendidikan formal (TK, RA, dan yang sederajat) dan
guru PAUD jalur pendidikan_nonformal (TPA, KB, dan yang sederajat) yang
belum memenuhi kualifikasiakademik dan kompetensi disebut Guru
Pendamping dan Pengasuh.

2. Kualifikasi Akademik dain’Kompetensi Guru Pendamping
a. Kualifikasi Akademik:
1) memiliki-jazah D-Il PGTK dari Perguruan Tinggi terakreditasi; atau
2) memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat
danmemiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/ kursus PAUD yang

terakreditast.
b. Kompetensi
Kompetensi/Sub kompetensi Indikator
1. Kompetensi Kepribadian
1.1 Bersikap dan berperilaku sesuai 1.1.1Menyayangi anak secara tulus.

dengan kebutuhan psikologis anak. | 1.1.2Berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh

perhatian.
terhadap perilaku anak.

arif, dan bijaksana.
1.1.5Berpenampilan beysih, sehat, dan rapi.

melindungi anak.
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1.1.3Memiliki kepekaan, responsif dan humoris

1.1.4Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa,

1.1.6Berperilaku sopan santun, menghargai, dan
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Kompetensi/Sub kompetensi

Indikator

1.2 Bersikap dan berperilaku sesuai
dengan norma agama, budaya dan
keyakinan anak.

1.2.1 Menghargal peserta didik tanpa membedakan
keyakinan yang dianut, suku, budaya, dan
jender.

1.2.2 Bersikap sesuai dengan porma agama yang
dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku
dalam masyarakat.

1.2.3 Mengembangkan sikap anak didik
menghargai agama dan budaya lain.

untuk

1.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang
berbudi pekerti luhur

1.3.1 Berperilaku jujur.
1.3.2 Bertanggungjawab terhadap tugas.
1.3.3 Berperilaku sebagai tefadan.

2. Kompetensi Profesional
2.1 Memahami tahapan perkembangan
anak.

2.1.1 Memahami kesinambungan fingkat
perkembangan anak usia 0’ 6 tahun.

| 2.1.2 Memahami standar tingkat pencapaian
perkembangan anak,

2.1.3 Memahami<bahwa setiap anak mempunyai
tingkat kecepatan pencapaian perkembangan
yang berbeda:

2.1.4 Memahami faktor penghambat dan pendukung
tingkat pencapaian perkembangan.

2.2 Memahami pertumbuhan dan
perkembangan anak.

2:2.1/Memahami aspek-aspek perkembangan fisik-
motorik, kognitif, bahasa, sosialemosi, dan moral
agama.

2:2.2 Memahami faktor-faktor yang menghambat dan
mendukung aspek-aspek perkembangan di atas.

2.2.3 Memahami tanda-tanda kelainan pada tiap aspek
perkembangan anak.

2.2.4 Mengenal kebutuhan gizi anak sesuai dengan
usia.

2.2.5 Memahami cara memantau nutrisi, kesehatan
dan keselamatan anak.

2.2.6 Mengetahui pola asuh yang sesuai dengan usia
anak.

2.2.7 Mengenal keunikan anak.

2.3 Memahami pemberian rangsangan
pendidikan, pengasuhan, dan
perlindungan.

2.3.1 Mengenal cara-cara pemberian rangsangan
dalam pendidikan, pengasuhan, dan
perfindungan secara umum.

2.3.2 Memiliki keterampilan dalam meifakukan
pemberian rangsangan pada setiap aspek
perkembangan.
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Kompetensi/Sub kompetensi

Indikator

2.4 Membangun kesjasama dengan orang

tua dalam pendidikan, pengasuhan,
dan perlindungan anak.

2.4.1 Mengenal faktor-faktor pengasuhan anak, sosial
ekonomi keluarga, dan sosial kemasyarakatan
yang mendukung dan menghambat
perkembangan anak.

2.4.2 Mengkomunikasikan program lembaga
(pendidikan, pengasuhan, dan perlidungan anak)
kepada orang tua.

2.4.3 Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam
program di lembaga.

2.4 4 Meningkatkan kesinambungan progran lembaga
dengan lingkungan keluarga.

3. Kompetensi Pedagogik
3.1 Merencanakan kegiatan program
pendidikan, pengasuhan, dan

perlindungan

3.1.1 Menyusun rencana kegiataniahunan,
semesteran, bulanan, mingguan, dan harian.

3.1.2 Menetapkan kegiataribémain yang mendu-kung
tingkat pencapaian perkembangan anak.

3.1.3 Merencanakan «egiatan yang disusun
berdasarkan’kelompok usia.

3.2 Melaksanakan proses pendidikan,
pengasuhan, dan perlindungan.

3.2.1Mengelola’kegiatan sesuai dengan rencana yang
disusun berdasarkan kelompok usia.

3.2.2Menggunakan metode pembelajaran melalui
befmain sesuai dengan karakteristik anak.

3.2.3Memilih dan menggunakan media yang sesuai

3.3 Melaksanakan penilaiarterhadap
proses dan hasil pendidikan;
pengasuhan, dan.pefiirdungan.

dengan kegiatan dan korlisi anak. ‘

3.24Memberikan motivasi untuk  meningkatkan
keterlibatan anak dalam kegiatan.

3.2 5Memberikan bimbingan sesuai dengan
kebutuhan anak.

3.3.1Memilih cara~cara penilaian yang sesuai dengan
tujuan yang akan dicapai.

3.3.2Melalukan kegiatan penilaian sesuai dengan
cara-cara yang telah ditetapkan.

3.3.3Mengolah hasil penilaian.

3.3.4Menggunakan hasithasil penilaian  untuk

berbagai kepentingan pendidikan.
3.3.5Mendokumentasikan hasil-hasil penilaian.

4. Kompetensi Sosial
4.1 Beradaptasi dengan lingkungan.

4.1.1 Menyesuaikan diri dengan teman sejawat.

4.1.2 Menaati aturan lembaga.

4.1.3 Menyesuaikan din dengan masyarakat sekitar.

4.1.4 Akomodatif terhadap anak didik, orang tua,
teman sejawat dari berbagai latar belakang
budaya dan sosial ekonomi.

4.2 Berkomunikasi secara efektif

4.2 1 Berkomunikasi secara empatik dengan orang
tua peserta didik.

4.2.2 Berkomunikasi efektif dengan anak didik, baik
secara fisik, verbal maupun non verbal.
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3. Pengasuh PAUD
a. Kualifikasi Akademik
Memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan

sederajat.

b. Kompetensi-

Kompetensi

Indikator

1. Memahami dasar-

1.1 Memahami peran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan

dasar pengasuhan. perkembangan anak.
1.2 Memahami pola makan dan kebutuhan gizi masing-masing anak.
1.3 Memahami layanan dasar kesehatan dan kebersihan anak.
1.4 Memahami tugas dan kewenangan dalam membantu guru dan guru
pendamping.

2. Terampil 2.1 Terampil dalam melakukan perawatan kebersihan anak.
melaksanakan 2.2 Terampil bermain dan berkomunikasi secara verbal dan non verbal
pengasuhan. dengan anak.

2.3 Mengenali dan mengatasi ketidaknyaimanan anak.
2.4 Terampil merawat kebersihan fasilitas bermain anak.

3. Bersikap dan 3.1 Menyayangt anak secara tulus:
berperilaku sesuai 3.2 Berperilaku sabar, tenang, ceria, penuh perhatian, serta melindungi
dengan kebutuhan anak.
psikologis anak. 3.3 Memiliki kepekaan dan’humoris dalam menyikapi perilaku anak.

3.4 Menampilkari\ diri “sebagai pribadi yang dewasa, anf, dan
bertanggung. jawab.

3.5 Berpenampilan rapi, bersih, dan sehat.

3.6 Berpénlaky santun, menghargai, dan hormat kepada orang tua
arak.
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B. Standar Tenaga Kependidikan

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya,
layanan PAUD harus dikelola dengan baik. Setiap satuan PAUD harus memiliki
penanggungjawab yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengeiola
administrasi dan biaya, serta mengawasi pelaksanaan program. Tenaga
kependidikan PAUD terdiri atas pengawas/penilik, kepala sekolah, pengelola,
tenaga administrasi, dan petugas kebersihan yang diatur sendiri oleh masing-
masing lembaga.

1. Pengawas/Penilik

Kualifikasi dan kompetensi Pengawas PAUD jalur pendidikan formal
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik indonesia
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas (Sekolah/Madrasah
beserta lampirannya.

Kualifikasi dan kompetensi Penilk PAUD jalur, pendidikan nonformal
didasarkan pada Peraturan Penilik pendidikan nonformal pada umumnya.

2. Kepala PAUD Jalur Pendidikan Formal

Kualifikasi dan kompetensi kepala TK/RA dikiasarkan pada Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kepala Sekolah/Madrasah beserta lampirannya.

3. Pengelola PAUD Jalur Pendidikan Nonformal

Pengelola PAUD jalur pendidikan nonformal adalah penanggungjawab dalam
satuan PAUD jaturpendidikan nonformal dengan kualifikasi:

a. Minimal memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping.
b. Berpengalaman sebagai pendidik PAUD minimal 2 tahun.

c. Lulus pelatihan/magang/kursus pengelolaan PAUD dari lembaga
terakreditasi.

Selain memiliki kompetensi guru pendamping, pengelola PAUD harus
memenuhi kompetensi sebagai berikut:

Kompetensi Indikator
1. Kompetensi 1.1 Memilki minat dalam benfuk pengabdian untuk
Kepribadian mengembangkan lembaga.

2. Kompetensi Profesional | 2.1 Mengatasi berbagai masalah teknis operasional.
2.2 Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Lembaga.
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Kompetensi Indikator
3. Kompetensi 3.1 Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan
Manajerial pendidikan, pengasuhan, dan perfindungan.

3.2 Mengkaordinasi pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam
lembaga.
3.3 Mengelola sarana dan prasarana sebagai aset lembaga.

4. Kompetensi Sosial

4 1 Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan
lembaga.

4.2 Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara
berkesinambungan.

4.3 Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga.

4_ Administrasi PAUD

a. Kualifikasi Akademik
Memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah.Atas (SMA)

dan sederajat;
b. Kompetensi
KOMPETENSI INDIKATOR
1. Kepribadian 1.1 Berakhlak mulia.
1.2 Bersikap terbuka.
1.3 Tekun dan ulet.
1.4 Jujur dan bertanggung jawab.
2. Profesional 2.1 Mengaplikasikan teknologi informasi sederhana dalam sistem
administrasi pendidikan.
2.2 Mendokinnentasi data kelembagaan dengan menggunakan
berbagai media.
2.3 Memben pelayanan administratif kepada pendidik dan tenaga
képendidikan, serta orang tua peserta didik.
2.4 Mengelola sarana dan prasarana sekolah secara optimal.
2:5 Memperlancar administrasi penerimaan peserta didik dan
pengelompokan peserta didik.
2.8 Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang
akuntabel, transparan, dan efisien.
2.7 Mengeiola ketatausahaan untuk mendukung pencapaian
tujuan.
3. Sosial 3.1 Menjalin kerjasama dengan seluruh pendidik dan tenaga
kependidikan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.
3.2 Memberi layanan administratif dan informasi kepada orang tua,
masyarakat, dan pemerintah.
3.3 Bersikap transparan, terbuka, dan ramah dalam memberikan
pelayanan.
3.4 Memiliki kepekaan sosial.
4. Manajemen 4._1. Merencanakan program ketatausahaan secara mingguan,
bulanan, dan tabunan.
4.2. Melaksanakan program kerja secara terencana, rapi, dan
terarsipkan.
4.3. Membuat laporan kegiatan administrasi bulanan dan tahunan
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IV. STANDAR IS}, PROSES, DAN PENILAIAN

Standar isi, proses, dan penilaian meliputi struktur program, alokasi waktu, dan
perencanaan, pelaksanaan, penilaian dilaksanakan secara tenntegrasifterpadu
sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat/minat dan kebutuhan anak. Standar ini
yang mempertimbangkan potensi dan kondisi setempat, sehingga dimungkinkan
terjadinya perbedaan kegiatan dan pelaksanaan pendidikan, pengasuhan, dan
perlindungan di lapangan. Perbedaan dapat terjadi karena adanya: (1) keragaman
bentuk layanan PAUD (TK/RA, TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat), yang
menerapkan program paruh waktu dan program penuh waktu; (2) perbedaan
kelompok usia yang dilayani (antara anak usia 0 - <2 tahun dengan anak usia 2 - <4
tahun serta 4 - 6 tahun); dan (3) perbedaan kondisi lembaga.

Perencanaan program dilakukan oleh pendidik yang mencakup-tujuan, isi, dan
rencana pengelolaan program yang disusun dalam Rencana, Kegiatan Mingguan
(RKM) dan Rencana Kegiatan Harnan (RKH). Pelaksanaan program berisi proses
kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yarig. dirancang berdasarkan
pengelompokan usia anak, dengan mempertimbangkain karakteristik perkembangan
anak dan jenis layanan PAUD yang diberikan. Penilaian merupakan rangkaian
kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengolahiar data perkembangan anak
dengan menggunakan metode dan instrumen.yang sesuai.

A. STANDAR ISl
1. Struktur Program

Struktur program kegiatan-PAUD mencakup bidang pengembangan
pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui
kegiatan bermain dan‘pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi: (1) nilai-
nilai agama dan moral, (2) fisik, (3) kognitif, (4) bahasa, dan (5) sosial
emosional. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu
dengan aspel yang lain, menggunakan pendekatan tematik.

2. Bentuk Kegiatan Layanan
2.1Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun.
2.2 Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun.
2.3Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 4 - < 6 tahun.

2.4Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - < 6 tahun yang dilakukan setelah
kegiatan 2.1, 2.2, dan 2.3 selesai dilakukan.

2.5Kegiatan penitipan anak usia 0 - < 6 tahun yang dilakukan dengan
menggabungkan kegiatan 2.1 atau 2.2 atau 2.3, dengan 2 4.
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3. Alokasi waktu
3.1 Kelompok usia 0 - < 2 tahun:

3.1.1 Satu kali pertemuan selama 120 menit
3.1.2 Satu kali pertemuan per minggu.

3.1.3 Tujuh belas minggu per semester.
3.1.4 Dua semester per tahun.

3.2 Kelompok usia 2 - < 4 tahun:
3.2.1 Satu kali pertemuan selama 180 menit.
3.2.2 Dua kali pertemuan per minggu.
3.2.3 Tujuh belas minggu per semester.
3.2.4 Dua semester per tahun.

3.3 Kelompok usia 4 - < 6 tahun
3.3.1PAUD Jalur Pendidikan Formal:
3.3.1.1 Satu kali pertemuan selamaA 50— 180 menit.

3.3.1.2 Enam atau lima han per/minggu, dengan jumiah pertemuan
sebanyak 900 menit (30 jam @ 30 menit).

3.3.1.3 Tujuh belas minggu efeklif per semester.

3.3.1.4 Dua semester pertanun.

3.3.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal:
3.3.2.1 Satu kali pertemuan selama 180 menit
3.3.2.2 Tiga har per minggu.
3.3.2.3 . Tujuh belas minggu efektif per semester.
3.3.2.4 Dua semester pertahun,

3.4 Kegiatan-pengasuhan anak usia 0 - < 6 tahun

Alokasi waktu disesuaikan dengan sisa waktu dan penitipan dikurangi
dengan kegiatan terstruktur yang sudah dilaksanakan, sesuai dengan
jenis kegiatan dan kelompok usia.

4. Rombongan belajar

4.1PAUD Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal peserta didik setiap
rombongan belajar sebanyak 20 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA
atau guru pendamping. Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan
kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun.

42PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, jumlah peserta didik setiap
rombongan bersifat fieksibel, disesuaikan dengan usia dan jenis iayanan
program, dan tersedia minimal seorang guru/guru pendamping. Selain itu
harus tersedia pengasuh dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru
pendamping/pengasuh) dan peserta didik sbb:
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4.2 1Kelompok usia 0 - <1 tahun 1 : 4 anak;
4.2 2Kelompok usia 1 - <2 tahun 1 : 6 anak;
4.2 3Kelompok usia 2 - <3 tahun 1 : 8 anak;
4.2 4Kelompok usia 3 - <4 tahun 1 : 10 anak;
4.2 5Kelompok usia 4 - <5 tahun 1 : 12 anak;
4.2 6Kelompok usia 5 - <6 tahun 1 : 15 anak.

5. Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran
peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun
ajaran, minggu efektif pembelajaran, waktu pembeiajararn-efektif, dan hari
libur. Kalender pendidikan tersebut disesuaikan dengan' kondisi daerah
setempat.

B. STANDAR PROSES

1. Perencanaan:
1.2 Pengembangan Rencana Pembelajaran
1.2.1 Perencanaan penyelenggaraan” PAUD meliputi Perencanaan
Semester, Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) dan Rencana
Kegiatan Harian (RKH).
1.2.2 Rencana Kegiatan _untuk anak usia 0 — 2 tahun bersifat individual.
Jadwal kegiatan disesuaikan dengan jadwal harian masing-masing
anak.

1.3 Prinsip-Prinsip

1.3.1Memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat dan
karakteristik anak.

1.3.2Mengintegrasikan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasubhan, dan
perlindungan.

1.3.3Pembelajaran dilaksanakan melalui bermain.

1.3.4Kegiatan pembelajaran dilakukan secara bertahap,
berkesinambungan, dan bersifat pembiasaan.

1.3.5Proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, interaktif, efektif, dan
menyenangkan.

1.3.6Proses pembelajaran berpusat pada anak.
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1.4 Pengorganisasian
1.4.1 Pemilihan metode yang tepat dan bervanasi.
1.4.2 Pemilihan alat bermain dan sumber belajar yang ada di lingkungan.

1.4.3 Pemilihan teknik dan alat penilaian sesuai dengan kegiatan yang
dilaksanakan.

2. Pelaksanaan
2.1 Penataan lingkungan bermain

2.1.1Menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat,
dan menarik.

2.1.2Penggunaan alat permainan edukatif memenuhi standar keamanan,
kesehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulasi ~yang telah
direncanakan.

2.1.3Memanfaatkan lingkungan.

2.2 Pengorganisasian Kegiatan

2.2.1Kegiatan dilaksanakan di dalam rugang‘kelas dan di luar ruang/kelas.

2.2 2Kegiatan dilaksanakan dalam suasana‘yang menyenangkan.

2.2 .3Kegiatan untuk anak usia O - <2 tahun, bersifat individual.

2.2 4Pengelolaan kegiatan pembelajaran pada usia 2 - <4 tahun dalam
kelompok besar, kelompok kecil dan individu meliputi inti dan penutup.

2.2.5Pengelolaan kegiatarn pembelajaran pada usia 4 - <6 tahun dilakukan
dalam individug kelompok kecil, dan kelompok besar meliputi tiga
kegiatan pokok; yaitu pembukaan, inti dan penutup.

2.2 .6Melibatkan orang tua/keluarga.

C. STANDAR RENILAIAN

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup:

1. Teknik Penilaian

Pengamatan, penugasan, unjuk  kera, pencatatan anekdot,
percakapan/dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak
(portofolio), serta deskripsi profil anak.

2. Lingkup

2.1 Mencakup seluruh tingkat pencapaian perkembangan peserta didik.
2.2 Mencakup data tentang status kesehatan, pengasuhan, dan pendidikan.
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3. Proses
3.1Dilakukan secara berkala, intensif, bermakna, menyelurch, dan
berkelanjutan.
3.2Pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas sepanjang
hari.

3.3Secara berkala im pendidik mengkaji-ulang catatan perkembangan anak
dan berbagai informasi lain termasuk kebutuhan khusus anak yang
dikumpulkan dari hasil catatan pengamatan, anekdot, check list, dan
portofolio.

3.4Melakukan komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak,
termasuk kebutuhan khusus anak.

3.5Dilakukan secara sistematis, terpercaya, dan konsisten.

3.6 Memonitor semua aspek tingkat pencapaian perkembangan anak.

3.7 Mengutamakan proses dampak hasil.

3.8 Pembelajaran melalui bermain dengan benda konkret.

4. Pengelolaan hasil

4.1Pendidik membuat kesimpulan dan laporan kemajuan anak berdasarkan
informasi yang tersedia.

42 Pendidik menyusun dan menvampaikan laporan perkembangan anak
secara tertulis kepada orang tua secara berkala, minimal sekali dalam
satu semester.

4.3Laporan perkembarngan-anak disampaikan kepada orang tua dalam
bentuk laporan lisarn, dan tertulis secara bijak, disertai saran-saran yang
dapat dilakukan crang tua di rumah.

5. Tindak lanjut

5.1Pendidik’ menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi
diri.

5.2Pendidik menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki program,
metode, jenis aktivitas/kegiatan, penggunaan dan penataan alat
pemainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk
memperbaiki sarana dan prasarana termasuk untuk anak dengan
kebutuhan khusus.

5.3Mengadakan pertemuan dengan orang tua/keluarga untuk mendiskusikan
dan melakukan tindak lanjut untuk kemajuan perkembangan anak.

5.4Pendidik merujuk keterlambatan perkembangan anak kepada ahlinya
melalui orang tua.

5.5Merencanakan program pelayanan untuk anak yang memiliki kebutuhan
khusus.
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V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA, PENGELOLAAN, DAN PEMBIAYAAN

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD.
Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas
yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD. Standar
pengelolaan merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan
PAUD. Standar pembiayaan melfiputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperiukan
dalam penyeienggaraan dan pengembangan lembaga PAUD.

A. Standar Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah perlengkapan uniuk mendukung
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, . dan, perindungan.
Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak,
kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD,
1. Prinsip:
1.1 Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak.
1.2 Sesuai dengan tingkat perkembangai.anak:
1.3 Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar,
termasuk barang limbah/bekas.layak pakai.

2. Persyaratan
2.1 PAUD Jalur Pendidikan Formal
2.1.1 Luas lahan minimal' 300 m2.
2.1.2Memiliki ruahg’anak dengan rasic minimal 3 m? per peserta didik,
ruang ‘guru, fuang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air

bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan
anak.

2.1.3 Memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan pabrik.

2.1.4 Memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan
yang dapat mengembangkan berbagai konsep.

2.1.5 Memiliki peralatan pendukung keaksaraan.

2.2 PAUD Jalur Pendidikan Nonformal

2.2.1Kebutuhan jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis
layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, dengan luas
minimal 3 m? per perseta didik. :

2.2.2Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan
aktivitas anak yang terdin dari ruang dalam dan ruang luar, dan
kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan diri
dan BAK/BAB (foileting) dengan air bersih yang cukup.
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2.2.3Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah
anak, dan kelompok usia yang dilayani.

2.2.4Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan yang
dapat mengembangkan berbagai konsep.

2.2.5Khusus untuk TPA, harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi,
makan, dan istirahat siang.

B. Standar Pengelolaan
Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan
kebutuhan anak, serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.
1. Prinsip Pengelolaan:
1.1 Program dikelola secara partisipatoris.
1.2PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah

yang ditunjukkan dengan kemandirian,~ kemiitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas.

1.3PAUD jalur pendidikan nonformal menherapkan manajemen berbasis
masyarakat.

2. Bentuk Layanan:
2.1PAUD jalur pendidikan formal urituk anak usia 4 - < 6 tahun, terdini atas:
2.1.1 Taman Kanak-Kanak/Raudhatu!l Athfal
2.1.2 Bentuk lain yang sederajat.

2.2PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas:
2.2.1 Taman Penitipan Anak untuk anak usia 0 - <6 tahun
2.2.2 Kelompok Bermain untuk anak usia 2 - < 6 tahun
2.2.2Bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 0 - <6 tahun.

3. Perencanaan Pengelolaan:

3.1 Setiap Lembaga PAUD peru menetapkan visi, misi dan tujuan lembaga,
serta mengembangkannya menjadi program kegiatan nyata dalam rangka
pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga.

3.2Visi, misi, dan tujuan lembaga dijadikan cita-cita dan upaya bersama agar
mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada semua pihak
yang berkepentingan.

3.3Visi, misi, dan tujuan Lembaga dirumuskan oleh pimpinan lembaga
bersama masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan.

3.4 Untuk PAUD Fommal, selain butir 3.3 visi, misi, dan tujuan juga
dirumuskan bersama dengan komite sekolah.

3.5Program harus memiliki izin sesuai dengan jenis penyelenggara program.
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4. Pelaksanaan Pengelolaan
4.1 Pengelolaan Administrasi kegiatan meliputi:
4.1.1Data anak dan perkembangannya;
4.1.2Data lembaga;
4 1. 3Administrasi keuangan dan program.

4.2 Pengelolaan sumber belajar/media meliputi pengadaan, pemanfaatan dan
perawatan:

4 2.1Alat bermain;
4.2 2Media pembelajaran; dan
4.2.3Sumber belajar lainnya.

5. Pengawasan dan Evaluasi

5.1Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukarn pengawasan dan
evaluasi program minimal satu kali dalam satu semester.

C. STANDAR PEMBIAYAAN
Pembiayaan meliputi jenis, sumber, d@n-pemanfaatan, serta pengawasan dan
pertanggung jawaban dalam penyeéilenggaraan dan pengembangan (embaga
PAUD yang dikelola secara baik dan transparan.
1. Jenis dan Pemanfaatannya:
1.1Biaya investasi, dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana,
pengembangan SDM, dan modal kerja tetap.
1.2Biaya operasional,” digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga
kependidikan ‘serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan
pendidikan-habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak fangsung.
1.3 Biaya, personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta
didik dalam mengikuti proses pembelajaan.

2. Sumber Pembiayaan
Biaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah,
pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang
tidak mengikat.
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3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H..M.H. DFM
NIP 196108281987031003
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SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEI 2007

STANDAR KUALIFIKAS! AKADEMIK DAN KOMPETENS! GURU

A. KUALIFIKAS]I AKADEMIK GURU

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal
mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak. Usia Dini/
Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA)| guru” sekolah
dasar/madrasah ibtidaiyah (SDMI), guru sekeldii’” menengah
pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), gury, sekolah menengah
atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru { sekolah dasar luar
biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah'menerigah atas luar biasa
(SDLB/SMPLB/SMALB), dan gura sekolah menengah
kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK™), sebagai berikut.

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA
Guru pada PAUD/TK/RA_harus” memiliki kualifikasi akademik
pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam
bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dan
program studi yang{erakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI
Guru pada §D/MI; atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)
atau safgana (S1) dalam bidang pendidikan SDMI (D-IV/S1
PGSD/PGMI) atau nsikoing yang diperoleh dari program studi
'yang terakreditasi.

¢. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs
Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata
pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dan program studi
yang terakreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA
Guru pada SMAMA, atau bentuk lain yang sederajat, harus
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-lv) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata
pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi
yang terakreditasi.

1

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41507.pdf

e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB
Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat,
harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma
empat (D-IV} atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau
sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu,
dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK*
Guru pada SMK/MAK" atau bentuk lain yang sederajat, harus
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata
pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh.gdari-program studi
yang terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalul Uji Kelayaltan dan Kesetaraan
Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat
sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan
tetapi belum dikembangkan di pergufuan tinggi dapat diperoleh melalui
uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi
seseorang yang memiliki kealiian  tanpa ijazah dilakukan oleh
perguruan tinggi yang diben wewenang untuk melaksanakannya.

Keterangan:
Tanda * pada halaman ini, dari~-haiaman-halaman berikutmya, hanya untuk guru
kelompok mata pelajaran nafmatii dan adaptif.

2
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STANDAR KOMPETENSI GURU

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat
kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan
profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang
dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI,
dan guru mata pelajaran pada SDMI, SMPMTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*
sebagai berkut.

Tabel 1
Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA

No.

KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENS] GURU TK/PAUD

Kompetensi Pedagodik

1.

Menguasai karakteristik peseria 1.1 Memahami karakteristik peserta didik

didik dari aspek fisik, moral, sosial, usia TK/PAUD yang berkaitan dengan

kultural, emosional, dan intelektual. aspek fisik, intelektual, sosial-emosional,
moral, dan latar belakang sosial-budaya.

1.2” Mengidentifikasi potensi peserta didik
usia TK/PAUD dalam berbagai bidang
pengembangan.

1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal
peserta didik usia TK/PAUD dalam
berbagai bidang pengembangan.

1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta didik
usia TK/PAUD dalam berbagai bidang
Pengembangan.

Menguasai teori belajar dan prinsip- 2.1 Memahami berbagai teon belajar dan

prinsip pembelajaran yang mendidik. prinsip-prinsip bermain sambil belajar
yang mendidik yang terkait dengan
berbagai bidang pengembangan di
TK/PAUD.

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode, dan teknik bermain
sambil belajar yang bersifat holistik,
otentik, dan bemakna, yang terkait
dengan berbagai bidang pengembangan
di TK/PAUD.

Mengembangkan kurikulum yang 3.1 Memahami prinsip-prinsip
terkait dengan bidang - pengembangan kunkukim.
pengembangan yang diampu. 3.2 Menentukan tujuan kegiatan
pengembangan yang mendidik.
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No. KOMPETENS! INTI GURU KOMPETENSI GURU TK/IPAUD

3.3 Menentukan kegiatan bermain sambil
belajar yang sesuai untuk mencapai
tujuan pengembangan.

3.4 Memilih mater kegiatan pengembangan
yang mendidik yaitu kegiatan bermain -
sambil belajar sesuai dengan tujuan
pengembangan

3.5 Menyusun peréncanaan semester,
mingguan dan harian dalam berbagai
kegiatan pengembangan di TK/PAUD.

3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen

penilaian.
4. Menyelenggarakan kegiatan 4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan
pengembangan yang mendidik kegiatan pengembangan yang mendidik

dan menyenangkan.

4.2 Mengembangkan komponen-komponen
rancangan Kegiatan pengembangan yang
mendidik'dan menyenangkan.

4.3 Menyusun rancangan kegiatan
pengembangan yang mendidik yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam
kelas, maupun diluar kelas.

44 Menerapkan kegiatan bermain yang
bersifat holistik, otentik, dan bermakna.

4.5 Menciptakan suasana bermain yang
menyenangkan, inklusif, dan demokratis

4.6 Memanfaatkan media dan sumber belajar
yang sesuai dengan pendekatan bermain
sambil belajar.

47 Menerapkan tahapan bermain anak
dalam kegiatan pengembangan di
TK/PAUD.

4.8 Mengambil keputusan transaksional
dalam kegiatan pengembangan di
TK/PAUD sesuai dengan situasi yang

berkembang.

5. Memanfaatkan teknologi informasi 5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan
dan komunikasi untuk kepentingan komunikasi untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan kegiatan kegiatan pengembangan yang mendidik.
pengembangan yang mendidik.

6. Memfasilitasi pengembangan 6.1 Menyediakan berbagai kegiatan bemmain
potensi peserta didik untuk sambil belajar untuk mendorong peserta
mengaktualisasikan berbagai didik mengembangkan potensinya secara
potensi yang dimiliki. optimal termasuk kreativitasnya.
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No. KOMPETENS! INTI GURU KOMPETENSI GURU TK/PAUD

7. | Berkomunikasi secara efektif, 7.1  Memahami berbagai strategi

empatik, dan santun dengan peserta berkomunikasi yang efektif, empatik dan

didik. santun, baik secara lisan maupun
tulisan. .

7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik,
dan santun dengan peserta didik dengan
bahasa yang khas dalam interaksi
pembelajaran yang terbangun secara
siklikal dari (a) penyiapan kondisi
psikologis peserta didik, (b) memberikan
pertanyaan atau tugas sebagai undangan
kepada peserta didik untuk merespons,
{c) respons peserta didik, (d) reaksi guru
terhadap respons peserta didik, dan

seterusnya:
8. Menyelenggarakan penilaian dan 8.1 Memahamiprinsip-prinsip penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
dengan karakteristik lima mata pelajaran
SDML,

8/2.~Menentukan aspek-aspek proses dan
hasil belajar yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai dengan
karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.

8.3 Menentukan prosedur penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.

84 Mengembangkan instrumen penilaian
dan evaluasi proses dan hasil belajar.

8.5 Mengadministrasikan penilaian proses
dan hasit belajar secara
berkesinambungan dengan mengunakan
berbagai instrumen.

8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan
hasil belajar untuk berbagai tujuan.

8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil

belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian
evaluasi untuk kepentingan dan evaluasi untuk menentukan
belajaran. ketuntasan belajar.

9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian
dan evaluasi untuk merancang program
remedial dan pengayaan.

9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi kepada pemangku kepentingan.

94 Memanfaatkan informasi hasil penilaian
dan evaluasi pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.

5

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41507.pdf
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10. | Melakukan tindakan refiektif untuk 10.1  Melakukan refleksi terhadap
peningkatan kualitas pembelajaran. pembelajaran yang telah dilaksanakan.

10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan pengembangan lima mata
pelajaran SD/M\.

10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

Kompetensi Kepribadian

11. | Bertindak sesuai dengan norma 11.1  Menghargai pesera didik tanpa
agama, hukum, sosial, dan membedakan keyakinan yang dianut,
kebudayaan nasional indonesia. suku, adat-istiadat, daerah asal, dan

gender.

11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama
yang dianut, hukum dan norma sosial
yang berlakd dalam masyarakat, serta
keébudayaan nasional Indonesia yang

beragam.
12. | Menampilkan diri sebagai pribadi 12.17 _Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
yang jujur, berakhlak muiia, dan 12:2. “Berperilaku yang mencerminkan
teladan bagi peserta didik dan ketakwaan, dan akhlak mulia.
masyarakat. 12.3 Berpernilaku yang dapat diteladani oleh
peserta didik dan anggota masyarakat di
sekitarmnya.

13. | Menampilkan diri sebagai pribadi 13.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang

yang mantap, stabil, dewasa, arif, mantap dan stabil.
dan berwibawa. 13.2 Menampilkan dir sebagai pribadi yang
dewasa, arif, dan berwibawa.
14. | Menunjukkan.etos kerja, 14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung
tanggungjawsab yang tinggi, rasa jawab yang tinggi.
bangga menjadi guru, dan rasa 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada
percaya dini, diri sendiri.

14.3 Bekerja mandiri secara profesional.

15. | Menjunjung tinggi kode etik profesi 15.1 Memahami kode etik profesi guru.

guru. 15.2 Menerapkan kode efik profesi guru.

15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik
guru.
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KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENS! GURU TK/PAUD

Kompetensi Sosial

16. | Bersikap inklusif, bertindak objektif, | 16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap
serta tidak diskriminatif karena peserta didik, teman sejawat dan
pertimbangan jenis kelamin, agama, lingkungan sekitar dalam melaksanakan
ras, kondisi fisik, latar belakang pembelajaran.
keluarga, dan status sosial ekonomi. | 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap

peserta didik, teman sejawat, orang tua
peserta didik dan lingkungan sekolah
karena perbedaan agama, suku, jenis
kelamin, latar belakang keluarga, dan
status sosial-ekonomi.

17. | Berkomunikasi secara efekdif, 17.1 Berkomunikasi dengan-teman sejawat
empatik, dan santun dengan dan komunitas ilmiahfainnya secara
sesama pendidik, tenaga santun, empatik-dan efektif.
kependidikan, orang tua, dan 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peseria
masyarakat. didik dan/masyarakat secara santun,

empatik, dan efektif tentang program
pembelajaran dan kemajuan peserta
didik.

173 . Mengikuisertakan orang tua peseria didik
dan masyarakat dalam program
pembelajaran dan dalam mengatasi
kesulitan belajar peserta didik.

18. | Beradaptasi di tempat bertugas-di 18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat
seluruh wilayah Republik lindonesia bekerja dalam rangka meningkatkan
yang memiliki keragamain sosial efekiivitas sebagai pendidik, termasuk
budaya. memahami bahasa daerah setempat.

18.2 Melaksanakan berbagai program dalam
lingkungan kerja untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualitas pendidikan di
daerah yang bersangkutan.

19. | Berkomunikasi dengan komunitas 19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat,
profesi sendiri dan profesi lain profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah
secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya meialui berbagai media dalam
lain. rangka meningkatkan kualitas

pendidikan.

19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi
pembelajaran kepada komunitas profesi
sendin secara lisan dan tulisan atau
bentuk lain.
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KOMPETENS! INTI GURU

KOMPETENSI GURU TKW/PAUD

Kompetensi Profesional

20. | Menguasai materi, struktur, konsep, | 20.1 Menguasai konsep dasar matematika,
dan pola pikir keilmuan yang sains, bahasa, pengetahuan sosial,
mendukung mata pelajaran yang agama, seni, pendidikan jasmani,
diampu. kesehatan dan gizi sebagai sarana

pengembangan untuk setiap bidang
pengembangan anak TK/PAUD.

202 Menguasai penggunaan berbagai alat
permainan untuk mengembangkan aspek
fisik, kognitif, sosial-emasional, nilai
moral, sosial budaya, dan bahasa anak
TK/PAUD.

20.3 Menguasai berbagai permainan anak.

21. | Menguasai standar kompetensidan | 21.1  Memahami‘kernampuan anak TK/PAUD
kompetensi dasar mata dalam‘setiap bidang pengembangan.
pelajaran/bidang pengembangan 21.2 Memahami kemajuan anak dalam setiap
yang diampu. kidang/pengembangan di TK/PAUD.

21.3 Memahami tujuan setiap kegiatan
pengembangan.

22. | Mengembangkan materi 22.177 Memilih materi bidang pengembangan
pembelajaran yang diampu secars yang sesuai dengan tingkat
kreatif. perkembangan peserta didik.

222 Mengolah materi bidang pengembangan
secara kreatif sesuai dengan tingkat

. perkembangan peserta didik.

23. | Mengembangkan keprofesionalan 23.1  Melakukan refieksi terhadap kinetja
secara berkelanjutan dengan sendiri secara terus menerus.
melakukan tindakan reflektif. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam

rangka peningkatan keprofesionalan.

23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk peningkatan keprofesionalan.

234 Mengikuti kemajuan zaman dengan
belajar dari berbagai sumber.

24, | Memanfaatkan teknologi informasi 241 Memanfaatkan teknologi informasi dan
dan komunikasi untuk komunikasi dalam berkomunikasi.
berkomunikasi dan 242 Memanfaatkan teknologi informasi dan
mengembangkan din. komunikasi untuk pengembangan dir.
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Tabel 2
Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI

No. KOMPETENS! INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

Kompetensi Pedagodik

1. | Menguasai karakteristik peserta
didik dari aspek fisik, moral,
sosial, kultural, emosional, dan
intelektual.

1A

1.2

1.3

14

Memahami karakteristik peserta didik usia
sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek
fisik, intelektual, sosial-emosional, moral,
spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
Mengidentifikasi potensipeserta didik usia
sekolah dasar dalam lima mata pelajaran
SD/MIL.

Mengidentifikasi kernampuan awal peserta
didik usia sekelah dasar daiam lima mata
pelajaran SD/MIL.

Mengideritifikasi kesulitan peserta belajar
usia sekolah dasar dalam lima mata
pelajaran ED/MI.

2. | Menguasai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik.

2.1

2.2

23

Memahami berbagai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
terkait dengan lima mata pelajaran SD/MLI.
Menerapkan berbagai pendekatan, strategi,
metode, dan teknik pembelajaran yang
mendidik secara kreatif dalam lima mata
pelajaran SD/MI.

Menerapkan pendekatan pembelajaran
tematis, khususnya di kelas-kelas awal
SD/MIL.

3. | Mengembangkar-kunkulum yang
terkait dengan mata
pelajaran/bidang pengembangan
yang diampu.

3.1
3.2

33

3.4

3.5

36

Memahami prinsip-prinsip pengembangan
kurikulum.

Menentukan tujuan lima mata pelajaran
SD/ML.

Menentukan pengalaman belajar yang
sesuai untuk mencapai tujuan lima mata
pelajaran SD/MI

Memilih materi lima mata pelajaran SD/M|
yang terkait dengan pengalaman belajar
dan tujuan pembelajaran.

Menata materi pembelajaran secara benar
sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan
karakteristik peserta didik usia SD/MI.
Mengembangkan indikator dan instrumen
penilaian.

4. | Menyelenggarakan pembelajaran
yang mendidik.

41

Memahami prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik.
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KOMPETENS! INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

4.2

4.3

44

45

46

Mengembangkan komponen-komponen
rancangan pembelajaran.

Menyusun rancangan pembelajaran yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas,
laboratorium, maupun lapangan.
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
di kelas, di laboratorium, dan di kapangan.
Menggunakan media pembelajaran sesuai
dengan karakteristik peserta didik dan lima
mata pelajaran SD/M| untuk mencapai
tujuan pembelajaran secara.utuh.
Mengambil keputusan transaksional dalam
lima mata pelajaran, SD/MI sesuai dengan
situasi yang berkembaig.

Memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran.

51

Memanfaatkan feknologi informasi dan
komunikasidalam pembelajaran.

Memfasilitasi pengembangan
potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.

6.1

6.2

Menyediakan berbagai kegiatan
pembsiajaran untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi belajar secara
optimal.

Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mengaktualisasikan
potensi peserta didik, termasuk
kreativitasnya.

Berkomunikasi secaraleféktif,
empatik, dan santun-dengan
peserta didik.

71

7.2

Memahami berbagai strategi berkomunikasi
yang efektif, empatik dan santun, baik
secara lisan maupun tulisan.
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan
santun dengan peserta didik dengan
bahasa yang khas dalam interaksi
pembelajaran yang terbangun secara
siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis
peserta didik, (b) memberikan pertanyaan
atau tugas sebagai undangan kepada
peserta didik untuk merespons, (c) respons
peserta didik, (d) reaksi guru tethadap
respons peserta didik, dan seterusnya.

Menyelenggarakan penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.

8.1

Memahami prinsip-prinsip penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
dengan karakteristik ima mata pelajaran
SD/MLI.
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8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil
belajar yang penting untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai dengan karakteristik fima
mata pelajaran SD/M).

8.3  Menentukan prosedur penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.

8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan
evaluasi proses dan hasif belajar.

8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan
hasil belajar secara berkesinambungan
dengan mengunakan beifbagai instrumen.

8.6 Menganailisis hasil penilaian proses dan
hasil belajar untuk berbagai tujuan.

8.7 Melakukan evaliasi proses dan hasil

belajar.
9. | Memanfaatkan hasil penilaiandan | 9.1  Menggunakarinformasi hasil penilaian dan
evaluasi untuk kepentingan evaludsiantuk menentukan ketuntasan
pembelajaran. belagar.

9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan
evaluasi untuk merancang program
reiriedial dan pengayaan.

9.3/ Mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi kepada pemangku kepentingan.

9.4  Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan
evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran.
10. | Melakukan tindakan refleidif intuk | 10.1  Melakukan refleksi terhadap pembelajaran
peningkatan kualitas A yang telah dilaksanakan.
pembelajaran. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan pengembangan lima mata
pelajaran SD/MI.

10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran lima
mata pelajaran SD/MI.

Kompetensi Kepribadian

11. | Bertindak sesuai dengan norma 11.1  Menghargai peserta didik tanpa

agama, hukum, sosial, dan membedakan keyakinan yang dianut, suku,

kebudayaan nasional Indonesia. adat-istiadat, daerah asal, dan gender.

11.2  Bersikap sesuai dengan norma agama yang
dianut, hukum dan norma sosial yang
berlaku dalam masyarakat, serta
kebudayaan nasional Indonesia yang
beragam.
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12. | Menampilkan diri sebagai pribadi | 12.1  Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
yang jujur, berakhlak muiia, dan 12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan
teladan bagi peserta didik dan dan akhlak mulia.
masyarakat. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh

peserta didik dan anggota masyarakat di
sekitamya.

13. | Menampilkan diri sebagai pribadi | 13.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang
yang mantap, stabil, dewasa, arif, mantap dan stabil.
dan berwibawa. 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang

dewasa, arif, dan berwibawa.

14. | Menunjukkan etos kerfja, tanggung | 14.1  Menunjukkan etos kerja-dan tanggung
Jjawab yang tinggi, rasa bangga jawab yang tinggi.
menjadi guru, dan rasa percaya 142 Bangga menjadi gury dan percaya pada diri
dini. sendiri.

14.3 Bekerja mandir secara profesional.

15. | Menjunjung tinggi kode etik 15.1 Merahanikode etik profesi guru.
profesi guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.

15.3 ( Berpenilaku sesuai dengan kode etik guru.
Kompetensi Sosial

16. | Bersikap inklusif, bertindak 16.1" Bersikap inklusif dan objektif terthadap
objektif, serta tidak diskriminatif peserta didik, teman sejawat dan
karena pertimbangan jenis lingkungan sekitar dalam metaksanakan
kelamin, agama, ras, kondisifisik; pembelajaran.
latar belakang keluarga, dan 16.2 Tidak bersikap diskriminatif lerhadap
status sosial ekonomi, peserta didik, teman sejawat, orang tua

peserta didik dan lingkungan sekolah
karena perbedaan agama, suku, jenis
kelamin, latar belakang keluarga, dan status
sosial-ekonomi.

17. | Berkomunikasi secara efektif, 17.1 Berkomunikasi dengan teman seéjawat dan
empatik, dan santun dengan komunitas iimiah lainnya secara santun,
sesama pendidik, tenaga empatik dan efektif.
kependidikan, orang tua, dan 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun,

empatik, dan efektif tentang program
pembeiajaran dan kemajuan peserta didik.
17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik
dan masyarakat dalam program
pembeiajaran dan dalam mengatasi
kesulitan belajar peserta didik.
12
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18.

Beradaptasi di tempat bertugas di
seluruh wilayah Republik
Indonesia yang memiliki
keragaman sosial budaya,

18.1

18.2

Beradaptasi dengan lingkungan tempat
bekerja dalam rangka meningkatkan
efektivitas sebagai pendidik, termasuk
memahami bahasa daerah setempat.
Melaksanakan berbagai program daiam
lingkungan kerja untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualitas pendidikan di
daereh yang bersangkutan.

19.

Berkomunikasi dengan komunitas
profesi sendin dan profesi lain
secara lisan dan tulisan atau
bentuk lain.

19.1

19.2

Berkomunikasi dengan teman sejawat,
profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya
meilalui berbagai media datam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan.
Mengkomunikasikan hasi-hasil inovasi
pembelajarankepada komunitas profesi
sendin secaralisan dan tulisan atau bentuk
lain.

Kompetensi Profesional

20,

Menguasai materi, strukdur,
konsep, dan pola pikic keilmuan
yang mendukung mata pelajaran
yang diampu.

201
20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

Bahasa Indonesia

Memahami hakikat bahasa dan
pemerolehan bahasa.

Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam
bahasa Indonesia.

Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa
Indonesia sebagai rujukan penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia
{menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis)

Memahami teori dan genre sastra
Indonesia.

Mampu mengapresiasi karya sastra
Indonesia, secara reseptif dan produktif.

Matematika

Menguasai pengetahuan konseptual dan
prosedural serta keterkaitan keduanya
dalam konteks materi aritmatika, aijabar,
geometri, tigonometri, pengukuran,
statistika, dan logika matematika.

Mampu menggunakan matematisasi
horizontal dan vertikal untuk
menyelesaikan masalah matematika dan
masalah dalam dunia nyata.
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209 Mampu menggunakan pengetahuan
konseptual, prosedural, dan keterkaitan
keduanya dalam pemecahan masaiah
matematika, serta. penerapannya dalam
kehidupan sehari-har.

20.10 Mampu menggunakan alat peraga, alat
ukur, alat hitung, dan piranti lunak
komputer.

IPA

20.11 Mampu melakukan observasi gejala alam
bak secara langsung maupuiv tidak
langsung.

20.12 Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-
hukum ilmu pengetahuan alam dalam
berbagai situasi‘kehidupan sehari-harn.

20.13 Memahami struktur ilmu pengetahuan alam,
termasuk hibungan fungsional
antarkcnsep, yang berhubungan dengan
mgta'pelajaran IPA.

IPS

20.14_ Menguasai materi keilmuan yang meliputi
dimensi pengetahuan, nilai, dan
keterampitan \PS.

2015 Mengembangkan maten, struktur, dan
konsep keilmuan IPS.

20.16 Memahami citacita, nilai, konsep, dan
prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam
konteks kebhinnekaan masyarakat
Indonesia dan dinamika kehidupan global.

20.17 Memahami fenomena interaksi
perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, kehidupan agama, dan
perkembangan masyarakat serta saling
ketergantungan globat.

PKn

20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi
dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan
penlaku yang mendukung kegiatan
pembelajaran PKn.

20.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian
nasional dan demokrasi konstitusional
Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta
tanah air serta bela negara.

20.20 Menguasai konsep dan prinsip
perlindungan, pemajuan HAM, serta
penegakan hukum secara adil dan benar.
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No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan
norma kewarganegaraan Indonesia yang
demokratis dalam konteks kewargaan
negara dan dunia.

21. | Menguasai standar kompetensi 211 Memahami standar kompetensi lima mata
dan kompetensi dasar mata pelajaran SD/MI.
pelgjaran/bidang pengembangan | 21.2 Memasahami kompetensi dasar lima mata
yang diampu. pelajaran SD/MI.

21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata
pelajaran SD/MI.

22. | Mengembangkan materi 22.1  Memilih materi lima mata-pelajaran SD/MI
pembelajaran yang diampu yang sesuai dengan tingkat perkembangan
secara kreatif. peserta didik.

222 Mengolah matérilima mata pelajaran SD/MI
secan integratif dan kreatif sesuai dengan
tingkat perkembangan peserta didik.

23. | Mengembangkan keprofesionalan | 23.1  Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri
secara berkefanjutan dengan secara\ terus menerus.
melakukan tindakan reflektif. 232 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka

peningkatan keprofesionalan.

23.3 7 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk
peningkatan keprofesionatan.

234 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar
dari berbagai sumber.

24. | Memanfaatkan teknologi informasi | 24.1  Memanfaatkan teknologi informasi dan
dan komunikasi unfuk komunikasi dalam berkomunikasi.
berkomunikasi dan '24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan
mengembangkan Giri: komunikasi untuk pengembangan diri.
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Tabel 3
Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, dan SMK/MAK*

No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENS! GURU MATA PELAJARAN
Kompetensi Pedagodik
1. Menguasai karakteristik 1.1 Memahami karakteristik peserta didik
peserta didik dan aspek fisik, yang berkaitan dengan aspexk fisik,
moral, spiritual, sosial, kukural, intelektual, sosial-emosional, moral,
emosional, dan intelektual. spiritual, dan latar belakang sosial-
budaya.

1.2  Mengidentifikasi potensi peserta didik
dalam mata pelaiaran yang diampu.

1.3  Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta
didik dalam mata pelajaran yang diampu.

1.4  Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta
didik datarmn'mata pelajaran yang diampu.

2. Menguasai teori belajar dan 21 Memahami berbagai teori belajar dan
prnsip-prinsip pembelajaran pringip-prinsip pembelajaran yang
yang mendidik. mendidik terkait dengan mata pelajaran
yang diampu.

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode, dan teknik pembelajaran
yang mendidik secara kreatif dalam mata

pelajaran yang diampu.
3. Mengembangkan kurikutam 31 Memahami prinsip-prinsip
yang terkait dengan mata pengembangan kurikulum.
pelajaran yang diampu. 3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang
diampu. :

3.3  Menentukan pengalaman belajar yang
sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diampu.

34  Memilih materi pembelajaran yang
diampu yang terkait dengan pengalaman
belajar dan tujuan pembelajaran.

3.5 Menata materi pembelajaran secara
benar sesuai dengan pendekatan yang
dipilih dan karakteristik peserta didik.

36 Mengembangkan indikator dan instrumen

penifaian.
4, Menyelenggarakan 41 Memahami prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik. pembelajaran yang mendidik.
42  Mengembangkan komponen-komponen
rancangan pembelajaran.
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No. KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN

43  Menyusun rancangan pembelajaran yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam
kelas, laboratorium, maupun lapangan.

44  Melaksanakan pembelajaran yang
mendidik di kelas, di laboratorium, dan di
lapangan dengan memperhatikan standar
keamanan yang dipersyaratkan.

4.5 Menggunakan media pembelajaran dan
sumber belajar yang relevan dengan
karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran yang diampu untuk mencapai
tujuan pembelajaran secara utuh.

46  Mengambil keputusan transaksional
dalam pembelajaran-yang diampu sesuai
dengan situasiyang berkembang.

5. Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran.

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pembelajaran yang
diampdy

6. Memfasilitasi pengembangan
potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.

6.1 Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi secara optimal.

6.2  Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mengaktualisasikan
potens) peserta didik, termasuk
kreativitasnya.

7. Berkomunikasi-secara efektif,
empatik, dan santun dengan
peserta didik:

71 Memahami berbagai strategi
berkomunikasi yang efektif, empatik, dan
santun, secara lisan, tulisan, dan/atau
bentuk lain.

7.2  Berkomunikasi secara efektf, empatik,
dan santun dengan peserta didik dengan
bahasa yang khas daiam interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik yang
terbangun secara siklikal dari (a)
penyiapan kondisi psikologis peserta didik
untuk ambil bagian dalam permainan
melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan
kepada peserta didik untuk ambil bagian,
(c) respons peserta didik terhadap ajakan
guru, dan (d) reaksi guru terhadap
respons peserta didik, dan seterusnya.
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No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
8. Menyelenggarakan penilaian 8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan
dan evaluasi proses dan hasil evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
belajar. dengan karakteristik mata pelajaran yang
diampu.

8.2  Menentukan aspek-aspek proses dan
hasil belajar yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran yang diampu.

8.3  Menentukan prosedur penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.

84  Mengembangkan instrumen penilaian
dan evaluasi proses'dan hasil belajar.

85  Mengadministrasikan penilaian proses
dan hasil belajar cecara
berkesinambungan dengan mengunakan
berbagaidnstrurnen.

8.6  Menganalisis hasil penilaian proses dan
hasil belajer untuk berbagai tujuan.

8.7  Melakukan evaluasi proses dan hasil

belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian 9.1~ Menggunakan informasi hasii penilaian
dan evaluasi untuk dan evaluasi untuk menentukan
kepentingan pembelajaran. ketuntasan belajar

9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian
dan evaluasi untuk merancang program
remedial dan pengayaan.

9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi kepada pemangku kepentingan.

94  Memanfaatkan informasi hasil penilaian
dan evaluasi pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.

10. Melakukan tindakan reflektif 10.1  Melakukan refleksi terhadap

untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang telah dilaksanakan.

pembelajaran. 10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan pengembangan
pembelajaran datam mata pelajaran yang
diampu.

10.3  Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dalam mata pelajaran yang
diampu.
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No.

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN

Kompetensi Kepribadian

1. Bertindak sesuai dengan 1.1 Menghargai peserta didik tanpa
norma agama, hukum, sosial, membedakan keyakinan yang dianut,
dan kebudayaan nasional suku, adat-istiadat, daerah asal, dan
Indonesia. gender.

11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama
yang dianut, hukum dan sosial yang
beriaku dalam masyarakat, dan
kebudayaan nasional Indonesia yang
beragam.

12. Menampilkan diri sebagai 12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
pribadi yang jujur, berakhlak 12.2 Berperilaku yarig mencerminkan
mulia, dan teladan bagi ketakwaan.dan akhlak mulia.
pesenta didik dan masyarakat. 12.3 Berperildaku yang dapat diteladan oleh

peseria didik - dan anggota masyarakat di
sekitarhya:

13. Menampilkan diri sebagai 13.1 7 Menampilkan din sebagai pribadi yang
pribadi yang mantap, stabil, mantap dan stabil.
dewasa, arif, dan berwibawa. 1322 ) Menampilkan dir sebagai pribadi yang

dewasa, arif, dan berwibawa.

14. | Menunjukkan etos kefja, _ 141 Menunjukkan etos kerja dan tanggung
tanggung jawab yang tingoi; jawab yang tinggi.
rasa bangga menjadi guru, 142 Bangga menjadi guru dan percaya pada
dan rasa percaya din. diri sendin.

14.3  Bekerja mandin secara profesional.

15. Menjunjung, tinggi kode etik 15.1 Memahami kode etik profesi guru.
profesi glru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.

15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik
profesi guru.

Kompetensi Sosial

18. Bersikap inklusif, bertindak 16.1  Bersikap inklusif dan objektif terhadap
objektif, serta tidak peseria didik, teman sejawat dan
diskriminatif karena lingkungan sekitar datam meiaksanakan
pertimbangan jenis kelamin, pembelajaran.
agama, ras, kondisi fisik, latar | 16.2  Tidak bersikap diskriminatif terhadap
belakang keluarga, dan status peserta didik, teman sejawat, orang tua
sosial ekonomi. peserta didik dan lingkungan sekolah

karena perbedaan agama, suku, jenis
kelamin, latar belakang keluarga, dan
status sosial-ekonomi.
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No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENS|I GURU MATA PELAJARAN

17. Berkomunikasi secara efektif, 17.1  Berkomunikasi dengan teman sejawat
empatik, dan santun dengan dan komunitas ilmiah lainnya secara
sesama pendidik, tenaga santun, empatik dan efektif.
kependidikan, orang tua, dan 172 Berkomunikasi dengan orang tua peserta
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun,

empatik, dan efektif tentang program
pembelajaran dan kemajuan peserta
didik.

17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik
dan masyarakat dalam program
pembelajaran dan datam mengatasi
kesulitan belajar peseria didik.

bertugas di seiuruh wilayah bekerja dafam rangka meningkatkan

Republik Indonesia yang efektivitas Sebagai pendidik.

memiliki keragaman sosiat 18.2  Melaksanakan berbagai program dalam

budaya. lingkungan kerja untuk mengembangkan
darn p®ningkatkan kualitas pendidikan di
daerah yang bersangkutan.

19. Berkomunikasi dengan 19.1.//Berkomunikasi dengan teman sejawat,
komunitas profesi sendiri dan profesi imiah, dan komunitas iimiah
profesi lain secara lisan dan fainnya melalui berbagai media datam
tulisan atau bentuk lain. rangka meningkatkan kualitas

pembelajaran.

19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi

pembelajaran kepada komunitas profesi
sendini secara lisan dan tulisan maupun
bentuk lain.

Kompetensi Profesional

20. Menguasa) materi, struktur,
konsep, dan pola pikir

Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masing-
masing guru mata pelajaran disajikan setelah

keilmuan yang mendukung tabel ini.
mata pelajaran yang diampu.

21. Menguasai standar 21.1  Memahami standar kompetensi mata
kompetensi dan kompetensi pelajaran yang diampu.
dasar mata pelajaran yang 21.2 Memahami kompetensi dasar mata
diampu. pelajaran yang diampu.

21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang
diampu.

22. Mengembangkan materi 221 Memilih materi pembelajaran yang
pembelajaran yang diampu diampu sesuai dengan tingkat
secara kreatif. perkembangan peserta didik.
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No. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu
secara kreatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

23. Mengembangkan 231 Melakukan refleksi tarhadap kineria
keprofesionalan secara . sendin secara terus menerus.
berkelanjutan dengan 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam
meilakukan tindakan reflektif. rangka peningkatan keprofesionalan.

23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk peningkatan keprofesionalan.

23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan
belajar dan berbagai sumiber.

24. Memanfaatkan teknologi 24.1 Memanfaatkan teknologi infformasi dan
informasi dan komunikasi komunikasidatany berkomunikasi.
untuk mengembangkan diri. 242 Memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk pengembangan diri.

Kompetensi Inti Guru butir 20 untuk setiap guru mata pelajaran dijabarkan
sebagai berikut.

1. Kompetensi Guru mata peiajaran Pendidikan Agama pada SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA, SKRKWMAK®

1.1 Kompetensi GuruPendidikan Agama Islam

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir itmu-ilmu
yang relevarrdengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

~ Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan/dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

1.2 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Kristen

- Menginterpretasikan mater, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.
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1.3 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik

— Menginterpretasikan maten, struktur, konsep, dan pola pikir iimu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir iimu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.
1.4 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Hindu

- Menginterpretasikan maten, sbuktur, konsep, dan pola pikir ilmu-iimu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.

- Menganalisis maten, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembetajaran Pendidikan Agama Hindu.

1.5 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha

—~ Menginterpretasikan maten, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan-Agama Buddha.

- Menganalisis maten, struktur, konsep,“dan- pola pikir iimu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.

1.6 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Konghucu

-~ Menginterpretasikan maten) struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-iimu
yang relevan dengan pembelzjaran Pendidikan Agama Konghucu.

— Menganalisis materi; struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembefajaran Pendidikan Agama Konghucu.

2. Kompetensi Guru  mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK*

— Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

- Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap
kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan kewarganegaraan
(civic skills).

- Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

3. Kompetensi Guru mata pelajaran Seni Budaya pada SD/MI, SMP/MTs,
dan SMAMA, SMK/MAK*

- Menguasai maten, struktur, konsep, dan pola pikir keitmuan (mencakup
materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasirekreasi) yang
mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik,
tari, teater) dan keterampilan.
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- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Seni Budaya.

4. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan pada SO/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK*

— Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai
aturan dan profesi.

— Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani.

— Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya

- Menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia.

-~ Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latifian.

— Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk motivasi
dan tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi din.

— Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja din, termasuk dinamika sosial;
etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan-perbedaan jenis kelamin.

— Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek yang
mempengaruhinya.

- Menjelaskan teon belajar gerak, termasuk” keterampilan dasar dan
kompleks dan hubungan timbal balik-di antzra domain kognitif, afektif dan
psikomotonik.

5. Kompetensi Guru mata pelajaian Matematika pada SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK*

-~ Menggunakan bilangan,.hubungan di antara bilangan, berbagai sistem
bilangan dan teori bilangan.

— Menggunakan pengukiran dan penaksiran.

— Menggunakanlogika matematika.

— Menggunakarikonsep-konsep geometri.

- Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.

— Menggunakan pola dan fungsi.

— Menggunakan konsep-konsep aljabar.

— Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geomeitri analitik.

-~ Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.

-~ Menggunakan trigonometri.

~ Menggunakan vektor dan matriks.

— Menijelaskan sejarah dan filsafat matematika.

- Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak
komputer, model matematika, dan model statistika.

23

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41507.pdf

6. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK"

—~ Mengoperasikan komputer personal dan penferainya.

— Merakit, menginstalasi, men-sefup, memeiihara dan melacak serta
memecahkan masalah (troubleshooting) pada komputer personal.

~ Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa
pemrograman berorientasi objek.

~ Mengolah kata (word processing) dengan komputer personal.

- Mengolah lembar kerja (spreadsheefy dan grafik dengan komputer
personal.

- Mengelola pangkalan data (data base) dengan komputer personal atau
komputer server.

— Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah-/komunikasi visual
dan interpersonal.

— Membuat media grafis dengan menggunakan péerangkat lunak publikasi.

- Membuat dan memelihara jaringan komputer (Kabel dan nirkabel).

— Membuat dan memelihara situs laman {web).

- Menggunakan sarana telekomunikasi'(lefephone, mobilephone, faximile).

- Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan
gambar, audio dan video.

- Menggunakan teknologi/informasi dan komunikasi dalam disiplin atau
materi pembelajaran lain dansebagai media komunikasi.

-~ Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/sumber daya dengan
memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan.

— Mengoperasikan- perangkat keras dan perangkat lunak pendukung
pembelajaran,

— Memahami EULA (End User Licence Agreement) dan keterbatasan serta
keluasan.genggunaan perangkat lunak secara legal.

7. Kompetensi Guru mata pelajaran IPA pada SMP/MTs

— Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta
penerapannya secara fleksibel.

— Memahami proses berpikir iPA dalam mempelajan proses dan gejala alam

— Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala
alam.

— Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA
dengan matematika dan teknologi.

— Bemalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum
alam sederhana. '
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- Menerapkan konsep, hukum, dan teon IPAuntuk menjelaskan berbagai
fenomena alam.

- Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama
yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-han.

— Memahami lingkup dan kedalaman [PA sekolah.

- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.

- Menguasai prinsip-prinsip dan teon-teon pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah.

- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembelajaran |IPA di kelas, laboratorium.

- Merancang eksperimen [PA untuk keperluan pembelajaran  atau
penelitian

- Melaksanakan eksperimen {PA dengan cara yang benar.

- Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang
mendasarn perkembangan tersebut.

8. Kompetensi Guru Mata pelajaran Biologi pada  SMA/MA, SMK/MAK"*

— Memahami konsep-konsep, hukum-hukumi, dan teori-teori biologi serta
penerapannya secara fleksibel.

~ Memahami proses berpikir biologi(dalam mempelajari proses dan gejala
alam.

- Menggunakan bahasa simbolik ddlarmn mendesknpsikan proses dan gejala
alam/biologi.

— Memahami struktur (tertnasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
Biologi dan ilmu-ilmudain yang terkait.

- Bemalar secara kdalitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum
biologi.

— Menerapkan-konsep, hukum, dan teori fisika kimia dan matematika
untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena biologi.

— Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang
terkait\dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan
sehari-hari.

— Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah.

— Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu
biologi dan ilmu-ilmu  yang terkait.

- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah.

- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembeiajaran biologi di kelas, laboratorium
dan lapangan.

— Merancang eksperiment biologi untuk keperluan pembelajaran atau
penelitian.

- Melaksanakan eksperiment biologi dengan cara yang benar.
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— Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khusunya biologi
dan pikiran-pikiran yang mendasan perkembangan tersebut.

9. Kompetensi Guru mata pelajaran Fisika pada SMA/MA, SMK/MAK*

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teon-teon fisika serta
penerapannya secara fleksibel.

— Memahami proses berpikir fisika dalam mempelajan proses dan gejala
alam.

~ Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala
atam.

-~ Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar, konsep) ilmu
Fisika dan ilmu-ilmu lain yang terkait.

— Bemalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang'proses dan hukum
fisika.

— Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika untukimenjelaskan fenomena
biologi, dan kimia.

—~ Menjelaskan penerapan hukum-hukum fisika cdalam teknologi terutama
yang dapat ditemukan dalam kehidupan‘sehari-hari.

— Memahami lingkup dan kedalaman fisika sekolah.

- Kreatif dan inovatif dalam penerapan) dan pengembangan bidang iimu
fisika dan iimu-ilmu yang terkait.

- Menguasai prinsip-prinsip dan, teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium fisika sekolah.

- Menggunakan alat-alat_ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembelajaran fisika di kelas, laboratorium,
dan lapangan.

- Merancang eksperimen fisika untuk keperiuan pembelajaran atau
penelitian,

- Melaksanakan, eksperimen fisika dengan cara yarig benar.

— Memaharmi sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya fisika
dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

10. Kompetensi Guru mata pelajaran Kimia pada SMA/MA, SMK/MAK*

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang
meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya
secara fieksibel.

~ Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala
alam.

— Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala
alam/kimia.

- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
Kimia dan ilmu-iimu fain yang terkait.

— Bemalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum
kimia.
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— Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dan matematika untuk
menjelaskan/mendeskripsikan fenomena kimia.

- Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi yang terkait
dengan kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-
hani.

-~ Memahami lingkup dan kedalaman kimia sekolah.

- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang iimu
yang terkait dengan mata pelajaran kimia.

- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah.

— Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, Jaboratorium
dan lapangan.

— Merancang eksperment kimia untuk keperluan pembeélajaran atau
penelitian.

— Melaksanakan eksperiment kimia dengan cara yang benar.

- Memahami sejarah perkembangan IPA pada_umumnya khusunya kimia
dan pikiran-pikiran yang mendasan perkembangan tersebut.

11. Kompetensi Guru mata pelajaran llmu Pengetahuan Sosial (J1PS) pada
SMP/MTs

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS
baik dalam lingkup lokal,.nasional, maupun global.

— Membedakan struktur keiimuyan IPS dengan limu-ilmu Sosial.
— Menguasai konsep daripola pikir keilmuan dalam bidang IPS.
- Menunjukkan matifaat mata pelajaran IPS.

12. Kompetensi Guru mata pelajaran Ekonomi pada SMA/MA, SMK/MAK*

- Meniahami” materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukang mata pelajaran Ekonomi.

~ Membedakan pendekatan-pengekatan Ekonomi.
-~ Menunjukkan manfaat mata pelajaran Ekonomi.

13. Kompetensi Guru mata pelajaran Sosiologi pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Memahami materi, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung
mata pelajaran Sosiologi.

~ Memahami angkah-langkah kerja ilmuwan sosial.

- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sosioligi.
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14. Kompetensi Guru mata pelajaran Antropologi pada SMA/MA, SMK/MAK*
- Memahami materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran Antropologi.
-~ Membedakan jenis-jenis Antropologi.
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran Antropologi.

15. Kompetensi Guru mata pelajaran Geogafi pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geograft. -
- Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.
~ Menguasai maten geografi secara luas dan mendalam
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi
16. Kompetensi Guru mata pelajaran Sejarah pada SMA/MA, SMK/MAK*
- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah.
- Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah.
- Menguasai maten Sejarah secara luas dan mendalam.
~ Menunjukkan manfaat mata pelajaran Seiarah.

17. Kompetensi Guru mata pelajarari-Bahasa Indonesia pada SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK*

- Memahami konsep, teos, 'dan maten berbagai aliran linguistk yang
terkait dengan pengémbangan maten pembelajaran bahasa.

- Memahami hakekat bahasa dan pemerolehan bahasa.

- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.

— Menguasai “kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan
bahasadndonesia yang baik dan benar.

- Memahamiteon dan genre sastra Indonesia.
- Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktf.

18. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Asing

18.1. Kompetensi Guru Bahasa Inggris pada SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA, SMK/MAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Inggns (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

- Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).
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18.2. Kompetensi Guru Bahasa Arab pada SMA/MA, SMK/MAK"

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Arab (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

-~ Menguasai bahasa Arab lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistk, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

18.3. Kompetensi Guru Bahasa Jerman pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Jerman (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Jerman lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatimya (linguistk,” wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

18.4. Kompetensi Guru Bahasa Perancis pada SMA/MA, SMK/MAK*

- Menmiliki pengetahuan tentang berbagai‘aspek kebahasaan dalam
bahasa Perancis (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Perancis lisan, dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis):

18.5.. Kompetensi Guru Bahasa Jepang pada SMA/MA, SMKX/MAK*

- Memiliki pengetaliuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Jepang-{linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

- Menguasai_balasa Jepang lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala ~ aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistiX, dan strategis).

18.6. Kompaiensi Guru Bahasa Mandarin pada SMA/MA, SMIK/MAK*

—~ ‘Memiiiki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Mandarin (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Mandarin lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistk, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Salinan sesuai dengan aslinya. TTD.
Biro Hukum dan Organisasi BAMBANG SUDIBYO
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Baglan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum |,

Muslikh, S.H.
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NIP 131479478

BAB tV
STANDAR ANTARA

Penjelasan Pasal 94 butir ¢ pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaag-berbunyi: "Sebelum standar
kualifikasi akademik beriaku efektif, BSNP ‘mengembangkan Standar Antara
yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini”. Rumusan ini
mengharuskan dikembangkannya\Standar Antara. Standar Antara diperiukan
untuk kepentingan seriifikagi.guru yang diberlakukan pada masa transisi yaitu
selama 15 tahun sesuai‘deingan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar NasionajvPendidikan. Setelah masa transisi tersebut, Standar
Antara tidak diberlakukan lagi.

Standar Antara ditentukan berdasarkan analisis keadaan nyata kualifikasi
akademik guru di lapangan dan kualifikasi akademik yang dikehendaki oleh
ketentuan perundang-undangan. Menyadari hal tersebut di atas dan
mempertimbangkan tingkat kesiapan pada pemerintah, maka bagi guru yang
belum berkualifikasi D-IV/S1, namun telah berkualifikasi D-1l untuk Guru TK/RA,
SD/MI, dan DHIl untuk Guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK" dapat diberikan
kesempatan untuk memperoleh sertifikat 8 melalui uji kompetensi sehingga
dapat memenuhi Standar Antara seperti yang termuat dalam Tabel 4.

Tabel 4
Persyaratan Standar Antara
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Minimal Penguasaan

Kompetensi Secara
Kualifikasi Akademik K::eluruhan
50% 75%
D-1l (Guru TK/RA dan SD/MY) Sertfikat B -

D-lil (Guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*) Sertfikat B -
D-iVIS1 (TK/RA, SD/MI, SMPMTs, SMA/MA,

. Sertfikat B Sertfikat A
| SMIK/MAK™*) |

Keterangan Tabel 4.
*) Hanya untuk guru kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

Sertifikat B mempersyaratkan minimal rata-rata persentase untuk setiap kompetensi
inti guru 40%.

Sertifikat A mempersyaratkan minimal ratarata perseritase untuk setiap kompetensi
inti guru 60%.

Kedua jenis tingkat sertifikasi tersebut dapat ditempuh oleh guru yang
berada di lapangan untuk memungkinkan mereka yang sekarang baru
mempunyai kualifikasi akademik D-lhuntuk guru TK/RA dan SD/MI, D-lit untuk
guru SMPMTs, SMA/MA, SMK/MAK® dan yang sederajat untuk dapat mengikuti
uji kompetensi sambil merunggu” kesempatan mengikuti pendidikan S1 yang
relevan. :

Sertifikat A diberikan kepada guru yang berkualifikasi akademik D-1V/S1
yang lulus uji komipetensi dengan penguasaan kompetensi secara keseluruhan
minimal 75%"dan rata-rata persentase untuk setiap butir kompetensi inti guru
minimal 60%. Sertifikat B diberikan kepada guru yang memiliki kualifikasi
akademik D-ll untuk guru TK/RA dan SD/MI atau D-ill untuk guru SMP/MTs,
SMAMA, SMK/MAK* dan yang sederajat, dengan penguasaan kompetensi
secara keseluruhan minimal 50% dan rata-rata persentase untuk setiap
kompetensi inti guru minimal 40%.

Mereka yang telah berkualifikasi D-Il untuk guru TK/RA dan SD/MI atau
D) untuk guru SMPMTs, SMA/MA, SMKMAK"* dan yang sederajat dapat
mengikuti uji kompetensi dan jika berhasil akan mendapat sertifikat B, karena
belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuah.Pasal 35 ayat (4),
Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42\ayat (3), Pasal 43 ayat
(2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat“{4),-dan Pasal 61 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, perlu menetapkan Peraturani-Pemerintah tentang Standar

Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Noriior 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.  Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.  Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang

P.PRINo. I9 Tahun 2085 )
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dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4.  Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5.  Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

6.  Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelak-
sanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untukc.mencapai standar
kompetensi lulusan.

7.  Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan
dan kelayakan mavpun mental, serta pendidikan dalam-jabatan.

8.  Standar sarana dan prasarana adalah standar’nasional pendidikan yang berkaitan
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat
berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk
menunjang prosés pembelajaran, ¢termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.

9.  Standar pengelolaan adalah-standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan,-dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, kabGpaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi
dan efektivitas peny¢lenggaraan pendidikan.

10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang
diperiukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat
berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan
secara teratur dan berkelanjutan.

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Kerangka dasar kurikulum adaiah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat
satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
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15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun
oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.

17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur
pencapaian hasil belajar peserta didik.

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan
mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan \pada setiap jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungiawaban penyelengga-
raan pendidikan.

19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk miéngukur pencapaian kompetensi
peserta didik secara berkelanjutan dalam proses|pembelajaran, untuk memantau
kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik:

20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi
peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu
satuan pendidikan.

21. Akreditasi adalah kegiatan penildian kelayakan program dan/atau satuan pendi-
dikan berdasarkan kriteria yarng telah ditetapkan.

22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan
mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan,
dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

24. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit
pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk
membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi bimbingan, arahan, saran,
dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan
nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk
mencapai standar nasional pendidikan.

2S. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M
adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau
satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjuinya disebut
BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program

P.PRINo. 19 Tahun 2005 . .
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dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan.

27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT
adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan.

28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendi-
dikan.

BAB IT

LINGKUP, FUNGSI, DAN TUNUAN

Pasal 2

(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan.meliputi :

Standar isi;

Standar proses;

Standar kompetensi lulusan;

Standar pendidikdn dariénaga kependidikan;
Standar sarana’dar prasarana;

Standar pengelélaan;

Standar pembiayaan; dan

Standar penilaian pendidikan.

SRme o0 o

{2) Untuk\penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi, dan sertifikasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang

bermutu.

Pasal 4
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Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasionai dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat.

BABIHI
STANDAR ISI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat lOmpetensi untuk mencapai
kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

(2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ‘ayat'(1) memuat kerangka dasar dan
struktur kurikuium, beban belajar,/kKurikulum tingkat satuan pendidikan, dan
kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikutum

Pasal 6

(1) Kurikulum_untuk” jenis pendidikan umum, kejuruvan, dan khusus pada jenjang
pendidiKan'dasar dan menengah terdiri atas :

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
Kelompok mata pelajaran estetika;

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

o poop

(2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata
pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.

(3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan
menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan
hidup dan keterampilan.

P.PR.INa, 19 Takusn 2005
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(4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembela-
jaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan-
/atau penghayatan peserta didik.

(5) Semua kelompok mata peiajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan
peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

(6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat
menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis,
kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

(1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada*SD/Mi/SDLB/Paket A,
SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket.C, SMK/MAK, atau bentuk
lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatdn -daf/atau kegiatan agama,
kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan.teknologi, estetika, jasmani,
olah raga, dan kesehatan.

(2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB-
/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK,
atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan
agama, akhlak mulia, kewarganegatasn, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan
jasmani.

(3) Kelompok mata pelajaren .ilinu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB-
/Paket A, atau bentuk.daifi ‘yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau
kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial,
keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

(4) Kelompok finata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/-
SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan
dan/ataukegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan
sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta
muatan lokal yang relevan.

(5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/-
SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan
dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan
sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan
lokal yang relevan.

(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau
bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa,
matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan,
kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

P.PRI No. 19 Taknn 2005
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(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/-
SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang
sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya,
keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/M/-
SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/-
MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau
kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan
alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8
(1) Kedalam muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan. dituangkan dalam

kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan. '

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi
dan kompetensi dasar.

(3) Ketentuan mengenai kedalaman muaian kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditétapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

(2) Kurikulum tingkst satdan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan
agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

(3) Selain keteritan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan
pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang
bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau
Matematika.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendi-
dikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga

L3 2008
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Beban Belajar

Passal 10

(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/-
MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap
minggu sctiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai
kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

(2) MIMTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan
akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka,
dan persentase beban belajar setiap kelompok maftapelajaran ditetapkan dengan
Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11

~ (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat
dinyatakan dalam satuan kredit semesier (SKS).

(2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK ataun bentuk lain yang sederajat
pada jalur pendidikan forinal, kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan
kredit semester.

(3) Beban belajar untik SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat
pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit
semester,

(4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan
sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12
(1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka,
praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentuken
dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

PP RINg. I9 Takun 2005 .
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Pasal 13

(1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat,
SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain
yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.

(2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan voka-
sional. ‘

(3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat
merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran.agama dan akhlak
mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan” dan kepribadian,
pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan, dan-teknologi, kelompok
mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok«mata pelajaran pendidikan
jasmani, oleh raga, dan kesehatan.

(4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, (2), dan (3)
dapat diperoleh peserta didik dari satuan_pendidikan yang bersangkutan atan dari
satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14

(1) Kvurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan
kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat
memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(2) Pendidikan berbasis’keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
pendidikan _kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan
kelompok) mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan
jasmani, oiah raga, dan kesehatan.

(3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari
satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 15

(1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi
dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-
masing perguruan tinggi.

PP RINo. 19 Takun 2005
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Bagian Keempat
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

(1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar
dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun olech BSNP,

(2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya :

a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/-
SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidik-
an formal kategori standar;

b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan nntuk~SD/MI/SDLB/-
SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK-pada jalur pendidik-
an formal kategori mandiri;

(3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikar jenjang pendidikan dasar
dan menengah keagamaan berpedoman pada panddati yang disusun oleh BSNP.

(4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayab (3) berisi sekurang-kurangnya model-
mode! kurikulum satuan pendidikan~keagamaan jenjang pendidikan dasar dan
menengah,

(5) Model-model kurikulum tingkat, saian pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan
pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan
pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17

(1) Kurikulur—tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,
SMA/MAI/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan
sesuai defgan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial
budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah,
mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan
kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi
dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD,
SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di
bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

(3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B,
dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang
pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan
pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.

P.PR.INo. I9 Tabun 2005 . .
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(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi perguruan tinggi
dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan
mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima
Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

(1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran,
minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

(2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat“berbentuk jeda tengah
semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester:

(3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dipiaksud pada ayat (1) untuk setiap
satuan pendidikan diatur lebih Janjut dengan Peratran Menteri.

BAB IV
STANDAR PROSES

Pasal 19

(1) Proses pembelajaran “patia- satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berparti-
sipasi aktif, serta,memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan
kemandirian, sesuai-dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik:

(2) Selain keténtuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran
pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksa-
naan proses pembelajaran, penilaian hasil pemnbelajaran, dan pengawasan proses
pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembela-

jaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode
pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Kolek%mﬁmsmsitas Terbuka 11
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Pasal 21

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar
maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik,
dan rasion maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkaﬁ budaya
membaca dan menulis.

Pasal 22
(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasai*{9 ayat (3) pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian
sesuai dengan kompentensi dasar yang harus dikuasai.

(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) dapat berupa tes tulis,
observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok ‘matd pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi
secara individual sekurang-kurangnya'dileksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)

meliputi pemantauan, supérvisiy €valuasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak

lanjut yang diperlukan,
Pasal 24
Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian

hasil pembelajafan dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BABYV
STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Pasal 25

(1) Standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam
penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

P.PR.J No. 19 Takun 2005
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(2) Standar kompetensi lulusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata
kuliah atau kelompok mata kuliah.

(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan
membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26

(1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar” bertujuan untuk
meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, “ahklak mulia, serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(2) Standar kompentensi lulusan pada satuan pendidikanvmenengah umum bertujuan
untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahudn, kepribadian, akhlak mulia, serta
ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

(3) Standar kompentensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan
untuk meningkatkan kecerdasan,-pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta
ketrampilan untuk hidup mandiri\dan” mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai
dengan kejuruannya.

(4) Standar kompetensi lalusarn’‘pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia,
memiliki pengetahivany ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan,
mengembangkan, \seria menerapkan ilmu teknologi, dan seni, yang bermanfaat
bagi kemaniisiaan,

Pasal 27

(1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan
nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Standar kompetensi [ulusan pendidikan tingg) ditetapkan oleh masing-masing
perguruan tinggi.
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BAB V1
STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 28

(1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional,

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat—(l) adalah tingkat
pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang'pendidikan yang dibuktikan
dengan ijazah darn/atau sertifikat keahlian yafig'-reievan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran’ pada’jenjang pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
a. Kompetensi pedagogik;
b. Kompetensi kepribadian;
c. Kompetensi profesional; dan
d. Kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak-memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat'{2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan
diperlukan dapat, diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan
kesetaraan.

(5) Kualifikasi, akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana
dimaksud )pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki :
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-1V) atau Sar-
jana (S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependi-
dikan lain, atau psikologi; dan
¢. Sertifikat profesi guru untuk PAUD

(2) Pendidik pada SD/M], atau bentuk lainiyang sederajat memiliki :

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana
S
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b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI1, kependidikan
lain, atau psikologi; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI

(3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana
(ShH
b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai
dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs

(4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-1V) atau sarjana
(S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai
dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
¢. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA

(5) Pendidikan pada SDLB/SMPLB/SMALB/ atiu bentuk lain yang sederajat memi-
liki :
a. kualifikasi akademik pendidikan/‘minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana
(S1) latar belakang pendidikan.tinggy dengan program pendidikan khusus atau
sarjana yang sesuai dengan‘mata pelajaran yang diajarkan; dan
b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB

(6) Pendidik pada SMK/MAK, .atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana
(S1)
b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai
dengan‘'mata pelajaran yang diajarkan; dan
c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK

Pasal 30

(1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penu-
gasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuvai dengan
keperluan.

(2) Pendidikan pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata
pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan
sesuai dengan keperluan.

(3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya

mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta gurn
kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

PPRI 19 Te 2005 . .
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(4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau
bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya
ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperiuan.

(5) Pendidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata
pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh
masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan
pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan
pendidikan sesuai dengan keperluan.

(7) Pendidikan pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket'C terdini atas tutor
penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya
ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(8) Pendidikan pada iembaga kursus dan pelatihan Keterampilan terdiri atas pengajar,
pembimbing, pelatih atau instruktur, dan pengii.

Pasal 31

() Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum :
a. lulusan diploma empat (D-IV) dtau sarjana (S1) untuk program diploma;
b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
¢. lulusan program doktor{S53) untuk program magister (S2) dan program doktor
(83)

(2) Selain kualifikasi ‘pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a,
pendidik pada ‘program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan
tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

(3) Selain“kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b,
pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana
sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh
perguruan tinggi.

Pasal 32

(1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi
minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagai-
mana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31
menteri yang menangani urusan pemerintzhan di bidang agama dapat memberikan
kriteria tambahan.

Na 19
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Pasal 33

(1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki
kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri ber-
dasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Tenaga kependidikan pada :

a. TK/RA atau bentuk lain yang sedérajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala
TK/RA dan tenaga kebersihan. TK/RA

b. SD/MI atau bentuk lain yang séderajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala
sekolah/madrasah, tenaga “admiinistrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga
kebersihan sekolah/madrasah’

¢. SMP/MTs atau bentuk.lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain
yang sederajat’ sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah,
tenaga administrasi,” tenaga perpustakaan, tenaga iaboratorium, dan tenaga
kebersihan.sekolah/madrasah.

d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas
kepala,_sekolah/madrasah, tenaga administrasi tenaga perpustakaan, tenaga
labordtorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau- bentuk lain yang sedersjat sekurang-
kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpus-
takaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber bela-
jar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.

f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola
kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.

g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya
terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan
dan laboran.

(2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

P.PRI No. 19 Tahun 2005
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Pasal 36

(1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompe-
tensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

(1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi
dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan ‘pada lembaga kursus
dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

(1) Kiriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi

a. Berstatus sebagai guni TK/RA;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan’ kompetensi sebagai agen pembelajaran
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

¢. Meliliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
dan

d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendi-
dikan.

(2) Kiriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi :

a. Berstatus sebagai guru SD/MI;

b. Memiliki-kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
sesuai\ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

¢. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
dan

d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendi-
dikan.

(3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi :

a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

¢. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di
SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan

d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendi-
dikan.

PPRINa 19T 2005
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(4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi :

a. Berstatus sebagai guru pada satnan pendidikan khusus;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

¢. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan
pendidikan khusus; dan

d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di
bidang pendidikan khusus.

(5) Kiriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi :

a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya)8 ‘(delapan) tahun atau kepala
sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang
sesuai dengan satuan pendidikan yang/diawasi;

b. memiliki sertifikat pendidikan fungsiena! sebagai pengawas satuan pendi-
dikan;

¢. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Kriteria pengawas suatu satuan‘pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40
(1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan

(2) Kriteriasminimal untuk menjadi penilik adalah :

a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan
pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau
pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;

b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

¢. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan

d. Lulus seleksi scbagai penilik

(3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki
tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembela-
jaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

P.PR.1Ne. 19 Takun 2005
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(2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 42

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis
pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pem-
belajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarafa yang meliputi lahan, ruang
kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruafng pendidikan, ruang tata usaha,
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang béngkel! kerja, ruang unit produksi,
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat bérolahraga, tempat beribadah, tempat
bermain, tempat berkreasi, dan ruangftempat lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teraturdan berkelanjutan.

Passl 43

(1) Standar keragaman jenis/peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA),
laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada
satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan
yang harus tersedia,

(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
rasio miniftialjumlah peralatan per peserta didik.

(3) Standar“buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di
perpustakaan satuan pendidikan.

(4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio
minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di
perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh
BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam
rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber
belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

P.PRI No. 19 Takun 2005
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Pasal 44

(1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan
pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan
untuk menjadikan satuan pendndlkan suatu lingkungan yang secara ekologis
nyaman dan sehat.

(2) Standar lahan satvan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta
didik.

(3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan
pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak
lahan satuan pendidikan di dalam kiaster satuan pendidikan yang menjadi
pengumpan masukan peserta didik.

(4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal
yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau’satuan pendidikan tersebut.

(5) Standar letak lahan satuan pendidikan remipertimbangkan keamanan, Kenya-
manan, dan kesehatan lingkungan,

Pasalds

(1) Standar rasio luas ruang kelas\per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan
ditetapkan dengan Peraturan Mentferi.

(2) Standar rasio luas’ bahgunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan
ditetapkan dengan Pératuran Menteri.

(3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah
adalah kelas B,

(4) Standar Kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.

(5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan
harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

(6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46
(1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendididk, dan/atau tenaga

kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke
sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

P.PRINo. 19 Tahun 2005
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(2) Kiriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

(1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimanan dimaksud dalam
Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang
bersangkutan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan secara berkala dan
berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

(3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada dyat’ (2) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana diniaksod dalam Pasal 42 sampai 47
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Pératuran Menteri.

BAB VII
STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Standar Pengelolaan Oleh Satnan Pendidikan

Pasal 49

(1) Pengéelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian,
kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan
otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong
kemandirian.dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan
area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan
tinggi.

Pasal 50

(1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung
Jawab pengelolaan pendidikan.
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau
bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan
pendidikan.

(3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang
sederajat kepala santuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu
minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara
berturut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51

(1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang
akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidikan yang dipimpin oleh kepala
satuan pendidikan.

(2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang
non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala
satuan pendidikan.

(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prin-
sip musyawarah mufakat yang berorientasi\pada peningkatan mutu satuan pendi-
dikan.

Pasai 52

(1) Setiap satuan pendidikan harus,memiliki pedoman yang mengatur tentang :

a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;

b. Kalender pendidikaii’akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas
satuan pendidikdn selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan,
dan mingguan;

Struktur, organisasi satuan pendidikan;

Pembagian tugas di antara pendidik;

Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

Peratiiran akademik;

Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik,

tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana;

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan
pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;

i. Biaya operasional satuan pendidikan.

®me A

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a,b,d,e.f, dan h diputuskan
oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir ¢ dan 1 diputuskan oleh
komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
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(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala
satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik
dan komite sekolah/madrasah.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan ofeh pimpinan
satuan pendidikan.

(6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh
masing-masing perguruan tinggi sesuvai ketentuan perundang-undangan yang
beriaku.

Pasal 53

(1) Setiap satuan pendidikan dikefola atas dasar rencana -kerja tahunan yang
merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuean pendidikan
yang meliputi masa 4 (empat) tahun,

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) meliputi :
a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan,
ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari fibur;
b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satoan pendidikan untuk tahun pelajaran
berikutnya;
c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semes-
ter genap, dan semester pendek bila ada;
d. penugasan pendidikan'pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lain-
nya;
buku teks pelajaran‘yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
jadwal penggiindan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
pengadaan, pengganaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
program, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi
sekyrang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidik dengan orang
tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/-
madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
j. Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendi-
dikan tinggi;
k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja
satu tahun;
. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk
satu tahun terakhir;

g e

—
.

(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana ketja sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memper-
hatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
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(4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh
masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
beriaku.

Pasal 54

(1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan
akuntabe].

(2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan
menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite
sekolah/madrasah.

(3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang
tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh
masing-masing perguruan tinggi sesuai’ kefemtuan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan padajenjang pendidikan dasar dan menengah
dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendi-
dik dan komite sekolah/madrasah,

(5) Pelaksanaan pengeloiaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertang-
gungjawabkan oleh-kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagai-
mana diatur oleh ‘miasing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-
undangan yang-berlaka.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi pelaporan, dan
tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah
atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara
teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
satuan pendidikan.

Pasal 57
Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan
berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan
pendidikan.
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Pasal 58

(1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendi-
dikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.

(2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan
kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil
evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan
sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan,
berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-
kurangnya setiap akhir semester.

(4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan
sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan rien formal laporan oleh pengawas atau
penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabu-
paten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satsan pendidikan
yang bersangkutan.

(6) Untuk pendidikan dasar dafi menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan
pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan sa-
tuan pendidikan yang befsangkutan.

(7 Untuk jenjang.pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan
dilakukan‘Sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(8) Setiap pilizk yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu
satuan pendidikan, terrasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemu-
kannya.

Bagian Kedua
Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 59
(1) Pemerintah Dacrah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan

memprioritaskan program :
a. wajib belajar;
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b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan me-
nengah,

penuntasan pemberantasan buta aksara;

penjamin mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

peningkatan status guru sebagai profesi;

akreditasi pendidikan;

peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

e o

=~ X

Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan
dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota_sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Standar Pengelolaan oleh’Pemerintah
Pasal 60
Pemerintah menyusun rencana kerja ¢tahunan bidang pendidikan dengan memprio-
ritaskan program :
a.  wajib belajar;
b.  peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan
tinggi;
c.  penuntasan pemberdantaSan buta aksara;
d.  penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh peme-
rintah maupurr-masyarakat;
e.  peningkatan status guru sebagai profesi;
f.  peningkatan mutu dosen;
g.  standarisasi pendidikan;
h.  akreditasipendidikan;
i.  peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
j.  pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
k.. penjaminan mutu pendidikan nasional;
Pasal 61
(1) Pemerintah bersama-sama pemerintzh daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengab untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
(2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada

jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf
internasional.

P.PRINg I9Ti 2003

KoleksLRg/

HigLsitas Terbuka 27



)

@)

)

Q)

&)

Q)

@

41507.pdf

BAB IX
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya per-
sonal.

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan
modal kerja tetap.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan
yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembe-
lajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan'sérta segala tunjangan yang melekat
pada gaji,

b. bahan atau peralatan pendidikan kabis pakai, dan,

c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
pemeliharaan sarana dan sprasarana, vang lembur, transportasi, konsumsi,
pajak, asuransi dan lain sébagainya.

Standar biaya operasi-satuari-pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri
berdasarkan usulan BSNP:

BAB X
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas :
a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
b. Peniiaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

P.PRI No. I9 Tehun 2005
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(3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1
butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan,
dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester,
ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ‘digunakan untuk : menilai
pencapaian kompetensi peserta didik; bahan/peiyusanan laporan kemajuan hasil
belajar; dan memperbaiki proses pembelajarar.

(3) Penilaian hasil belajar kelompok mata_pelajaran agama dan akhlak mulia serta
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui :
a. pengamatan terhadap pérubdhan perilaku dan sikap untuk menilai
perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; seria
b. wujian, ulangan, dan/dtau, peniugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta
didik.

(4) Penilaian hasil belajarkelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
diukur melalui. ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan
karakteristikumiateri 'yang dinilai.

(5) Penilaian jhasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui
pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan
afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

(6) Penilaian hasil belatar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan
dilakukan melalui :
a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkem-
bangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

(7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan
penilaian untuk :
a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
¢. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
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e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk
semua mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \wntuk semua mata
pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika,
dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga,-dan” kesehatan merupakan
penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud padd ayat (2) mempertimbangkan hasil
penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata
pelajaran pada kelompok ilmu pengetzhuan dan teknologi dilakukan melalui ujian
sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendi-
dikan.

(5) Untuk dapat mengikuti_ ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), peserta didik hdrus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai
batas ambang-kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata
pelajaran agama akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian, ‘kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran
jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

s 19T
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Bagian Keempat
Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir ¢
bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi julusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan
dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebariyak-banyaknya
dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Passal 67

(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang
diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar
dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

(2) Dalam penyelenggaraan ujian nasionai BSNP bekerja sama dengan instansi terkait
di lingkungan Pemerintah, Pemerintalt Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
satuan pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

a.  pemetaan ‘mutt program dan/atau satuan pendidikan;

b.  dasar seleksi'masuk jenjang pendidikan berikutnya;

¢.  penentuar Kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;

d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya
untuk meningkatkan mutu pendidikan;

Pasal 69

(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan
jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengu-
langinya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali
ujian nasional tanpa dipungut biaya.

(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah meme-
nuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
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(4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil wjian nasional yang
diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

(1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional
mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Iimu Pengetahuan
Alam (TPA).

(2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indo-
nesia, Matematika, Iimu Pengetahuan Alam (IPA), limu Pengetahuan Sosial
(IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

(3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional
mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa laggris, Matematika, dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA).

(4) Pada program paket B. Ujian Nasional miencakup mata pelajaran Bahasa Indo-
nesia, Bahasa Inggris, Matematika, [lmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Penge-
tahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

(5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentak lain yang sederajat, Ujian Nasional menca-
kup mata pelajaran Bahasa, indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata
pelajaran yang menjadi cin khas program pendidikan.

(6) Pada program paket €, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indo-
nesia, Bahasa Inggfis, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas
program pendidikan,

(7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional
mencikup) p¢lajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata
pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
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(3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleb Menteri untuk masa bakti 4
(empat) tahun.

Pasal 78

(1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan
dari anggota atas dasar suara terbanyak.

(2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat
yang secara ex-officio diketahui oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh
Menteri.

(3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan.
Pasal 76

(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengémbangkan, memantau, dan
mengendalikan standar nasional pendidikan.

(2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP, berfaku efektif dan mengikat semua
satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwe-

nang :

a. mengembangkan StandarNasional Pendidikan;

b. menyelenggarakan ujidn nasional;

c¢. memberikan rekémendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

d. merumuskan| kriferia kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP
didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani
urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di
provinsi’kabupaten/kota.
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Bagian Ke¢lima
Kelulusan

Pasal 72

(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan
menengah setelah :

a. menyelesaikan seluruh progrem pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata
pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan
kesehatan;

c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajafan ilmu pengeta-
huan dan teknologi; dan

d. lulus Ujian Nasional.

(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan

yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang{dikembangkan oleh BSNP dan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB X1
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)
Pasal 73
(1) Dalam rangka‘\pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar
nasional, pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP).

(2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Pasal 74

(1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling
banyak 15 (lima belas) orang.

(2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan,
kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan
komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
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BAB X11
EVALUASI
Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi :

a.  evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepen-
tingan;

evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;

evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Koia; dan

evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi
profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

LS O

Pasal 79

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 78 butir a dilakukan oleh satuan
pendidikan pada setiap akhir semester.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sckurang-kurangnya meliputi :
a. tingkat kehadiran peserta didik. pendidik, dan tenaga kependidikan;
b. pelaksanaan kurikulim.tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstraku-
rikuler;
c. hasil belajar peserid didik; dan
d. realisasi anggaran;

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaporkan kepada pihak-pihak yang
berkepentingait,

Pasal 80

(1} Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilalukan oleh Menteri
terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi secara berkala.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri
: yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan,
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir ¢ dilakukan terhadap pengelola,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta
pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.
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Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta
pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83

(1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan
Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

(2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
sekurang-kurangnya;
a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma
pendidikan nasional;
b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan’)jenis pendidikan terhadap
kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompe-
titif;

c. Tingkat pencapaian Standar Nasiondl Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan;

d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

e. Tingkat daya saing satuan, jalur;“jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat
daerah, nasional, regional; dan global.

(3) Hasil evaluasi sebagaimaiia gimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada
Menteri.

(4) Atas dasar evaluasi ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3),
Menteri melakukan ¢valuasi komprehensif untuk menilai :
a. Tingkat-relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradig-
ma pendidikan nasional;
b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan
sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;
Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan
Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

;e oo

Pasal 84

(1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyara-
kat.

(2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan,
dan sistemik.
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(3) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan
pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau
satuan pendidikan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri,
independen, obyektif, dan profesional.

(5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke
BSNP.

Pasal 85
(1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional penididikan oleh peserta
didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga
evaluasi mandiri.
(2) Kelompok masyarakat yang dapat membenfuk’ lembaga mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok/masydrakat yang memiliki kompetensi

untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.

(3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Menteri.

BAB XIIT
AKREDITASI
Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk
menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan..

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan
oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan
akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk
akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif
dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasio-
nal Pendidikan.
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Pasal 87 .

(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 86 ayat (1)
dilaksanakan oleh :
a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur
formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan
tinggi; dan
¢. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M
dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Guberriur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat.(1)\berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi“sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menten.

Pasal 88

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan
fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga
mandiri wajib memeénnhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. berbadanhiukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b. memilikitenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X1V
SERTIFIKASI

Pasal 89

(1) Pencapaian kompetensi akhir pesertz didik dinyatakan dalam dokumen ijazah
dan/atau sertifikat kompetensi.
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(2) ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan
dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta
didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.

(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ljazah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :

a. Identitas peserta didik;

b. Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian
akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta
daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan

d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah.memenuhi seluruh
kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya berisi :
a. Identitas peserta didik;
b. Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh
kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan
pendidikan yang terakreditasi atay.oleh.lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk
oleh organisasi profesi yang didkui‘Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik
yang bersangkutan telah lulus ujikompetensi.

(6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya
berisi :

a. Identitas pesertd didik;

b. Pemnyataan.bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi
untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan
dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;

¢. Dafiar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh
uji Kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhimya.

Pasal 90

(1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang
setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji
kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau
oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pesenrta didik pendidikan informai dapat memperoleh ijazah yang setara dengan
ijjazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus wji
kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

PP RINo 19 Tahun 2005 .
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BAB XV
PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

(1) Setiap satvan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan,

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu
yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuanperguruan tinggi meiakukan penja-
minan mutu.

(2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan
membantu satuan pendidikan keagarnaan melakukan penjaminan mutu.

(3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada
di bawah kewenanganniya.untuk menyelenggarakan atau mengatur penyeleng-
garaannya dalam melakokan penjaminan mutu.

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang
berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penye-
lenggaraannya dalam melakukan pinjaman mutu.

(5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu
pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan
kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.

(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada
semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
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Pasal 93

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar
rekomendasi dari BSNP.

(2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
penilaian khusus.

(3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.

BAB XV1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini :

a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT), Pdnitia MNasional Penilaian Buku Pelajaran Nasional
(PNPBP) masih tetap menjalankan fugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan
baru berdasarkan Peraturar Pemerintah ini.

b.  Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Peme-
rintah ini paling lambat\7 (tujuh) tahun.

c.  Standar kualifikasi péndidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif
sepenuhnya 15-(lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

d.  Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun

sejak ditetapKannya Peraturan Pemerintah ini.

Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP

menjalanKan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

o

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada
saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
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BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus
diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Peme-
rintah ini.

Pasal 97
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Pératuran Pemerintah
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Tnidonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td

BR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASTI MANUSIA

ttd
HAMID AWALUDIN
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempu-
nyai fungsi : (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengem-
bangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapai memperkuat keutuhan bangsa
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia {NKR1), memberi kesempatan yang
sama bagi setiap warga negara untuk berpaftisipasi dalam pembangunan, dan
memungkinkan setiap warga negara untuk ‘mengembangkan potensi yang dimili-
kinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang/Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan
reformasi sistem pendidikén nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi,
fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan
nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan
masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pra-
nata sosial\yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara
Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu
dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan
nasional adalah : (1) mengupayakan periuasan dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2)
meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional,
regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan
kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi
pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat
dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan
masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan
kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan
global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendi-
dikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi
pendidikan meliputi hal-hal berikut :

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembuda-
yaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana
dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladaan dan
mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas
peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses
pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma
pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan
pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigmaspembelajaran yang
memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik urituk! méngembangkan
potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk, manusia yang memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berképribadian, memiliki kecer-
dasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani,‘seita keterampilan yang dibu-
tuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negdra.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentaRg/peran manusia dari paradigma
manusia sebagai sumberdaya pembangunan;menjadi paradigma manusia sebagai
subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia
seutuhnya yang digambarkan sebagai’ manusia yang memiliki karakteristik
personal yang memahami dinainikd psikososial dan lingkungan kultural. Proses
pendidikan harus mencakup:\(1) periumbuhkembangan keimanan, ketakwaan; (2)
pengembangan wawasan Kebangsaan, kenegaraan, demokrasi dan kepribadian; (3)
penguasaan ilmu pengetahudn’ dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan,
apresiasi dan ekspresi Seni;” serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani
dan rohani. Proses\pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan
proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang
hayat.

Ketigay adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi
dengan lingkungan sosial kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan
individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini
sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual
peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana
dan bersifat eksternal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan
kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan
nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan
satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai
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aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria
dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:
(1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses
pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi mendorong kreativitas, dan
dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan
prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik
secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan
satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang
berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang
dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan safvan pendidikan
ager dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang
bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga‘dimaksudkan sebagai
perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi ddn akuntabilitas publik
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasionat:

Standar nasional pendidikan memuat kriteria fintmal tentang komponen pendi-
dikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengem-
bangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan
programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk
memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai
dengan program studi damkeahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi.
Demikian juga standar-nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal
hanya mengatur hal-hal’pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada
masing-masing sattan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki
karakteristik tidak\tetStruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuh-
nya menjadi-kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan kele-
luasaan dalarn'mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan
keluarga'dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur
pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan
kompetensi peserta didik saja.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas
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Pasal 3
Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SD/MI/paket A, SMP/MTs/
Paket B, dan SMA/MA/Paket C atau bénfuk ain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan kejutuan meéliputi SMK/MAK atau bentuk
lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikankhusus meliputi SDLB, SMPLB, dan
SMALB atau bentuk lain\yang sederajat.

Pelaksanaan semua “kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan
~ tingkat perkeifibangan fisik dan psikologis peserta didik.

Ayat (1) butig a
Yang-dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
muliatermasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia
mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari
pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/
Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C,
SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk pe-
ningkatan potensi spiritual. Peningkatan potensi spiritual dalam
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mencakup penge-
nalan, pemahaman, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakat. Peningkatan
potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi ber-
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bagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan
harkat dan martabamya sebagai makluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhiak mulia untuk MA atau
bentuk lain yang sederajat, dapat dimasukkan dalam kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Ayat (1) butir b
Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/
MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/
Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat-dimaksudkan un-
tuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didiK akan status, hak,
dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakai,” berbangsa, dan
bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya‘sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berne-
gara mencakup upaya pendidikan” untuk pembentukan pribadi yang
unggul secara individual, dan pembuddyaan serta pembentukan masya-
rakat madani.

Kesadaran dan wawasan_terfmasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan
patriotisme bela negara; penghargaan terhadap hak asasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender,
demokrasi tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan
membayar pajak;~dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta Kelompok
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/
Paket’A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C,
SMK/MAXK, atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh
peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan
diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan
luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah.

Muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa
dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanamkan apresiasi terha-
dap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra
Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap
jenjang pendidikan.

Ayat (1) butir ¢
Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MV/
Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mengenal,
menyikapi dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
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menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis,
kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang
sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu
pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara
kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahauan dan teknologi pada SMK/
MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk menerapkan
ilmu pengetahuan dan teknologi membentuk kompetensi kecakapan,
dan kemandirian kerja.

Ayat (1) butir d
Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLEB/Paket A, SMP/
MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/MRaket C, SMK/MAK, atau
bentuk lain yang sederajat dimaksudkad untik meningkatkan sensi-
tifitas, kemampuan mengekspresikan {dan kémampuan mengapresikan
dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengekspresikan keindah-
an serta harmoni mencakup _apresiasi dan ekspresi baik dalam kehi-
dupan individual sehingga mampu menikmati dan menyukuri hidup,
maupun dalam kehidapar kémasyarakatan sehingga mampu mencip-
takan kebersamaan.yang harmonis.

Ayat (1) butir e
Kelompok mata pélajaran jasmani, olah raga, dan keschatan pada SD/
MLI/SDLB/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk
meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran
hidup\sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP/
MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan
untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportifitas dan
kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMA/
MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan
untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif,
disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat
yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan
seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba,
HIV/AIDS, deman berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial
untuk mewabah.

PPRINe 19T 2005 i )
Kolelsiaap oo Alsaal bhlaiigrsitas Terbuka 48



41507.pdf

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Pelaksanaan pendidikan secara hofistik dimaksudkan bahwa proses
pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam
mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
limu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdin atas fisika, kimia,
dan biologi.
[Imu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri atas ketatanegara-
an, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi.

Ayat (6)
limu pengetahuan alam dipilih dari muatan dan/atau kegiatan fisika,
kimia, atau biologi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-
masing.
Iimu pengetahuan sosial dipilih dari muatan dan/atau kegiatan ketatane-
garaan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang
disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ayat (7)
Cukup Jelas.
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Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, pergu-
ruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan
kelompok ahli yang relevan, misalnya, di bidang kedokteran melibatkan
departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan
dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Ayat (2)
Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa hanya dia-
jarkan pada program sarjana dan diploma.

Ayat (3)
Mata kuliah statistika dan matematika dimaksudkan untuk memberikan
dasar-dasar pemahaman dan penerapan” metode kuantitatif yang
pelaksanakannya disesuaikan dengdn /kebutuhan program studi yang
bersangkutan.

Untuk program studi tertentu/mata kuliah matematika dapat diganti
dengan mata kuliah logikal

Ayat (4)
Cukup Jelas,

Pasal [0
Cukup Jelas.

Pasal 11
Avat (1)
Pemerintah dan/atan pemerintah dacrah memfasilitasi satvan pendidikan
yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem
ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta
didik. Dengan diperlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak
perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (built in)
dalam sistem ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)
Dengan diberiakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerin-
tah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi
sekolah/madrasah yang sudah ataw hampir memenuhi Standar Nasional
Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar
Nasional Pendidikan . Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengka-
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tegorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir meme-
nuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan seko-

. lah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke
dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumber-
daya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk mem-
bantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa
meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madra-
sah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorong-
nya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional. Terkait dengan
penuntasan wajib belajar, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendu-
kung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang-
undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolah/madrasah termasuk da-
lam kategori mandiri atau standar.

Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satu-
an kredit semester (SKS) karena kelebihanysistem ini sebagaimana
dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPEB  atau bentuk lain yang sederajat,
dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK} atau bentuk lain yang sederajat
dapat menerapkan sistem SKS. Khuasus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/-
MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus
menerapkan sistem SKSgjika-menghendaki tetap berada pada kategori
mandiri.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas:

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.
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Pasal 18
Ayat (1)
Untuk pendidikan tinggi kalender pendidikan disebut kalender aka-
demik.

Ayat (2)
Cukup Jelas,

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik,
dan/atau afektif éesuardengan karakteristik mata pelajaran.

Ayat (2)
Ketentuanoada ayat ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik
penilaian, yang lain sesuai dengan karakteristik hasil pembelajaran dan
kormpetensi yang harus dikuasai peserta didik.

Ayat (3}
Observasi dimaksudkan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku
peserta didik sebagai indikasi dari keberhasilan pembelajaran dalam
aspek afektif dan psikomotorik.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.
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Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh
masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program
studi akademik, vokasi dan profesi.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ¢ini adalah tenaga
kependidikan yang berkualifikasi dan berkompgtensi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruk-
tur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidiKan.

Yang dimaksud dengan pendidik se¢bagai agen pembelajaran (Jeaming
agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai
fasilitator, motivator, pemacu, dan‘pemberi inspirasi belajar bagi peserta
didik.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Butira :
Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemam-
puan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pema-
haman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimi-
likinya.

Butirb : '
Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemam-
puan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwiba-
wa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan beraklak mulia.

Butirc :
Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemam-
puan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam
yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi -
standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan.
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Butird :
Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan
pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi
dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 29
Standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini diterapkan
secara bertahap. BSNP menetapkan pentaliapannya untuk masing-masing
jenjang pendidikan. Dalam menetapkan pentahapan tersebut BNSP mem-
perhatikan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup leias.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.
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Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sumber belajar lainnya aatara lain journal,
majalah, artikel, website, dan compact disk.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas:

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyu-
sunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran,
pendayagunaan pendidikan dan tenaga kependidikan, pengelolaan
sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan penga-
wasan, :

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas.
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Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Anggota Dewan Pendidik terditi atas para pimpinan satuan pendidikan
dan sernua pendidik tetap.
Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan
wakil kepala sekolah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dewan pendidik
dan/atau komite sekolah/miadrassh’ menyerahkan pengambilan kepu-
tusan yang bersangkutan kepada lembaga berwenang diatasnya. Dalam
hal sekolah/madrasah/yang bersangkutan merupakan safuan pendidikan
negeri, maka lembaga\yang berwenang adalah dinas kabupaten/kota.
Dalam hal sekdlah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan
pendidikan swasta,imaka lembaga yang berwenang adalah badan hukum
yang menjadipenyelenggara satuan pendidikan dimaksud.

Pasal 52
Cukup Jelas,

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

butica :

Cukup Jelas.
butir b :

Cukup Jelas.
butirc :

Cukup Jelas.
butird :

Cukup Jelas.
butire :

Cukup Jelas.
butir f :
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butir g :

Cukup Jelas.
butir h :

Cukup Jelas.
butir i :

Cukup Jelas.
butir j :

Cukup Jelas.
butir k :
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RAPBS harus bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan
alokasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang.secara akuntabel

dan transparan diketahui oleh orang tua/wali pesérta didik.

butir 1 ;
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas,

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup'lelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan

administrasi satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek aspek pelaksanaan

proses pembelajaran.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
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Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain perangkat daerah atau
instansi yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang tenmasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, tran-
spor,‘buku pribadi, konsumsi akomodasi dan biaya pribadi lainnya.
Ayat (4)
CukupJelas.
Ayat (J)
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai
pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan
pendidikan, dan/atau program pendidikan.
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Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Hasil ujian nasional dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan,
antara daerah, maupun antar waktu untuk pemetaan mutu pendidikan
secara nasional.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
BSNP melakukan evaluasi penyelenggaraan’ jian nasional dan dapat
mengusulkan hal-hal yang periu diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 68
Butir a
Cukup Jelas.

Butir b
Hasil ujian nasiopal‘dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk
melanjutkan/Ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat
melakukarn ‘seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang
materinya( tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat
skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes
lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut.

Birtir ¢
Cukup Jelas.

Butir d
Cukup Jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
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Ayat (4) '
Surat keterangan hasil ujian nasional sekurang-kurangnya berisi :

a.  Identitas peserta didik;

b.  Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menem-

puh Ujian Nasional,

c.  Tanggal dan satuan pendidikan di mana Ujian Nasional telah
ditempuh oleh peserta didik;

d.  Nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan;
dan

e. Status kelulusan Ujian Nasional, untuk jenjang SMP/SMPLB/
MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau
bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau-bentuk lain yang

sederajat.

Pasal 70

Cukup Jelas.
Pasal 71

Cukup Jeias.
Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Dalam mengémbangkan kriteria kelulusan, BSNP mempertimbangkan
keragaman’mijtu pendidikan secara nasional dan/atau tolok ukur (bench-
mark) yang bersifat regional maupun internasional.

Kriteria kelulusan peserta didik yang dikembangkan oleh BSNP tidak
menghambat penuntasan program wajib belajar.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Avyat (1)
Cukup Jelas.

2003
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Ayat (2)
Menteri menunjuk pejabat yang bertanggungjawab sebagat ketua sekre-
tariat BSNP yang melaksanakan pengelolaan ketenagaan, sarana dan
prasarana, serta administrasi dan keuangan untuk dapat mendukung
pelaksanaan tugas BSNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Ayat (3)

Penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bi-
dang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi tenaga ahli
yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya.
Misalnya, pengembangan kompetensi lulusan SMK di.bidang pelayaran
melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang
perhubungan; pengembangan kompetensi lulusan~SMK di bidang
pariwisata melibatkan ahli dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
(PHRI) dan asosiasi jasa travel; pengembangan kompetensi lulusan
SMK di bidang kesehatan melibatkan”unsur profesi bidang kesehatan
dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kese-
hatan.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas:

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

PPRINa I9 T
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Pasal 85
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Contoh dani kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut
adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Pemerintah dan Peémerintah Daerah mendorong dan membantu satuan
pendidikan  formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assu-
rance) ‘agar Mnemenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan,
sehifigga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan
dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan
formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar
dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan
pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan
yang berdaya saing pada tingkat global, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu
yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf intemasional.
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Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Butir a:
Cukup Jelas.

Butir b:
Cukup Jelas.

Butir c:

41507.pdf

Sebelum standar kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengem-

bangkan standar antara yang.s¢cara bertahap menuju pencapaian standar
kualifikasi pendidik/sebdgaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan

Pemerintah ini.

Butird:
Cukup Jelas:

Butir e:
Cukup Jelas,

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.
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Pasal 97
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4496

9.  Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi
dan ePfektivitas penyelenggaraan pendidikan.
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ABSTRAK

Implementasi Pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Di Kecamatan Sintang

KIAM
NIM : 015743618
Universitas Terbuka

Penyelenggaraan PAUD non formal memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah
satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi
kebutuhan jasmani dan rohani serta mengembangkan bakat-bdkatnya secara
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) proses
implementasi kebijakan program pendidikan non formal pada PAUD di
Kabupaten Sintang (2) faktor-faktor yang mempengarithi<implementasi kebijakan
program pendidikan non formal pada PAUD di Kabupaten Sintang.

Penelitian in1 di laksanakan di PAUD Insan Mulia, /PAUD Taman Ceria dan
PAUD Pelita Hati yang berada di Kecamatan{Sintang pelajaran 2012/2013.

Hasil penelitian diketahui, proses implementasi kebijakan program pendidikan
non formal pada PAUD di Kecamatan Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini
dikarenakan rendahnya dukungan pemerinfah dalam penyelenggaraan PAUD.
Faktor-faktor yang mempengarubitmplementasi program adalah: tenaga pendidik
dan kependidikan belurn memiliki Kualifikasi, sarana dan prasara masih kurang,
agar komunikasi berjalan lantarinaka seharusnya ada instansi koordinator seluruh
pembangunan PAUD.

Kata Kunci : Implementasi,Pendidikan Non Formal, PAUD
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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPAT! SINTANG .,
NOMOR 34 TAHUN 2008 N

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Bahwa sesuai dengan  kelenluan Pasat 64 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nemor 2 Tahun 2008 tenlang Susuman Organisasi Perangkal Daerah Kabupalen
Sinlang, maka dipandang periu<penjabaran mengenai Tugas, Fungsi dan Tala
Kerja Dinas Pendidikan Kabupalen'Sintang;

bahwa sehubungan:-dengan” maksud tersebul pada hurul a di atas, serla untuk
lebih meningkatkan efisiénsi, efektivitas dan prolesionalisme aparalur Pemerinlah
Dacrah galamimenijalankan {ugas don fungsi pelayanan masyarakal, mzka perlu
dijabarkan.damdisusun berdasarkan 1aia kerja Dinas Pendidikan Kabupalen;

bahwa bnldk melaksanakan maksud hurul a dan b tersebul di alas, dipandang
nerluZmenetapkan Susunan Organisasi dan Tala Kerjia Dinas Pendidikan
Kabdpalen Sintang dengan Peraluran Bupali.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 teniang penetapan Undang-Undano
Oarural Nomor 3 Tahun 1953 lenlang Pembentukan Daerah Tingkat Ul Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebapai
Undang-Undang ({Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-lUndang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). sebagaimana lelah diub2h
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1939 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3690, : ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); ’

Koleksi Perpustakaard-Univiétéasunéamuigmor 17 Tahun 2003 teniang Keuangan Negara {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RBontthlik Indonesia Nomor 4786
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Undang-Undang Namor t Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur,

2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan-Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Leémbaran Daerah
Kabupaten Sinlang Tahun 2008 Nomor 53, Tambahartembaran Daerah abupalen
Sinlang Nomor A844); .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 J¢ntang Pcrimbangan Kcuangan Anfara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahad Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraluran Pemerintah Noffiar & Tahun 2003 fenlang Wewenang Penqangkatan,
Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 15, Tamibahan'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang Pengelolaan Keuangan
Daerah «{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 45783);

Perattiran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lenfang Pedoman Pembinaan Dan
PEngawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Mepublik
indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4533);

Peraluran  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian Urusan
Pemerintahn  Anlara  Pemerinlah,  Pemcrintahan  Daeiah  Provinsi, Dan
Pemerinlahan Daerah Kabupaten/Kola (Lembaran Negara Republik Indoneia
Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraluran Pemerinlah Nomor 41 Tahun 2007 lentang Organisasi Perangkal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupalen Sinlang Nomor 1 Tahun 2008 tenlang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupalen Sintang
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

Koleksi Perpustakdhn Universitas Terbuka
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16.  Peraluran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 lentang Organisasi
Perangkal Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupalen
Sinfang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Sintang

Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGAMSASI DAN TATA KERJA
| DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Datam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupalen Sintang;

2. Pemerinlahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinlafian oleéh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prnsip olgnomi seluas-luasnya dalam systzm
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana)dimaksud dafam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Dacrah adalah Bupali dan Perangkat Diterah” sebagai unsur penyelenggara Pemerinlahan
Daerah;

4. Bupali adafah Bupali Sinlang;

5. Organisasi Perangkal Daerah adalah<Organisasi Perangkal Dacrah dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang;

6. Sekrelaris Daerah adalah adalah Gekeglaris Daerah Kabupaten Sintang;

7. Dinas Daerah adalah Dinas dilingkdngan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang;

8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Xabupalen Sintang;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pefaksana Operasional Dinas/Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Sinfang;

11.Kelompok Jabalan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipi! yang diberi tugas, wewenang,
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabal yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran lugas Pemcrimiahan.

BAB i
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraluran Bupali ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupalen Sintang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, lerdifi dari:

d.

b.

qg.
h.

Kepala;

Sekretarial, terdiri dari

1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
2) Sub Bagian Aparatur dan Umum;

3) Sub Bagian Perlengkapan;

Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:

1) Seksi Kurikulum Pendidikan TK, SD dan SLB;

2} Seksi Tenaga Teknis TK, SD dan SLB;

3) Seksi Seni Budaya dan olahraga TK, SD dan SLB;

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, lerdiri dari: -
1) Seksi Kurikulum Pendidikan SMP, SLTA dan Perguruan TingQis

2) Seksi Tenaga Teknis SMP, SLTA dan Perguruan Tinggi; -

3) Seksi Seni Budaya dan olahraga SMP, SLTA, SMK danergusian Tinggi;

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri dari:

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK, SD(dlan SB;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SME;

3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.SkTA, SIMK dan Perguruan Tinggi;

Bidang Pendidikan Non Formal dan tafopmat; terdiri dari:
1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini,(PAUD) dan Pendidikan Keselaraan;
2) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursts-kursus dan Kelembagaan;

Unit Pelaksana Teknis Qinas(UPTD);

Ketormpok Jabalan Fungsional;

41507.pdf

{2)  Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraluran ini,

BAB IV
KEDUDUKAM

Pasal 4

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Dagrah di pimpin oleh Kepala Dinas yanq berada di
bawah dan berlangqung jawab kepada Bupali melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BAB V
TUGAS POXOK, DAN FUNGS!

Bagian Perlama
Dinas Pendidikan

Pasal 5
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan plonomi daerah di bidang
Pendidikan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraluran inig Dipas Pendidikan

mempunyai fungsi:

a. perumuysan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;

b. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan PralSekoiah, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal;

¢. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan can perawatan prasarana dan
sarana lermasuk pembangunan infra slruklur pendidikan;

d. perencanaan pengadaan dan pengembangan tenaga pendidik dan‘lenaga kependldlkan

. pengembangan standar isi dan standar kompetensi fulusan kuftkulum nasional;

penyusunan, penelapan dan mengembangkan standar isi dan Standar kompetensi kurikulum mualan lokal; -

penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa;

pengkoordinasian dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional dan ujian akhir

szkolah; '

pembinaan dan penilaian personil pendidik dantenadd kependidikan;

pengusulan kelembagaan unit sekolah barl négeri-kepada Bupali;

. pemberian perijinan pendidikan swasladan kursus-kursus;

pengembangan dan melestarikan sefi<dan bldaya daerah di kalangan pelajar;

. penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan olahraga prestasi baqi pelajar;

. pelaksanaan koordinasi terhadap\perguruan linggi;

. penyusunan dan pelaksanaan rencana siralegis dan rencana keria tahunan di bidang Pendidikan;

. pembinaan UPTD di bidang Pendidikan;

pengelolaan adminisirasi umum melipuli penyusunan program, kefatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, rumah langga, periengkapan, humas dan arsip Dinas Pendidikan;

pelaksanaan Slandar Pelayanan Minimal {SPM) di bidang Pendidikan;

pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

penyusunan Laporan Akunlabilitas Kinerja Instansi Pemerinlah di bidang Pendidikan;

penyusunan penefapan Kinerja di bidang Pendidikan;

penyusunan analisa jabatan;

. PENyuUsSUnan pengawasan melckal;

x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- =

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7 '

Kepala RN SILBRARMFIKARR AN a5 ORaT &A1) huruf a Peraturan ini, mempunyai lugas
membantu Bupali dalam bidang Pendidikan.
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Pasal 8

Uniluk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraluran ini, Kepala Dinas mempunyai

fungsi:

a. penyusunan kebijakan leknis dibidang Pendidikan;

b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyeienggaraan Pendidikan Pra Sekolah,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan Informal;

¢. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian; péndayagunaan dan perawatan

prasarana dan sarana termasuk pembangunan infra struktur pendidikan;

penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan enaga pendidik dan tenaga kependidikan;

pengembangan standar ist dan standar kompetensi lulusan kurikulum nasional;

penyusunan, penelapan dan pengembangan standar isi dan standar kompetensi kurikulum mualan loka!;

. penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa;

. pengkoordinasian dan melaksanakan moniloring cvaluasi pelaksanaan ujian akhir nasnonal dan Djian akhir

sekolah;

pembinaan dan penilaian personil pendidik dan lenaga kependidikan;

memproses usulan kelembagaan unit sekolah baru negeri kepada Bupali;

DTy e o

—

pemberian perijinan pendidikan swasta dan kursus-kursus; ' -
pengkoordinasian pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerdh dan olahraga prestasi di
kalangan pelajar;

. pelaksanaan koordinasi lerhadap perquruan linggi;
. penyusunan dan pelaksanaan rencana stralegis dan rencana kerga lahunan di bidang Pendidikan;
. pembinaan UPTD di bidang Pendidikan;
. pengelolaan adminislrasi umum melipuli penyusunan program, kelatalaksanaan, kelatausahaan, keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas damarsip Dinas Pendidikan;
. pelaksanaan Slandar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan;
pelaksanaan evaluasi dan Japoran pelaksanaandOdas dan fungsi;
penyusunan Laporan Akuntabililas Kinerja InStansi Pemerintah di bidang Pendidikan;
peiaksanaan penetapan Kinerja di bidang\Peadidikan;
pelaksanaan anatisa jabatan kepada Bupati;
pelaksanaan pengawasan melekat;
. pelaksanaan tugas Yain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lugas dan fungsinya.

‘DO:JS

E<crrwu~go

| . Bagian Keliga
) Sexrelarial

Pasal 9

Sekretarial sebagaimana tersebul pada Pasal 3 ayal (1) hurul b Peraturan ini, mempunyai tugas membaniu
Kepala Dinas dalam bidang Adminisirasi. kelalausahaan, Aparalur, keuangan, arsip, perlengkapan serla
penyusunan rencana kegialan,

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksug pada Pasal § Peraturan ini, Sekrelarial mempunyai
lungst:
a  penghimpunan, mengoordinasikan dan menyusun percncanaan dan pragram kerja Dinas Pendidikan; ;

- SO PGS e, s o dn b

. pelaksanaan 00rdi S1 penyusunan perencanaan endidikan;

———-—nanshimnunan namturan_kelsntian dan dokumen yana berkaitan denaan oelaksanaan tugas:
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perencanaan dan menyelenggarakan kegialan kesekrelariatan, kepegawman keuangan, barang dan
memberikan pelayanan leknis administrasi kepada seluruh saluan organisasi Dinas Pendidikan;
penghimpunan, penyusunan dan mengoordinasikan program kerja dan faporan Dinas Pendidikan;
penelitian dan penelaahan konsep alau naskah dinas serla dokumen lain yang akan diajukan kepada
Kepala Dinas;

pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub
Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
pendistribusian dan mengoordmamkan lugas—lugas dari Kepala Dmas kepada para kepala bidang di Dinas
Pendidikan; -

pemberian saran dan perlimbangan kepada Kepaia Dinas baik secara lertulis maupun lisan diminia alau
lidak;

pelaksanaan lugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1) hurut b éngka 1) Peraturan
int, mempunyaﬂugas _

a.

b.
C.

d.

23—

menyusun program kerja lahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;

membaniu Sekselaris Dinas di bidang Kevangan dan Program Dinas Pendidikan; .
mengoordinasikan dan mengawasi peiaksanaan adminisirasi dan Icknis=pembayaran gaji pegawai pada
Dinas Pendidikan;

_ mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administiasi dan JékpiS opcrasional belanja pemiclibaraan
_ dan belanja modal sesuai dengan kelenluan yang berlaku sehinigga dapat dibavarkan kepada pelaksana

kegiatan;

membual usulan PK dan PPK pada Dinas Pendidikan;

mengoordinasikan persiapan dan pembualan adminisieasi- pencairan keuangan berdasarkan ketentuan
yang berlaku; S,
menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
lugas perencanaan dan keuangan;

mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun rencana stralegi (Renstrs),
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana\Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan;

melaksanakan dan pengelofaa~urysan penalausahaan dan perlanggungjewaban keuangan Dinas
Pendidikan.;

mengumpulkan dan pengoiahan ddla adminisirasi keuangan sebagai bahan Iaporan keuangan dan laporan
pelaksanaan program kerja Dinds Pendidikan;

menyelenggarakan penelitian dan verifikasi kelengkapan sural permintaan pembayaran yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran;

menyiapkan sural perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pendidikan;

menyelenggarakan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas Pendidikan;

melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pendidikan;:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan lugas dan lungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud pacda Pasal 3 aya! (1) hurut b angka 2} Peraturan ini,

mempunyai fugas:

d.

menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparalur dan Umum;

(B,)membantu Sekretaris Dinas dibidang Aparatur dan Umum;

G

d.

| melakukan urusan kelatausahaan {menelili dan menelaah serla mengarsipkan sural- smaUnaskah dinas

yang ielah di disposist oleh Kepala Dinas);

membanty menylapkan/menyusun_bahan-bahan_dala dalam pe nyelesaiah LAKIP, Penclapan Kinefja,
Panoaekedntae|okaltaralisa mm@&n@fgm@ﬁb?mtdlkan dan laporan Ia:nnya yang diperiukan paT
Sekretariat Dinas;

1



-

@ ymelaksanakan kegialan adminisirasi kepegawaian yang melipuli Sural Jugas, sural kepulusan Kepala
Dinas, surat periniah perjalanan dinas (SPPD), culi, Dallar Usulan Kepangkalan, formasi dan bezzeling
pegawai, DP3, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkal/gaji berkala, pensiun, laporan LP2P
dan kegiatan fain yang berkailan dengan admlnlslrasu kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Anenyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daar hadir/absensi pegawai dilingkungan
- Dinas Pendidikan;
meningkatkan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas;
S melaksanakan dan pengolahan data, urusan sural menyurat, keprotokolan humas, kearsipan dan
kepustakaan;
/1/ felaksanakan-pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dlnas Pendidikan;
Umengmventansasa dan mempelajari semua peraluran perundang-undangan yang berhubungan dengan
!ugas Aparatur dan Umum;
k.)Ymelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekrelaris Dinas sesuai dengan lugas dan fungsinya.
), /Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekrelaris secara tertulls maupun lisan baik

diminta maupun tidak.

i Pasal 13
Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana lersebul pada pasal 3 ayat (1) horul_bpoint 3) Peraturan ini
mempunyal lugas: .

3. menyusun program kerja lahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;

b. membantu Sekrelaris Dinas di bidang Perlengkapan;

¢. melakukan urusan rumah langga, yang meliputi pengadaaan’ sarana-prasarana- unluk kepentingan tugas

Dinas Pendidikan;

pelaksanaan tugas kedinasan;
* .e. menginvenlarisasi ase!, perlengkapan Dinas Pendidikan;
. menyusun, merencanakan dan menghimpunckebulufian perlengkapan Dinas Pendidikan;
0. mengumpulkan dan pengolahan data uniSan periengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan
i pada bidang tugasnya;
. h. merencanakan, pelaksanaan pengadaan-dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas
Pendidikan;
i.  melaksanakan invenlarisasi, pembukoan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pendidikan;
j. ~memberikan saran dan perlimbangan serla laporan kepada Sekrelaris secara lerulis maupun lisan baik
diminia maupun tidak;
k. menginvenlarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
tugas perlengkapan;
. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenipat
Bidang Pendidikan Dasar .

Pasal 14

Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasai 3 ayat (1) huruf ¢ Peraturan ini, mempunyai
lugas membaniu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar yang meliputi: Pendidikan Pra Sekolah
(TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekotah Luar Biasa (SLB).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Pasal ..
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Pasal 15

Unluk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraiuran ini, Bidang Pendidikan Dasar

mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan penelapan isi dan slandar pengelolaan TK, SD dan SL8;

b. pengembangan standar isi dan standar kompetensi lutusan kurikulum nasional TK, SD dan SLB;

¢. penyusunan, penetapan dan mengembangkan standar isi dan slandar kompetensi kurikulum muatan fokal
TK, SD dan SLB;

d. penetapan pelunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan; !

e. perencanaan alokasi biaya pendidikan;

penetapan petunjuk pelaksana penilaian hasil belajar TK, SD dan SLB berdasarkan kebijakan yang -

ditetapkan Pemeriniah;

pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan Ujian Akhir Sekalah;

pengusutan kelembagaan unit baru kepada Bupati; .

pemberian perijinan penyelenggaraan Pendidikan TK, SO dan SLB Swasla; ‘

penyusunan Pedoman Komite Sekolah, Usaha Kesehalan Sekolah, Kepramukaan,, Kopérasi dan

Perpustakaan Sekolah;

k. penyusunan pedoman perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian “penyelenggaraan
pendidikan TK, SD dan SLB Negeri dan Swasla; -

|, pembinaan pengelalaan TK, SD dan SLB;

m. perencanaan kebuluhan, pengadaan dan penempaian lenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK, SD
dan SLB;

n. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir lenaga pendidik damndenaga kependidikan TK, SD dan
SLB;

0. perencanaan penyediaan kesejanhteraan Kepala Sekolah, Guru dan penjdga sekolah;

pelaksanaan pengembangan dan pembinaan seni budaya dan olahraga prestasi pelajar TK, SD dan SLB;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesvaidengan tugas dan [ungs.

—
.

— T

il

Pasat 16

Seksi Kurikutum Pendidikan TK, SQ dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1) hurul ¢ point 1)

Peraturan ini, mempunyai lugas: :

a. menyusun dan menelapkan pelaksanaat pengelolaan TK, SO dan SLB;

b. mengkoordinir pelaksanaan standar isi dan standar kompelenSt lulusan kurikulum nasional TK, SD dan
SLB;

¢. mengembangkan standar isi dan slandar kompetensi iuiusan kurikulum nasional TK, SD dan SLB;

¢. menyusun dan mengembangkan Slandar isi dan standar kompelensi ulusan kurikulum muatan fokal TK,
SD dan SLB;

e. menctapkan petunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan;

merencanakan alokasi biaya pendidikan;

menelapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SO dan SLB berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan Pemeriniah; _

mengkoordinasikan dan memanlau pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah tingkat SD;

memproses usutan kelembagaan unit sekolah baru SO Negeri;

memproses perijinan penyelenggaraan pendidikan TK, dan SD Swasta yang ditelapkan oleh Kepala Dinas;

merencanakan dan melaksanakan pembinaan peningkatan mutu akademik pendidikan TK, SO dan SLB;

menyusun Pedoman Komite Sekolah, Usaha Kesehatan Sekalah, Kepramukaan Koperasi dan

Perpusiakaan Sekolah; -

m, menyusun Pedoman Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan. !
Pendidikan TK, SD dan SLB; _ _

N, melaksafARKBL RO FARKAMR bUN RIS Kasalb aliasiPendidikan Dasar sesuai dengan lugas dan
fungsi.

=

bl O
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Pasal 17

>eks! Tenaga Teknls JK, SD dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hutul ¢ polnt 2) Peraturan

nl, mempunyat tugas: .

1. membina pengelofaan TK, SO dan SLB;

b. mefericanakan kebuluhan, pengadaan dan penempalan lenaga kependidikan TK, SD dan SLB

. gwelaksanakan pembinaan dan pengembangan karir lenaga pendldlk dan tenaga kependidikan TK, SD dan
LB;

d. merencanakan penyediaan kesejahleraart Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD dan SLB;

e. mefaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesua: dengan tugas dan

fungsi.

Pasal 18

Seksi Seni Budaya dan Olahvaga TK, SD dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1) hiirgh-c point

3) Peraturan ini, mempunyai lugas:

a. menyusun Program Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga pelajar;

b. merencanakan dan melaksanakan penggalian pofensi dan pembinaan prestasi Sem Budaya dan Olahraga
Pelajar; -

¢. memlasilitasi pelaksanaan kegialan Seni Budaya dan Olahraga di Sekolah;

d. melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan fasilitas/peralalan olahraga pélajar;

e. melaksanakan pembinaan Mutu Tenaga Pembina Seni Budaya dan Olahraga pelajar;

{. melaksanakan pengawasar dan pengendalian penyelcnggaraan-kegiaan Seni Budaya dan Olahraga di
Sekolah;

0. melaksanakan pembinaan dan peningkalan kemampuan lenagd penilik Olahraga, Pembina, Pelatih dan
Allel pelajar,

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepald Bidang Pendidikan Dasar sesua1 dengan {ugas dan
jungsi.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Menengah dan Tingg!

Pasal 19

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huru! d Peraluran ini,
mempunyai tugas membaniu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi yang
melipuli pendidikan forma!l SMP/sederaial, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi.

Pasal 20

Unluk menyelenggarakan 'lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraluran ini, Bidang Pendidikan

Menengah dan Tinggi mempunyai fungsi:

a.. -penyusunan dan penetapan pelaksanaan pengeiolaan SMP, SLTA dan SMK;

b. " pengkoordinasian pelaksanaan standar isi dan standar kompelensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA
dan SMK; )

¢. pengembangan slandar isi dan sltandar kompelensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA dan SMK;

d. penyusunan dan pengembangan standar isi dan Slandar kompetensi kunkuium muatan lokal SMP, SLTA
dan SMK;

e. penelapan pelunjuk pelaksana pembiayaan pendidikan; !

perencandanciiskBebisyspakdidikat)niversitas Terbuka
. penetapan pelunjuk pelaksana penifaian hasil beiajar SMP, SLTA dan SMK berdasarkan kebijakan yang

=



!

\fpengkoordinasmn dan melaksanakan monienng evaluasi Uyian esional dan Ujan Aknir Sekolah SMr,
SLTA dan SMK; .

'/ pengusulan kelembagaan unit sekolah baru SMP, SLTA dan SMK Negeri; '

.. pelaksanaan perijinan penyelenggaraan Pendidikan SMP, SLTA dan SMK Swasla yang diletapkan oleh

Kepala Dinas; '
Vpenyusunan  Pedoman Komite Sekolah, Usaha Kesehatan Sekolah, Kepramukaan, Koperasi dan

Perpusiakaan Sekofah; '
enyusunan pedoman perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
pendidikan SMP, SLTA dan SMK Negeri dan Swasta; o
 pembinaan pengelolaan SMP, SLTA dan SMK; - N
| /perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan lenaga kependidikan SMP,

SLTA dan SMK; - -
) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tcnaga kependidikan SMP, SLTA

dan SMK;
[ 258 i kolah; .
.i/perencanaan penyediaan kesejahteraan Kepala Sekolah, Guru dan penjaga sekolah, _
v perencanaan dan pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu akademik pendidikan ;MP, SLTA Qap SMK;
3_,oelaks;anaan lasililasi dan memberikan bantuan dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikanpada
erquruan linggi; : -
) gergnr‘.mqn *.gn i iksgnakan neneemharean dan Jembiraar seni budaya dan ofahrga.preslasi r2laijar
R SN AR
.. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugds,ddp fungsi.

Pasal 21

Sekst Kurikulum Pendidikan SMP, SLTA, SMK dan Perguruandinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

ayat (1) hurul d angka 1) Peraluran ini, mempunyai tugas:

a. menyusun dan menelapkan pelaksanaan pengelolaan SMP'SLTA, dan SMK;

b. mengkoordinir pelaksanaan slandar isi dan slandab komipelensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA,
dan SMK; .

¢. mengembangkan standar isi dan slandar kompetensi lulusan kurikulum nasional SMP, SLTA, dan SMK;

d. menyusun dan_mengembangkan slandar-isi dan slandar kompelensi lulusan kurikulum muatan lokal
SMP, SLTA, dan SMK; -

e. menelapkan petunjuk pelaksana pefnbiayaan pendidikan;

merencanakan alokasi biaya pendidikan; _

g. menetapkan pelunjuk pelaksanaan penifaian hasif belajar SMP, SLTA, dan SMK berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan Pemerintah;

h. mengkoordinasikan dan mefaksanakan monitoring evaluasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah SMP,
SLTA, dan SMK;

i. memproses usulan kelembagaan unit sekolah baru SMP, SLTA, dan SMK Negeri:

i. memproses perijinan penyelenggaraan pendidikan SMP, SLTA, dan SMK Swasla yang ditetapkan oieh
Kepala Dinas; _

k. merencanakan dan melaksanakan pembinaan peningkalan mutu akademik pendidikan SMP, SLTA, dan
SMK;

|. menyusun Pedoman Komile Sekolah, Usaha Kesehalan Sekolah, Kepramukaan, Koperasi dan
Perpustakaan Sekolah; :

m. menyusun Pedoman Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan
Pendidikan SMP, SLTA, dan SMX; : :

n. memfasilitasi dan memberikan bantuan pengembangan kurikulum perguruan tinggi;

0, melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi  sesuai

dengan tugas dan fungsi. °
g Kgofe%} Pegrpustakaan Universitas Terbuka

Pasal.. .
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Pasal 22

Seksi Tenaga Teknis SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)

huruf d angka 2) Peraturan ini, mempunyai fugas:

a. memblna pengelolaan SMP, SLTA, dan SMK;

b. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan SMP, SLTA. dan SMK;

¢. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan tenaga kependidlkan SMP, SLTA,
dan SMK;

d. merencanakan penyediaan kesejahieraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kepepdidikan SMP, SLTA, dan
SMK,

e. memberikan fasililasi pengadaan dan pengembangan karir lenaga pendidik dan tenaga kependidlkan di
perguruan tinggi;

{. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sesvai
dengan tugas dan fungsi.

. Pasal 23

Seksi Seni Budaya dan Olahraga SMP, SLTA, SMK dan Perguruan Tinggi sebagmmana dimaksud pada Pasal 3

ayal T1) huruf d point 3) Peraturan ini ,mempunyai tugas: ,

a. menyusun Program Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga pelajar;

b. merencanakan dan melaksanakan pengqalian polensi dan pembinaan prestasi-Sent Budaya dan Olahraga
Pelajar;

¢. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Seni Budaya dan Olahraga di Sekoiah;

d. melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan fasililas/peralalan olahiaga pelajar;

e

|

. melaksanakan pembinaan Mulu Tenaga Pembina Seni Budaya dan Olahiaga pelajar;

pelaksanaan pengawasan dan pengendafian penyelenggaraan kegiaan Seni Budaya dan Olahraga di
Sekolah;

g. melaksanakan pembinaan dan peningkalan kemampuanenaga penilik Olahraga, Pembina, Pelatih dan
Allet pelajar;

h.  memberikan fasililasi dan banluan pembinaan Seri budaya dan olahraga mahasiswa di perguruan linggi;

.. melaksanakan tugas lain yang diberikan giel kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Sesuai

& dengan tugas dan Jungsi,

Bagian Keenam
Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pasal 24

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (1} hurul e Peraluran ini,
mempunyai tugas membaniu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 25

Unluk menyelenggarakan lugas sebagaimanadimaksud pada Pasal 24 Peraturan ini, Bidang Sarana dan
Prasarana Pendidikan mempunyai fungst:

a. penyusunan perencanaan kebuiuhan dan pengadaan sasaran dan prasarana pendidikan;

pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan;

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;

penginventarisasian asel dan pembukuan pelaporan perlengkapan pendidikan masing-masing Sekolah: )

pelaksanaan lugas fain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fugas dan fungsi.

o Qoo

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pasal 26

eksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK, SD dan SLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurul e
5inl 1) Peraturan ini, mempunyai tugas:
merencanakan kebuluhan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;
. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SO,
memelihara sarana dan prasarana pendidikan TK dan SD;
. mendata dan menglnventarisasi serla pembukuan pelaporan sarana dan prasarana péndidikan TK dan SD;
memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan TK dan SO;
memberikan fasilitasi dan banluan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB)

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasardna Pendidikan sesuai

dengan lugas dan fungsi.

Pasal 27

eksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurul e'angka 2)
efaturan ini, mempunyai tugas:
. merencanakan kebuluhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
. mengadakan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
. memelihara sarana dan prasarana pendidikan SMP; -
. mendata dan menginventarisasi serta pembukuan pelaperan sarana dan prasarand pendidlkan SMP;
. memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana damPrdsarana Pendidikan sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Pasal 28

eksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTA, SMK dari Perguruan Tinggi sebagaimana’dimaksud pada Pasal

ayal (1) huruf e angka 3) Peraturan ini, mempunydi lugas:

. merencanakan kebuluhan sarana dan prasarana gendidikan SLTA dan SMK; .

. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan'SLTA dan SMK;

. memelihara sarana dan prasarana pengidikan SLTA dan SMK;

.. mendals dan menginvenlarisasi séra‘pembukuan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan
SMK:

. memaniav dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan SLTA dan SMK; -

. membetikan fasililasi dan bantuan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi; -

. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai
dengan tugas dan fungsi.

-~

Bagian Ketujuh
- Bidang Pendidikarr Non Formal dan Informal

Pasal 29

lidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan
o, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.

Pasal 30

Jnluk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraluran ini, Bidang Pendidikan Non

‘ormal dan Infdfmie infpenipi siadekan Universitas Terbuka
I perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kegialan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), keselaraan,

e M 3 cmcaiimunlial manmhlianan niensin Aoam Lalarmbym s e
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b. penyusunan dan pengembangan bahan pelaksanaan kegiatan PAUD, kesetaraan, pendidikan masyarakat,
pembinaan kursus dan kelembagaan; _

c. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serla evaluasi penyelenggaraan kegiatan PAUD,
kesetaraan, pendidikan masyarakal, pembinaan kursus dan kelembagaan;

d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan peningkalan mutu PAUD, keselaraan, pendidikan masyarakat,
pembinaan kursus dan kelembagaan,

e. pemberian dorongan dan memberdayakan peran serta masyarakat di bidang PAUD, kesetaraan, pendidikan

masyarakal, pembinaan kursus dan kelembagaan; :
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Xeselarazn sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

ayat (1) hurul fangka 1) Peraturan ini, mempunyai lugas:

a. menyusun program kegiatan Kelompok Taman Bermain (TB), Taman Penilipan Anak (TPA), Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS);

b. menyusun dan mengembangkan penyelenggaraan Kelompok Taman Bermam Taman Pemhpan Anak dan
Satuan PAUD sejenis;

¢. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pada Kelompok Bermain, Tamandenilipan Anak dan Saluan
PAUD sejenis;

d. menyusun program kegiatan pendidikan kesetaraan;

e. menyusun dan mengembangkan bahan penyelengqaraan pendidikanckeséiardan;

f. melaksanakan pembinaan dan peningkalan mulu serla profesionalisme penilik lembaga-tembaga
penyelenggara, tenaga pendidik dan kependidikan nonformai;

9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Pasal .37

Seksi Pendidikan Masyarakal, Kursus-kursus dan Kglembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf | angka 2) Peraiuran ini, mempunyaii{ugds;
a. menyusun pregram kegiatan pendidikan, keaksaraan, pcndndfkan perempuan, pemngkaian mulu budaya
( “\ baca dan kemitraan;
b merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, pendidikan
u, perempuan, peningkalan budaya baca dan kemitraan;
c. menyusun dan mengembangkan kegialan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, pendidikan
perempuan, peningkalan budaya baca dan kemitraan;
d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi lerhadap penyelenggaraan kelompok pendidikan keaksaraan,
pendidikan perempuan, peningkalan budaya baca dan kemilraan;
e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu serta profesionalisme pemhk lembaga, 1enaga pendidik
dan kependidikan nonformal
melaksanakan pemberdayaan peran serla masyarakal di bidang pendidikan masyarakal
melaksanakan pembinaan kursus dan kelembagaan;
memberdayakan peran serta masyarakal di bidang penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
meningkatkan standarisasi, prosedur dan mutu penyelenggaraan kursus;
memberikan dan melaksanakan bimbingan eknis dan evatuasi di bidang peningkalan mutu kursus;
memberikan izin dan sertilikasi penyelengaraan kursus;

E il — 0~ B
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I melaksanakan pembinaan dan peningkaian profesionalisme penilik, tenaga pendidik dan kependidikan

formal; .
m. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Inforrial sesuat

dengan tugas dan fungs.

Bagian Kedefapan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD sebapaimana dimaksud pada Pasal 3 ayai (1) huruf g Peraturan ini,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian fugas operasional Dinas Pendidikan bidang terlentu dan alau

dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan. -
" Pasal 34

Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan ini URTD mempunyai fungs::
a.  pelaksanaan lygas operasional Dinas Pendidikan: . .

b.  pelaksanaan urusan administrasi ; !
€. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai deng@n fugas dan {ungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabalan Fungstorial

Fasal 35

Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksdd pada Pasal 3 ayat (1) hurul h Peraluran ini,
mempunyat  lugas melaksanakan sebagian, 4ugas- dinas pendidikan sesuai dengan keahlian dan

keterampilannya.

Pasal 36

n Kelorn_pog Jabglan Fungsienal sebagaimana dimaksud datam Pasal 35 lerdisi dari sejumlah tenaga
pada ienjang jabatan yang térbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
ketrampilannya; ' :

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ‘ inasi '
‘ ayal (1} dikoord
lenaga fungsional yang ditelapkan oleh Kepala Dinas; et facian olen seotang

(3)  Jumlah Jabaian Fungsi i i .
220 behan ket ungsional sebagaimana dimaksud dafam ayal (1). dilentukan berdasarkan kebuluhan

(4}~ Jenis dan Jenjang Jabalan Fungsi a03iman di
e gsional sebagaimana dimaksud dala ; i i
© peraluran perundang-undangan yang berlaky, (atam ayal {1). dialur sesuai dengan

BAB ...
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 37

Kepala Dinas dalam melaksanakan lugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupali. :

]
- »

Dalam melaksanakan lugasnya Kepala Dinas, Sekrelaris Dinas, ~ Kepala Bidang,  Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabaian Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-
masing dan anlar Saluan Organisasi Perangkal Daerah serta dengan Instansi Verlikal dilingkungan
Pemerinlah Kabupalen Sintang sesuai dengan bidang lugasnya..

Pejabal Strukiural dalam lingkungan Dinas Pendidikan bertanggung jawab mémimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serla «pelurjuk” pelaksanaan
tugas bawahannya.

Pejabat Slruklural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetdhiii “dan mematuhi petunjuk,
berlanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing. -

Pejabal Strukiural dalam melaksanakan lugasnya wajib mengkoreksi dan mengkaji faporan yang
dilerima dan selanjulnya sebagai bahan pertimbangan lebib4anjut,

Pejabal Siruklural Dinas Pendidikan berkewaibar, miengawasi bawahan masing-masing dan
mengambil langkah-langkah dan tindakan bila“erjadi cenyimpangan sesuai dengan peraluran yang
berlaku.

Kepala Bidang dan Kepala UPTD mienyampaikan laporan kepada Kepala Oinas dan Sekretaris Dinas
menyusun 1aporan berkala Dinas Perididikan kepada Bupali.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Penjabaran uraian lugas Jabatan Siruklural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dilelapkan dengan
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan selelah mendapatkan perselujuan Bupati.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

-Dengan berlakunya Peraturan Bupali ini, maka Kepulusan Bupali Sinlang Nomor 372 Tahun 2000 lenlang
Petunjuk Pelaksana Peraluran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 lentang Pembentukan
Organisasi Perangkal Daerah Kabupaten sinlang Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan segala ketentuan lain yang mengatur materi mualan yang sama dengan yang dialur dalam Peraluran ini,
sepanlan%bertent_anlgan dengan Peraturan ini, dicabul dan dinyatakan lidak berlaku lagi.

oleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupalen Sintang.

Diundangkan di Sintang
pada langgal 4

- ABDUSSAMAD ISMAIL

Ditelapkan di Sinlang '
padalanggal |  September 2008

BUPATI SINTANG,

-

MILTON CROSBY

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUK.2008NOMOR 404
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